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KATA PENGANTAR

Scpala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa yang telah menganugerabkan berkat, kesehatan, dan kekuatan sehingpa
penulis dapat menyelesaikan fesis yang disusun guna memenuhi ssbagmian
persyaratan dalam uniek memperoleh gelar Magister Hukum di Fakulias Hulum
Universitas Indonesia, Jakarta, dengan judul; Paradigma Bars Hukum
Pertambangan Indonesia; Mengganti Sistem Kontrak Karya Dalam Kegiatan
Usaha Periambangan Mineral,

Tesis ini membahas dan meneliti paradigma baru hukum pertambangan
mineral dan batubara di Indonesia dengan fokus pada digantinya sistern kontrak
karya, dengan sistem baru vaitu Izin Usaha Pertambangan vang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, Penulis melakukan penelitian ini setidak-tidaknya karena empat alasan.
Pertama, Jegal certainly atau kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk
datangnya modal asing ke suatu negara, disamping faktor economic oporfmity
{kesempatan ekonomi} dan polfiical stability (stabilitas politik). Kedua, sistem
hukum terdiri dari substansi aparatur dan budaya hukum. Dimana ketiga unsyr ini
sama perannys menciptakan predictability, stebility dan fedrpess. Ketiga, dengan
perkembangan duniz pertambangan mineral dan batubara nasional maupun
internasional, maka dibutubkan perubahan peraturan perundang-undangan  di
bidang pertambangan mingral dan  balubara yang dapat mengelola dan
mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandin, andal, transparan,
berdaya saing, ciisien, dan berwawasan finglungan, guna menjamin pembangunan
nasional secara berkelanjutan. Dgn Keempat hukum pertambangan baru di
Indonesia berkattan dengan digantinya sistem kontrak karya mempunyal twjuan
dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Secara teoritis penelifian inr berupaya untuk membert relevansi keilmuan
dan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah-masalah hukum
dalam hidang pertambangan mineral dan batubara da- hukum-hukum yang terlait
dengan sektor pertambangan, khususnyz vang berubungan dengan digantinya
sistem Kontrak Karya memadi sistem Perizinan dalam mermberikan kepagtian
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hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara umtuk mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penulis Menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam
tesis ini, batk dalam substansi maupun sistematika penyajiannya, Untuk ity penulis
raengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaanya lebih
lanyut.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah
banyak menerrma dukungan moril maupun materi] darl berbagai pihak, untuk du
melahii kesempatan inmi perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih
dan penghargaan vang tidak terhingga kepada seuma pihak yang telah mendukung
penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan
ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat:

1. Dr. Freddy Hams, SH, L1 M. selaka Dosen Pembimbing Tesis yang telah
banyak membantu memotivasi, dan memberikan waktunya dalam
bimbingan hingga selesainya tesis ini,

2. Para Pembmbing Akademis yaitu Ratih Lestarini SH, MH, Dr. Nurul
Elmiyah $H, MH | Prof Dr, Rosa Agustina S$.H., MH., dan Melda Kamil
Aradno S H, LL.M.

3. Para Guru Besar Pengasuh Mata Kulish Program Studi Magister Hukum
Fakulrss Hukum Universitas Indonesia.

4. Seluruh Dosen Pengasuh Mata Kulish Program Magister Hukum, bersansa
staff karyawan/ karyawati pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi

5. Selurvh staff karyawan/ karyawati Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Indonesta,

6. Isteri Penulis yang tercinta, MF. Tri Puspanti, vang dalam kesibukannya,
bersarna anak-anak kami vang tersayang, Arislle Victoria Suripatty, Carlos
Otnie! Suripatty das Rafael Darius Suripatty, yang setia dan penuh
pengertian selarna masa studi, tekun berdoa dan selalu memotivasi penulis
urizuk menyelesaikan studi,

7. Ibu, Bapak \S‘;ri Murdiati, S.P. Suripatty $Th. M P A, adik-adik penulis,
Amanda Olivia Suripatty dan Grace Natalia Suripatty serta ibu mertua, Sri
Munarsih, yang juga turut mendoakan dan memotivasi penulis agar sukses

selalu dalam studi
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8. Teman-teman mahasiswa Magister Hukum Ekonomi angkatan tahus 2007,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penolis berharap kiranva fesis ini dapat menjad
rasukan yang bermanfaat bagl pengembangan hukum di Indonesia khususnya
hukum pertambangan dan atau kepada stapa saia yang membutuhkan informasi
schubungan dengan materi tesis ini.

Akhirnya, satu babak dalam perjalan hidup ini tercapat sudah, telah terbuka titik
awal jalan baru untuk diternpuh dalam asa perjalanan hidup ini. Semoga harap dan
cita yang selalu menyemangati penulis selama ini bisa terealisasi hanya dalam

Pimpinan dan Anugerah dari Tuhan.,

Jakarta, 26 Juni 2009
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Viktor I. Sunipatty
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ABSTRAK

Nama - Viktor I Suripatty
Program Studi ¢ Hukum Ekonomi
Judul: Paradigma Baru Hukum Pertambangan Indonesia,
Menggantt Sistem Kontrak Karya Dalam Kepiatan
Ussha Pertambangan Mineral,

Indonesia memiliki suatu sistem hokum pertambangan dalam mengatur penanaman
modal asing dalam bidang pertambangan vaitu sistem kontrak karya yang dimulal
pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma
hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang bam
yang mengatur pengusahaan pertambangan suneral dan batubara yaitu Undang-
Undang No. 4 Tabun 200% Tentang Perfambangan Mineral dan Batubara, yang
memiliki suatu sistem periiinan uotuk mengganitkan sistem kontrak karya. Tesis
ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinys sistem kontrak
karya dengan suatu paradigma bukwim bary yang mengacu pada prinstp perijinan
dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari pepelitian dasar-dasar hukum
pertambangan mineral, latar belakang hokum pertambangan Indonesia dan sistem
mukum pertambangan mineral dengan sistem hukum periziman. Fekus spesifik
ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan
Undang-undang Mo, 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yaitu dapat memberikan hasil uptuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Metode
penelitian yang digunskan dalam penulisan tesis im adalah metode yurndig
normatif yang bersifat kualitabf Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
mengganit konrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian bukum
dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuzn hukum
pertambangan untuk digunakan uniuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum
dapat dicapai.

Kata kunci: Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Kontrak Karya, Izin
Usaha Pertambangan.
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ABSTRACT

Name : Viktor I, Suripatty
Study Program ©  Economic Law
Title: New Paradigm of Indonesian Mining Law;
Replacing Contract of Work System on Mineral
Mining.

Indonesia bad a mining law systom to regulate foreign investment on mining which
was gontract of work system, starting on year 1967 to 2008, On the vear 2009,
there is a change on mining law paradigm afler Indonesia released new law in
regulating mineral and coal mining business. The law is Law of the Republic of
Indonesiza Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Cozl mining with 4
licensing system to replace contract of work. This thests deals with the study of
Indonesian mining law on the changing of contract of work sysiem with new
mining law paradigm with ficensing system, starting on the study of the basic of
mineral law, backgrounds of Indonesian mining {aw, and the mineral mining legal
system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus ia stressed on
the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of
giving maximumg prosperity to the people. Research method used on this thesis is
juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing
contract of work with licensing sisterm has not resulted on certainty of law on
mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by
this faw will not be achieved yet.

Key words: Mineral and Coal Mining, Contract of Work, Mining License,
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia.’
Bahan tambang atau bahan galian jiu dikuasai oleh negara dan hak penguasaan
negara berist wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi penelolagn
atay pengusahaan bahan galian, serta bensi kewsjiban untuk mempergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.* Kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi,
minyak dan gas bumi serta air tanah, vang mempunysi peranan penting dalam
memberikan nilat tambah secars nyata kepada pertumbuhan ekonomt nasional dan
pembangunan daerah secara berkelanjutan.’®

Seiak Mijmves 7899 dan hingea Indonesia merdeka, peraturan perundang-
undangan di sektor pertambangan im tidak mengalami perubahan berarti. Peraturan
di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kenmudian ketika ferbit Undang-
Undang Na. 11 Tabun 1967 Tentang Pokok-pokek Pertambangan Umum.®
Sejak kemerdekaan, ferlebih setelah Pemerintah Orde Baru melahirkan Ul Neo, 11
Tahun 1967, perlaban tapt pasti pertambangan menjadi sektor yang menarik

! Batan tambang stan galian #o, melipnti emigs, persk, 1embaga, minyak dan gas buni,
hata bara dan lain-3ain. Tingh misslnya, deagan produksi 78 riby ton/ tahun, jodonzsia mdalah
penphasil thnah nomor dua <owda. Nikel dengan 96 ribu ton per tabun Indonesia adaiah penghasil
nomor lims 4 dunis, Tembags dengan 842 riby ton per tahun adalal nomer Hma dunig dan untnk
bty bara dan emas Indonesia adaish noroor 7 dunia. Likgt Simon F, Sembdring, Jalan Sary Untuk
Teanbong: Mengalirkan Berkah bagi Anek Bangsa, (Jakarty: Gramedia, 2009 Bl 3,

* Mineral dan batubara yang wrkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebhagai karonia Tuhae ¥ang Maly Egs vang mempunyai
peranau penting dalam memcnuhi hajat hidup orang  banyak, karenz itn peopelolaannys harus
dikuasai oleh Negara wntuk memberi nilat tambah secara nyala bagi perekononyian nasional dadam
ussha mencapal kemakeuean dan keseiahiergan rakyat secara berkeadilan. Libyt Konsidersa
Undang-Undany Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Ban
Batubara (U Pertambangan Minerzl dan Batubam).

* Konsideran Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Temtang
Feriambangan Mincral Dan Batobarg {£4]) Pertambangan Mineral dan Bainbars).

* Simon Sembiring, op.cit, Km. 26, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Teniang Pokok-
pokok Pertambangsn Umsm ini cendini kelusr setelah muncol UU No. 1 Tahus 1967 lentang
Penanamas Maodal Asing (PMA),

1
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sekaligus sensitif  bagt publik. Menarik karena berkontnbusi secara gignifikan
terhadap Penerimaan Negara dan kian digsorot bila harga komoditas dumn
melonjak, tapl juga sensitif karena ekses ncgatf terhadap lingkungan seria
pandangan bahwa pertambangan belum memberi keuntungan maksimal bagi
seluruh  stakeholders seperti yang  diharapkan, bahkan banyak melakekan
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

3ecara intermastonal, hukum-hukum negara-negara, khususnya negara-negara
berkembang yang ekonominva berlandaskan kekayaan alam, vang mengatur
bidang perfambangan saat ini mengalami peningkatan dalam hal cakupan dan seg
ketegasan, (reorge W. Pring mmgatakmﬁ:

Laws regulating mining are increasing in scope and sivingency,
based on ihe new mmiernational paradigm of “sustainable developmien:” -
development that meeis the needs of the present without compromising the
ability of fatwre generations to meet their vwn needs. For nuning, this
means focusing not ouly on traditional economic concerns, but alsoe on new
social, economic, and environmenial concerns, particulorly in developing
nations with resource-based economies.

Sejak 15 tabun vang lalu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum pada saat itu
sudsh merasa perlu mengganti UU No. 11 Tahun 19677 Alasan yang paling utama
adalah betapa dinamika dunia pertambangan mineral dan batu bara di Tanah Air
sudah tidak bisa lagi diskomodasi oleh UL yang lahir di awal Orde Baru Tersebut.
Begitu pula fantangan kedepannya, semakin dinamis dan dirasa tidak bisa lagi
diregulagi dengan peraturan lama. Dengan mempestimbangkan perkembangan
nasional mavpun internasionzl, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Perfambaogan dipandang sudab tidak sesnai lagi
schingga dibutuhkan perubahan persturan perundang-undangan  di bidang
periambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan
potenst mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing,
efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional

secara berkelanjutan ®

* Simon F. Sembiring, op.cif, him. 175,

® Ceorge W. Pring, Mining, Environment And Development: International Low And
Mineral Resourees, (Denver: UNCTAD, 1999) him, 3,

¥ Simon ¥, Sembiring, op.cit

* Konsideran UU Pertambangan Mineral dan Batubara,
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan untuk
mengganti Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan dengan Menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara dimana Undang-undang No. 4 Tahun 2008
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Mineral dan
Batubara) ini memiliki suatu konsep Izin Usaha Pertambangan’, vang selanjuinya
disebut JUP, vaity izin untuk melaksanakan ussha pertambangan, yang
menggantikan sisten Kontrak Karya' yang sudah lama dikenal dalam pengaturan
penanaman modal asing dalam kegratan usaha pertambangan mineral dan batubara

Berubahnya suatu prnsip yang menggantikan sistem Kontrak Karya dalam
hukum pertambangan vang termang dalam Ul) Pentambangan Mineral dan
Batubara mempunyai dampak yang luas, terutama berpengaruh pada keputusan
pihak asing untuk menanam modal dalam bidang pertambangan Mineral dan
Batubarg, teknis operasi pertambangan it sendiri, dan terhadap politik ckonomi
Indonesia pada uwmumnya dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besarnys
kemakmuran rakyat.!! Pasal 33 Ayat () UUD 45 mengisyaratkan agar
pembangunan ekonomi dibangun atas dasar kemandirian'’, termasuk didalamnya

kemandirian yang berkaitan dengan sumber bembiayaan pembangunan,

? U Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35: Usaba pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanukan dalam bentale 2 TUP (bzin Usaba Pertambangany; b, IPR
{Izin Pertambangan Rakyat), dan ILPE {Izin Usalm Pertambangan Khusys,

W Undang-Undang Mo il Tabon 1967 Tentang  Keleptwm-Ketentuan  Pokok
Pertanibangan, Pasal 0. Ayaf (1) Menten dapat menunjuksn pibak lain sebagai kenteaktor apabila
diperiukan satvk melaksanakan pokegaan-pekeriaan vang belom atau tidak dapa dilaksanakan
senchini oleh instansi Pemerintak atan Perusahasn Negats yang bersspskutan selaks pemegang
kuasa pertambangan. Ayat (2) Datam meneadakan perjaniian kagyn dengan korntraktor seperti yang
dimaksud dalam ayat {1} pasal ini Insiansi Perwrintah atou Perusabaan Negara hans berpegang
pada pedomanpedoman, petunjuk-pelunjek, dan syarat-syarat vang diberikan olels Menteri. Ayal (33
Perjanjian karya tergebut dalam gyat {2) pasal ind mmdai berlgle sesudsh disahkan gleh Pemcrintah
seieiah berkopsulingt denpan Deowsn Perwakilin Rakyst apabila menyangkut eksploitasi golongan a
gepaniang mengenai bahan-bahan palian yang ditentukan dalam pasal 13 Undangundang isd
dan/atau yang perjaniian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

' Kats dipergimakan mengandung arfi bahwa kekaysan ifu haras dikelola untuk
peningkatan kesefahteraan ralgyst. Kekayaan yang kita miliki baru dapat dikatakan bermanfast
apabila sumberkekavaan dari daloms bumi dikelvarkan dan dikelola.

12 17UD 48 Perubahan ke Fmpat

¥ Undang-Undang Momer 25 Tahon 2004 Tentang Sistera Perencanaan Pembangunan
Nasional (UUSPPN) yang pelsksanaaonya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nemor 7 Tahon
2005 Tenteng Rencana Pembanguran jangka Menengeh Nagional {FPRFIMN} mengisyaratkan
babwa dana pembangunan, Khususnyz dana investasi diblayai lornlama dari {sbuagan dalam ceged
batk beresal darl pemenintah manpun masvarakat,

¥ n :
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Namun demikian, kebutuban akan dana untuk membiayal pembangunan
sangat besar. Selain dari tabungan dalam negeri, pembiayaan pembangunan perly
dilengkapi dengan pesanaman modal dan luar negeri, khususnya untuk bidang-
bidang usaha yang bersifat padat modal dan beresike tinggi atau pemuh
ketidakpastian (wncertainity), keterampilan (5K} dan teknologi  seperti
pengembangan sumber daya alam, vang daiam penelitian ini adslah pertambangan
mineral dan bate bara. Di negara-negara berkembang, transaksi investast aging
langsung {Foreign Direct Investment atau FDI} atau penanaman modal asing
{PMA) ini telah merupakan sumber pendanaan untuk pestumbuhan ekonomi.
Penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional
dalam upaya untuk meningkatkan akomulasi modal, menyediakan lapangan keria,
penciptakan transfer teknologi, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki
kualitas sumber daya manusia dan menambah peogetahuan serta membuka akses
kepada pasar global. ™
Banyzk yang berpendapat bahwa kontrak karya dan peraturan dengan sistem
perizinan yang menggantikannys seharusnya dimancang dengan insentif yang
mendorong perusahaan tambang multinasional dan nasional mengambil tindakan-
tindzkan yang memaksimalkan keseizhteraan bangsa.'® Dalam konteks ini investor
dituntut untuk  bersedia memberikan kesempatan kepada negara  untuk
mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dart pengusahaan pertambangan
mineral dan batubara tersebut sebagal imbalan diberikannya persyaratan komersial
vang menarik dan kepastian hukuom.

Penelitian  mengenal paradigma  hukum  pertambangan di  Indonesia
berkaitan dengan digantinya sistem kontrak karya, ditinjau dari pelaksanaan
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketestuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan, dan kemudian undang-undang vang menggantikannya, yaitu
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, menjadi penting setidak-tidaknya karena empat alasan;

' Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan (as Bumi Berazas Keadilan dan Kepostion
Hukun, Ciakanria: Finhali Anesks, 2009) bl 1.

 Suparfi, Penanaman Modal Asing & Indenesia; Insentif’ v Pembotasan, {Jakara:
Usdversitag Al-Azhar Indonesia, 2608}, . 1

' Majedi Hasan, ap.cit him, 15,
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Pertama, legal ceriainty atau kepastian hukum adalah salah satu keharusan
untuk datangnyz modal asing ke suatu negara, disamping faktor economic
oporinity (kesempatan ekonomi) dan political stability {stabilitas politik).

Kedua, sistem hukum terdirt dari substansi aparatur dan budaya hukum.
Dirnana ketiga unsur ini sama perannya menciptakan prediclability, stability dan
Jairness.

Ketiga, dengan perkembangan dunia pertambangan mineral dan batu bara
nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipandang sudah tidak sesuai lagi
sechingga dibutubkan perubzhan peraturan pewndang-undangan di  bidang
pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan
potensi mineral dan batubara secars mandiri, andal, transparan, berdaya saing,
efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjarin pembangunan nasional
secara berkelaniutan,

Keempat hukom pertambangan baru di Indonesia berkaian dengan
digantinya sistem konfrak karya mempunyai fujuan dapat memberikan hasif untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Walaupun keberadaan perusahaan tambang mineral dapat nemungkenkan untuk
menimbulkan dampak negatif, namun suatn investasi perusshaan tambang,
kKhususnya mingral, tetapl juga skan menimbulkan dampak positif dalam
pembangunan nasional,'’ Dari aspek ekonomi yaitu devisa negara dan pendapatan
asii daerah, keberadaan perusahaan tambang sangan msmbante dalam
pembangunan nasional dan daerab’®. Begifu juma dalam bidang tenaga kerja,
keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja", baik tenaga kerja

lokal, regional, nasional maupue intemasional™,

T Satim HS,, Hukum Pertombangan Di Indonesio, (Jakarta: RajaGrafinde Persada, 2007),
Hlrs, 6 Dampak positif dari kebersdann pemmsshann tambung adalah: (1 ymesingkatkan devisa
negara, {2 meningkatkan pendapatan asli daerab, {3.)mensmpung ienaga kerja, {4 )ymeningkatnya
kondig sosiaf ekonomi, kesehatan dan budaya seasyarakat yvang bermukim di lingkar tsmbang,

% I5id, Dalam pengembangan masyarakat Hngkar lambang, perusahaon perfambangan
melaksanakan kewsiiban hukomnya untek mengembangkan masyarakat lingkar tambang,

¥ Sipit Wibowo, Swarmi dan Krisman Kaban ™fnvestor Pertambangan Tunggo
Kepastian,” Sinar Haorapen, {Senin, 22 Januari 2007}, Pertambangan ¢ samoping padat modal juga
menyerap banyak tenags kerja, batk langsang maupun tidak langsung.

“ “Nining: Employment: Oppocanities” < biip:#opensite.org/Business/Mining/
Emplovment/Opporiunities>: Uncertainty over aecess to U5 land to mine coaf and minerafs is
Joreing many mining aperationy to expars interantionally, shifiing jobs abroad Offes, lower lnbor
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1.2. Permasalahan

Berdasar latar belakang permasalahan di atas maka vang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah; {1} Apakah keputusan mengganti sistem
Kontrak Karya dengan sistem Perizinan dapat memberikan kepastian hukum daiam:
bidang pertambangan mineral dan batubara? (2) Aéa}cah dengan mengganti
Kontrak Karya dengan Izin Usaha Pertambangan dapat mermberikan hasil antuk
sebesar-besar kemakmuyran rakyat?

1.3, Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasaiahan di afas, tujuan
penulisan ini adalah: Menganalisa perubahan paradigma  dalam  hokum
pertambangan ¢ Indonesia yaitu digantinya sistem Kontrak Karva vang telzh
berjalan lama dengan suatu sistem perizinan yaitu Izin Usahs Pertambangan dalam
usahanya membernkan nila1 tambah secara nyata bagi perekonomian nastonal
dalam vsaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan

dalam rangka dipergunakan vntuk sebesar-besar kemaknmran rakyat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian im berupaya untuk memberi relevansi keilmuan dalam
bidlang hukum pertambangan mineral-batubara dan hokum-hukum vang terkair
dengan sektor pertambangan, khususnya dengan digarginya sistem Kontrak Xarya
menjadi kongep Perizinan dalam memberikan kepastian hukum dalam bidang
pertambangan mineral dan batu bara untuk mencapar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

2. Memberikan kontribusi kopkrit kepada pemerintah dan lembaga-lembaga
pernbuat dan penegak hukum, berupas masukan-masukan yang benar mengenai
dunia pertambangan miseral, vang berkaitan dengan perubahan sistem: Kontrak

Karya menjadi sistern Perjjinan dan hubunganaya dengan kepastian hukum

costy and fewer envivormental restrictions mean lower production cosis. However, meny U5
miining coptpanies must compele with internaffonnl competitors, Increasing competition causes
consolidation umong mixing operations, which usually leads to job cuts.
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penanaman modal asing dalam rangka memberikan nilai tambah secara nyata bagi

perekonomian nasional,

1.5. Kerangka Teori
1.5.1. Teori Hukum

Bagi suatu penelitian, teori atau keranghka teori memgpunyai beberapa
kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: (1)
Teon tersebut berguna uniuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta
yang hendak diselidiki atau divji kebenarannya. (2) Teori sangat berguna didatam
mengembangkan sistem kiasifikasi fakta, membina strukiur konsep-konsep serta
memperkembangkan definisi-definisi. (3) Teori biasanya merupakan suatu iktisar
daripada hal-hal vang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut
obysk vyang diteliti. (4} Teori memberikan kemunglinan pada prediksi fakta
mendatang, oleh karena telah diketahul sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan
mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Dan
{5} Teon memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada
pengetabuan peneliti.”’ Di dalam setiap penelitian selalu harus disedal dengan
pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karenanya ada hubungan timbal bailik yang erat
antara teost {atau teort yang dibentuk), dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisa dan konstruksi data.

Kerangka teori yang digungkan dalam penulisan penelitian ini adalzh teoxd
sistern hukum dan Lawrance M. Friedman Menurut Friedman, setiap sistem
hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu struclure, subsionee dan legal
cielruare
Pertama adalah Structure.

"First many features of a working legal system can be called structiral the
moving parts, so speck of-the maching Courts are simple and obvions
example; their structires can be described: a panel of such and such size,
sitting af such and such a time, shich this or that limitation on jurisdiction.
The shape size, and power of legislature is another element structure. A
written constituticix Is siill another important featwre in structural

* Sowrjonc Soskanlo, Penganiar Penelitian Mwlam:, {Jakaria: Universitas Indonesia,
19863, e 121,

* Lawronce M. Friedman, American Law, (New York: W.W. Nortor and Company, 1984)
him.7.

Universitas Indonesia
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landschape of law. It is, or atiempts 1o be, the expression or blueprint of
vasic features of the country’s legal process, the organization ol
framework of gevernment, "

Uraian Friedman di atas menunjukan bahwa siructure sebagai bagian dari sistem
hukum meliputi institusi-institust yang diciptakan oleh sistem hukum mencakup
judikatif {(pengadilan), legisiatif dan eksekutif, Komponen strukiwr hukum
merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanzan
hukum dan pembuatan undang-undang.  Struktur  dalam  implementasinya
merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan vang lain dalam suatu
sistem hukum.

Kedua adalah Substance. Berkaitan denpan subsiance, Friedman menyatakan:

“The second fype of component can be called substantive, These ara the
actual products of the legal system-what the judges, for example, acrually
say and do. Substance Inciudes, netwrally, enough, ihose propositions
referred to as legal rules; reafisticatly, it also includes rules which are not
written down, thosc regulaties of behaviour that cowld be reduced to

Zeneral statement. FEvery decision, 100, is a substantive product of the legal

system, as Is every doctrine amouwnced in conrd, or enacted by Fegisluiure,
or adopted by agency of government.”

Uratap Friedman diatas menonjukan bahwa substanst hukum meliputi hasil dan
structure yang diantaramya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-
keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum
merupakan refickat dari aturan-gturan yang berlaku, normma dan  perilaku
masyarakat dalam sistem tersebut,

Ketiga adalah Legad Culture.

"legal Culture can be defined as those atlitudes and values that refated to
law and the legal system, together with those attitudes ond values affecting
behaviour refated to law and s institulion, cither positively or negatively.
Love of litigation, or a katred of i, is part of the legal culture, as would be
attitudes foward child rearing in so for as these aititeds affect behavior
which is at Ieast nominally governed by Law. The legal culture, then is
general expression for the way the legal system fits inte the culture of the
general society.”™

Uraian Friedman diatas menunjukan bahwa legal cwlrure meliputi pandangan,

sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum, Pandangan dan sikap

# Lawrence M, Priedman, op.cit, hm. 29,
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masyarakat terhadap budaya bukum sangat bervariasi karena dipengarohi sub
cufture seperti ethnic, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama)
dan liopkungsn. Pandangan dan sitkap masyarakat ini sengat mempengaruhi
tegaknya hukum.

Sistern hukum di atas harus ada untuk mepjalackan fungsi-fungsi vaitu: kontrol
sosial {social confrel), penyelesaian sengketa {dispwie settlement) dan fungsi
rekayasa sosial {social engineering).

Secara diagram, Teori Sistern Hukwm dard Lawrance M. Friedman dapat

digambarkan dalam gambar berikut ini:

N Structure

Dispute
' Settfement

e

SISTEM. §

ngineering -

Substarce | P ) . Secial -
V' CGontrol.

Gambar 1,1, Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman

Penggunaan feori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, setidak-
tidaknya karena tiga alasan; pertama, dalam kaitan dengan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan pertambangan mineral dan batu bara tidak hanya tergantung
pada substansi, iefapt juge dipengaruhi cara kerja aparatwe hukum. Dalam
menjalankan hokum, aparatar bukum sangat dipengaruhi dengan budayz hukum,
misalnya perijinan yang berkepanjangan, birokeasi yang lamban dan perilaku-
periiaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedwa, munculnya perkembangan dan
formulasi kebijakan peraturan pertambangan mineral dan batubara berlangsung
dalam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nifai harapan-harapan dan orientasi
yang berkembang dalam masyarakat, Ketiga, pelaksanaan peratocan pertambangan
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mineral dan batu bara, seperti perizinan dipengaruhbi oleh perbedaan kepentingan,
nilai, orientasi dan kedudukan dari para pelaksana perizinan,

Selain menggunakan teori sistemn hukum, penelitian tesis ini juga akan
moembuktikan efektifitas dart hukum pertambangan mineral dan batubara dalam
mendorong pembangunan ekonomi, Mepurut studi yang dilakukan Burg’s™
mengenai  hukum dan pembangunan terdapst 5 (lima) unsur yang harus
dikembangkan supaya tidak menghambal ckonomi, yaitu “stabilitas” {(s/ability),
“orediksi™ (preditability, “keadillan” (fuirness), “pendidikan” (education), dan
“pengembangan Khusus darl sarjana hukum® (¢he special development abilities of
the lawyer).” Selanjutnya Burg’s mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua
di ates ini merupakan persyaratan supaya sistern ekonomi berfungsi, Di sind
“stabilitas™ Dberfungsi untuk mengskomodasi dan meuoghindari kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi™ merupakan kebutuhan
untuk bisa mempredikst ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi
suafu negara. Necara diagram, Teori Hukum dan Pembangunan Oleh EM. Burg,
dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:

-~ UNSUR-UNSUR | Y
. HUKUM DALAN QIR do ¥
i PEMBANGUNAN . iy - abjilities of.

(E.M. Burg) * © ‘the.lawver :’
. D ¢« Ve y, 3

Gambar 1.2, Teori Burg Tentang Unsar-Unsur Hukum Dalam Pembangunan

e

% Burg, EM. (1877), “Law and Development: A Review of the Literatwre & 4 Critique of
Scholars in Self-Estrongement”, The American Jowrnal of Comparative Law, 25 Pp 492.530,
datam Development Studies Hstitute (DESTIN), World Bank & Rule of Law Reform, Working
Paper Series No. §3+70, 2005,

¥ Leonard 1. Theberge, “Law and Economic Developmen,” Journal of International Law
and Policy, (Vol. 9, 1986) him. 232.
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Sebagaimana pendapat Erman Radjagukguk, maka hukum investasi sebagal
bagian dari hukum ckonomi harus mempunyai fungs: stabilitas {sdifizy), yaitu
bagaimana potensi hukum dapat menyeimbangkan dan mengakomodast
kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum
investasi dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan modal asing dan
sekaligus dapat puls melindungi pengusaha-pengusaba lokal atau usaha kecil
Dalan kaitannya dengan hal ini, maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas
politik. ?® Tnvestor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor political
stability. Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh
terhadap ikdim fnvestast. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan
usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan
proses demokrasi yang konstitusional.

Yang Kedua, kebutuhan fungsi hukum untuk  dapat meramalkan
(predictability), adalah mensyaratkan bahwa hukum tersebut mendatangkan
kepastian. Investor skan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan
melindungi investasi vang dilakukan, Kepastian hukuem akan memberikan jaminan
kepada investor untuk mempercleh ecomomic oppuriuniiy sehingga investasi
mampys memberikan keuntungar secara ekonomis bagi investor. Adanya kepastizg
hukum juga merupakan salzh satu fakior wtama untuk menciptakan iklim vang
kondusif bagi investor, karena dalam melakukan investasi selain tunduk kepada
ketentuan hukum investesi juga ketentuan lain yeng terkait dan tidak bisa
dilepaskan secbagai pertimbangan bagi investor unfuk menanamkan modalnys.
Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur investasi dan yang terkait
dengan investasi kadangkala menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian marna
hukum vang berlaku. Apabila dikaitkan depgan keberadasn hukum dengan
masyarakat, maka perunya wibawa hukum agar dapat ditaati dan sebagal
pegangan dalam menjalankan relast satu dengan vang lain terlebih lagi dalam faiu
lintas bisnis diperlukan adanya kepastian hukum yang berlaku.,

Ketiga, aspek keadilan {;%zirzzess)j%’eperti, periakuan yang sama bagi semua

orang atau pihak di depan hukum, perlakuan yang sama kepada semua crang dan

* Erman Rajagukguk, Hukem fnvestasi di indonesia, Fakultas Hukum Universitas Al
Azbar Indonesia, Cet Z-jakarig, 2007, R 2731
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adanya standar pola perilaku pemerintah, oleh banyak abli ditekankan sebagai
syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi vang
berlebihan. Dalam kastannya dengan aspek keadilan disini, maka faktor
accountability dengan meiakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan
sistern peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka
menaril inrvestor. Apabils hal ind tidak dilakukan pada akhirnva berakibat pada
femahnya penegakan hukum {law enforcement) dan ketiadaan regulasi khususnya
di bidang investal yang mampu memberikan rasa aman, nysman bagi investor serta
kurang ramshnya perundang-undangan tersebut terhadap investor ikhususnya
investor asing. Dengan kata lain perangkat perundang-undangan yang ada sekarang
dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan para investor dalam berinvestasi,
Sebagaimana diungkapkan oleh Dorojatun Kuntjore Jakti®’ pada waktu menjabat
sebagai Menko Perekonomian menyatakan bahwa masih keciloya investasi yang
masuk di Indonesia diakibatkan masih adanya kendala yang menyangkut sistem
perpaiakan, kepabeanan, prosedural birokrasi, sdministrasi daerah, dan seal
perburuhan. .

Sesuai dengan pendapat Burg’s di atas maka, J D Nyhat juga
mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ckonomt, yaitu
predictabifity, procedural copability, codification of goals, education, balance,
defiption and clarity of stats serta accommuodation® Dengan mengacu pada
pendekatan hokum dalam pembangunan ckonomi di atas ini, maka hukem harus
mengandung unsur-unsur sebagai bertkut:

Pertama, hukum hansg dapat membuat prediksi {predicradility), yaitu apaksh
hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam
memprediksi kegiatan apa vang dilakukan untuk proveksi pengembangan ckonomi.
Kedua, hukum itu mempunyal kemiampuan prosedural {procedural capability)
dalam penyelesaian sengkets. Misalnya dalam mengatur peradilan trigunal {cour?
or administrative wribunal), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (alfernaiive
dispute resofution) dan penunjukan arbitrer konsiliasi {concifiation) dan lembaga-

iembag;l“yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa,

- ® Diorstatun Kutjoro faki, “Tnvestasi Minim Akibal Limg Hal” Bisnis Indonesia, 13 Juni
2082
B YD, Nyhatt, The Role Of law And Eronemic Developmen:, (Massachuscits:
Massachusclts Institie Of Technology, 1564} Blm. 12,
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Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukumn (cedification of goals) oleh pembuat
hukum bertujuan untuk pembangunan negara,

Keempat, hukum itu setelab mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan
maka harus dibuat pendidikannya (education) dan selanjuinya disosialisasikan.
Kelima, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (bafance). Karena
hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ckonomi.

Keenam, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas
{definition and clarity of status). Dalam hal in1 hukum tersebut harus memberikan
definisi dan statug yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang,

Ketujuh, hokum ftu harus dapat mengakomodasi {accomedation) kesetmbangan,
definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok-
kelompok dalam masyarakat.

Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sehagat
dasar pembangunan adalah wnsur stabilitas (stabifity) sebagaimana divratkan di
muka. Secara diagram, Teori hukum sebagai dasar pembangunan ckonomi oleh
113, Nyhart dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:

& procedurah‘apabllzty

"

TEORI HUKUM SEBAGAI |
.DASAR PEMBANGUNAN [f /4

EKONOMI - .. | =~ ceducation
1D ;ﬁﬁfﬁar{“ . '

oo "-balance

' “definition and &iar_ii:y of status

accommadation

{ambar 1.2. Teori J.D. Nyhart Tentang Hukuwm Sebagai Dasar Pembangunan

Ekonomi
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Uniuk melengkapt kedua teori yang digunakan di atas, maka uniuk
menganalisa hukum pertambangan mineral dan batubara, maka periu juga
dilakukan pengkalian hukum atas dasar analisa ekonomi atau economic analysis of
imv oleh Richard Posser. Posner berpendapat bahwa penggunsan prinsip-prinsip
dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan scbagat pendekatan untuk mengkaii masalah
hukum. “economic is powerful tool for analysing a vast ramge of legal guestion”.
Menurut Posner, berperannya hukum harus dilihat dart segi nilat (vafue), kegunaan
{utility) dan efisiensi (¢fficiency).” Pendekatan vang digunakan oleh Posner
tentunya dapat digunakan dalam mengkaji hukum pertambangan mineral dan

batubara yang berialo di Indonesia.*’

1.5.2, Hukum Pertambangan

Selain keempat teori diatas, ada baiknya untuk mengetahui teriebih dahulu
definisi, objek, ruang lingkup, asas dan sumber dari hukum pertambangan yang
dijelaskan dibawah ini. Istilgh hukum pertambangan merupakan terjensahan dari
bahasa Inggris, vaitu mining low, Hukum pedtarbangan adalah:
“Hukum yang mengater tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan
mineral-mineral dalam tanah™®' atau dalam bahasa inggris:

“the act of appropriaiing a mining claim (parcel of lmd containing precious metal
¥ 3%

in its soil or rock) according to certain establired rule”.
Definisi hanya di fokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-
bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggall berbagai
potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. i

Menurut versi Legal-Dictionary™, Istilah Hukum Pertambangan dan Mineral atau
Mine and Mineral Law adalah:

¥ Richard A, Posner, Economic Analysis of Law, (New York: Aspen Law & Business,
19983 him. 12-17.

* fieherapa hal lainnga yang ditnginkan Bwestor dan pesgusabe: adalah penyederhanaan
sistem dan penjingn, peanrmnan besbapal punguian yang fumpaug lindih, dan franspamansi biaya
perzinan. Tumpang tindil peraturan pusat dan daerah, yang fidak hanya menghambal ams barang
dan jasa tapl juga mencipiakan klim bisnis yang tidak schat perly dieliminasi. Pricritas perlu
diberikan pads deregulasi dan koordinasi berbagal persturan dacrah dam pusat. Prof Musdrajad
Kuncoro, Akkir Paceldik Investasi?, Gary Besar FE UOM, Koordinator Ahli Ekonomi Regional
PEEKP LG, dan Katus Furasan [ns Bkosomi FE UGM, <htipAvww, invesiorindanesia comy/
index. phpZeption=Comn_contenidiasie-view&id=29270.>

* Ensiklopedia Indonesia, him. 1349

32 Biack's Law Dictionary, Bight Edition, (St. Paul; West Publishing Co., 2004).
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The lw governing the ownership, sale, and operation of mines, guarries, and
wells, and the rights to naiural resources fourd in the earth. The extraction of
natural resources from the earth is governed by specific laws dealing with
mines and minerals.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata umtuk
melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bhebatuan yang telah
ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan
penyelidikan dan hak untuk melakokan kegiatan eksploitasi®! Begitu juga dengan
obiek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya
mengatur  hak penambang semata-mata, fetapt jugs mengatur  kewaiiban
penambang kepada negara,

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam
yaitu kaidah bukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan
tertulis merupakan kaidab-kaidah bukum yang terdapat di dalam peraturan
perundan-undangan, traktal dan yudisprudensi. Hukurm pertambangan tidak tertulis
merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku
dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang
diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawast
pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahasn dan pemanfaatannya
dapat meningkatkan kesejahteraan magyarakat. *° Penguasaan buhan galian tidak
hanya menjadi mopopoli pemerintah serpta-mata, tefapi juga diberikan hak
kepada orang dan atau badan hukum unfuk mengusahakan bahan galian sehingga
hubunga hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus di atur

sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan baban galian secara optimal,

2 Menurst Legal-Dictionary < legal-dicionary. thefreedictionary.com> The extraction of
notural resources from the earth is governed by specific iows dealing with mines ond minerols,
Federal and state governments have mine and mineral laws fo protect the heaith and sofety of
griners, encourage the efficient use af natured resources, profect the environmen!, and raise lax
revenues. A mine is an gxcavation in the soi and sub-soi from which ores, coal, or other mineral
substonces gre remuved, A mrineral is valuoble, inert matter created by forces of nature and found
gither on or it the earth. A srincral Fight is the possessory intereds in minerals in the ground. The
owner of the mineral rights has the right lo enter e land and occupy it for the purpose of
removing the minerals. It Iy possibie for someone to own the pHineral rights and mine the minerals
without ewning the land Hself

3 article 11, Japanese Mining Law, No. 289, 1950 Latest Amendment in 1962: Mining
right shall be regarded ps prospecting dght and an exploitation right

» Salim HS,, opeit. hlm, 9, Kewenangan nigasa ind dilgkukan ojch pemerintah,
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pemerintah/ pemda memberikan ijin kuasa pertambangan, kontrak karva,
perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.
Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definist yang
terakinr ini, yaitu adanya kaidah bukum, adanys kewenangan negara dalam
pengelolaan bahan galian, dan sdanys hubungan hukum antara negara denga orang

dan atau badan hukum dalam pengusshaan bahan galian.

1.5.3, Objek dan Ruang Lingkap Kajian Hukum Pertambangan

Apabila kita mengacu kepada difinisi yang dipaparkan di ates, kita dapat
menelaan objek dan ruang lingkup kajian paradigma hukum pettambangan. Objek
kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengksjian paradigma
hukum pertambangan. Objek dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materil dan
obiek forma. Objek materil adalah baban {materil) yanp dijadikan sasaran dalam
penyelidikannya. Objek materi] hukum pertambangan adalah manusia dan bahan
galian. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiiinya. Jadi
objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antars negara
dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum
dalam pemanfaatan baban galian.

Kedudukan negara adalah sebagsi pemilik bahan galian mengatur
peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga
negara menguasal bahan gelian. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar
kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan uniuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Indonesia. Dengan demikian baik perseprangan, masvarakat maupun pelaku usaha,
sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak
menguasai atzupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya ™

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum,
dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan
pertambangan bahan gahan diluar mianyak dan gas bumi. Usaha pertambangan

"

*# Salim HS., op.cit, him, 10, Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah
sebagai pemegang kuasa pertambangan, Kuasa pertambangan adalsh wewenang yang diberikan
mepara kepada pemerintah untuk menyelengpamkan kegiatan cksplomsi dan cksploitasi, baik
terhadap bahan galian stategis, vilal maspun polongan €. dalmm hal ini adslah bahan galian
berbentuk mineral.
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dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara®’. Dan
pertambangan mineral digolongkan atas: pertambangan mineral radioaktif)
pertambangan mineral logam; pertambangas mineral bukan logam; dan
pertambangan batuan.*®

Walaupun reang hingkup kajian paradigma hukum periambangan begitu
lugs, namun dalam thesis ini yang menjadl ruang lingkup kajiznnya hanya
difokuskan pada pertambangan mineral seperti emas, perak, dan tembaga dan
kajian atas digantinya sistem Konatrak Karya dengan Sistem Perizinan Khususnys
yang melibatkan investasi atau penanaman modal asing. Modal asing diperlukan
untuk membiayal kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki
modal yang cukup dan sumber days manusia yang memadai untuk mengelola

sumber daya tambang itu.

1.5.4. Asas-Asas Hukam Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tabhun 2008 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batpbara mengatur behwa Pertambangan mineral
dan/atauy batubara dikelola berasaskan®®: manfaar, keadilan, dan keseimbangan;
keberpthakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan
akuntabilitag; berkelanfutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan,
twjuan pengelolaan mineral dan batubara adalab™ yang pertama menjamin
efektivitag pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usszha pertambangan secars
berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; kedua adalah untuk menjamin
manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelaniutan dan berwawasan
lingkungan hidup; ketiga memberi faminan lersedianya mineral dan batubara
sebagai bahan baku dan‘atau sebagai sumber energi uniuk kebutuban dalam negeri;
keempat mendukung dan menumbubkembangkan kemampuan nasional agar lebih
mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; kelima adakah
demi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, deerah, dan negara, serta
menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-bosar kesejahteraan rakyat, dan yang

™ QU Pectambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayal (1)
** U Perrambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayal (2)
2 UU Pertambangan Minerat dan Ratobara Pasal 2.
¥ UU Pertambangan Mineral dan Ratobara Pasal 3.
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keenam adalah demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan

usaha pertambangan minera! dan batubara,

1.5.5. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber-sumber paradigma hukum pertambangan dapat
dibedakan menjadi dua macam yaitu: sumber hukom materiil dan sumber hukum
formal.* Sumber hukurn material adalah tempat darimana hukum itu diambil,

Sumber hukum materil ini merupakan fakior yang membantu pembentukan

hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sostal ekonomi, tradis;,

hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keaddan geografis.
Sumber hukum formsl menipakan tempst memperoleh kekuatan hukurm. Ind
berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukom formal itu
berlaku, Sumber hukum yang dialui nmum sebagal hukum formal lalah vndang-
undang, perfjanjian antar negara, yunsprudansi dan kebiasaan. Berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan paradima hukum pertambangan, kini

teJah dijabarkan dalam herbagal bentuk peraturan pelaksanaannya.

1.6, Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode
yurtdis normatif yvang bersifat kualitatif, perbandingan bukum dan sejarah hukum.
Penelitian yuridis normatif adalah penclitian yasg mengacu kepada nomia-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvessi-konvensi
mternasional dan keputusan pengadilan‘é‘z

Metode yuridis normatif juga disebut dengan penelifian doktrinal, yakni
merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, law as it is wrilten

in book dan law gs it is decided by judge trough judicial process.® Penelitian ini

A Algra NE., ot ab, Kamys Istilah Hukum Foskema Andrese Beionda-Indonesia,
(Bandung; Bina Cipta 1983). him. 74,
* Sverjonc Sockanto dan Sri Mamudji, Perelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Radiawali,
1985), hlin, 14,
¥ Renald Dworkin, Legal Research {Daedalus: Spring, 1573), him, 250,
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bersifat kualitatif vaitu menganalisis data secara menyeluruh dan merupakan suaty
kesatuan yang bulat {fofistic).™

Metode penelitian yuridis normatif vang bersifat kualitatif, digunakan
setidak-tidaknya karena empat alasan, yaitu periama, penelitian ini dilakukan
mengacy kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, hukum internasional yang terkait dengan hukum pertfambangan mineral
dan batubara termasuk kontrak pertambazzganx“ Kedua, penelitian ini akan
memfokuskan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan sejzk tahun
1967 hingga 2009, Ketiga, penelitian ini dipusatkan kepada ketentuan-ketentuan
vang mengatur kontrak dan perizinan usaha pertambangan vang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan pertambangan. Dan keempat, penelitian ini akan
menggunakan fakta-fakta sejarab yazig menguraikan  keiadian-kejadian dan
permasalahan-permassiahan dalam hukam pertambangan mineral dan batubara

Perjanjian Kontrak Karya adalah permasalaban transnasional, oleh
karepanya penelifian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum
(Compuarative legal research) dengan memperhatikan latar belakang ekonomi,
politik, sosial budaya pada masing-masing negara.™
Menurut Roscoe Pound, metode perbandingas hukum adalah membandingkan
hukum secara komprehensif dan holistiic®” Pafing fidak ada lima fakior yang
diperbandingkan dalam sistern hukum, yeitu pertama, Latar belakang sejarah dan
perkembangan sistem hukum. Kedwa, ciri-cirt pola pikir pada bidang hukom.
Ketiga, lembagas hukum, Keempat, tata cara penyelesaian dalam persengketaan.
Dan kelima adalah idectogi. **

Selain iu, metode penelitian fegal history atan sejarsh houkum juga

digunakan dalam penelitian ini karena penelitian int berorientasi kepada kejadian

* Mathem B Miles dan Micksel Huberman, Qualitative Date Analysis, (London: Sage
Publication Ing, 1974) hlm. 137
** William J. Filstead, Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research
dikutip dalam Sopatji, Penananran Modal Asing & Indonesia, (Iakarta: Universitas Al Azhar
}mfonasxa, 2008) bim. 25,
 Benbard Grossicld, The Shrength and Weakness of C:Jmpara{we Law (Oxford:
Clarendon Press, 1990), bl 72. Lihat Juga, The Indian Law Institule, introduction to the Study of
C‘ampamtwgﬁmu {Bombay: N.M. Tripathi Pvt, 10793 him, 5. dalam Suparii, op.cit. klm. 25,
? Rahmatulta Khan dan Sushil Kuwmar, Infroduction fo the Study of Comparativel.aw,
(Bombay: Tripathi, 1974} him. 3.
* Konrad Zweigert dan Hin Kotz Iatroduction te Comparative Law. Vol i, {Oxford:
Ciarendon Press, 1987), him.2, .
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pada masa lalu dengan melakukan penelusuran perkembangan hukum tentang
pertambangan yang berawal sejak tabun 1967 hingga tehurn 2009 melalui berbagai
literatur.

Menurut Frederick . Kempin, ada enam sebab perlunya kajian sejarsh
hukum, vyaitu periama untwk menunjukan bahwa wmasalah bhukum menjadi
persoalan yang paling mendasar adalah posisi yang lemah bagi golongan minoritas
jika berhadapan dengan kekuasaan, kedua, untuk meluruskan kesslahan
anachronisme yang diterapkan pada sejarab, keriga, untuk menunjukan kekuatan
ekonomt dan kepentingan-kepentingan komersial dalam pertumbuhan ekonomi;
keempadt, menumukan bahwa bukum adalah instrumen dari ungkapan standar etik
yang mengadakan kompromi antara stabilitas dan perubahan, dan Aeenam, sejarah
hukum menunjukan adanya salaing keter antara hak-hsak hukum dan prosedur
hukum,*

Penelitian dilakukan mengacu pada persturan perundang-undangan yang
mengatur sektor pertambangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2009 Tentang Periambangan Mineral Dan Batubara, Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,
Undang-undang Nomor 1 Tabun 1967, tentang Penanaman Modal Asing
schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomar 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal, Sedangkan obyeknya penulis membatasi hanya pada
pembghasan tentang digentinya sistemn Kontrak Karya menjadi Sistem Perizinan,
khosus di sektor pertambangan mineral dalam rangka penanaman Modal Asing.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara ringkas, ini dususun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BABI Pendaheloan
Pada bab int penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang
masalah, permasalahan pokok, tujuan penelitian, kegungan penelitian,
metode penelitian dan sistgmatika penulisan |

BABII Dasar-dasar Hukum Pertambangan Mineral

¥ Horman XK. Denzin & Yvonna 8. Lincoln, ed, Handbook of Qualitative Reseurch,
{London: Sage Publication Inc,, 1994) him. 236,
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Pada bab ini penulis akan menguraikan definisi pertambangan, fage-fase
dalam proses pertambangan, kompleksitas dan keuntkan industn
pertambangan, perundang-undangan yang mengatur pertambangan
mineral, perpindahan eksplorasi mineral dan negara maju ke negara
berkernbang, pentingnya perudang-undangan khusus yang mengatur
pertambangan minersl, dua model hukum pertambangan mineral dan
prinsip secnrity of temure dalam hukum pertambangan mineral.

Latar Belakang Hukom Pertambangan Indonesia

Pada bab ini penufis akan menguraikan sejarah hukum pertambangan di
Indonesta, mulai dari masa sebelum kemerdekasn vang terdinl dano
masa kekuasaan VOC, masg kekuasasn Bealanda hingga perkembangan
pada periode 1949, Kemudian diwratkan hukom pertambangan setelah
kemerdekaan yang terdin dari perkembangan periode tahun 1950-1966,
kemudign periode 1967-2008 hingga periode UU Pertambangan
Mineral dan Bestubara tahun 2009 berikut hal penataan ulapng hukum
pertambangan dan latar belakang mengganti sistem kootrak karys
dengan sistern izin usaha pertambangan.

Sistem Hukum Pertambangan, Kepastian Hukum Dan
Kemakmuran Rakyat

Pada bab ini penulis akan menguraikan sistem hukum pertambangan

yaite struktur dalarg izin ussha pertambangan, kewenang dan

pengaturan penyelesaian sengketa, Substansi hukum dalam izin usaha
pertambangan, budaya hukurm, pentingnya investasi pertambangan bagi
indonesita, penjabaran makna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
dan analisa perbandingan kontrak karya dan izin ussha pertambangen,
Peautup

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan yang di dapat dari
uraian bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberzpa saran perbaikan

vang dianggap periu.

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH Ul,g&iyemiws indonesia



22

BAB 2
DASAR-DASAR RUKUM PERTAMBANGAN

2.1. Definisi Pertambangan

Untuk mendapatkan rasionalitas dan isi dari kerangka kebijakan dan
instrumen hukum yang mengatur industed teknis seperti pertambangan mineral dan
batubara, maka pertama-tama penting untuk menjelaskan dinamika dan
karaktenstik dari usaha pertambangan mineral dan batubara,

Pertambangan dalam bahasa Inggris diseout desgan kata Mining. Black’s
Dictionary”™® mendefinisikan kata mining sebagai “The process of extracting ore or
minerals from the ground; the working of a mine. This term also encompasses oil
and gas drilling.” Elizabeth Bastida mendefinisikan Pertambangan atan miining
sebhagal berikut:

Mining is a sei of operations aimed af the exploration, discovery, and
extraction gf minerais of economic value. This procedure is controtied by
market conditions that respond 1o the law of supply end demand. g

Sedangkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan istilah
pertambangan sebagai “sebagian atau selurub takapan kegiatan dalam rasgka
penglitian, pengelolaan dan penguszhaae mineral atay batubara vang meliputi
penyelidikan umum, eksplorast, studi kelayakan, konstruoksi, penambangan,
pengolahan dan  pemurnian, pengangkutan dan  penjualan, serta  kegiatan

pascatambang.”™™” Dari definisi Ut Pertambangan Mineral dan Batubara di atas,

“ Black’s Law Dictionaty, Bight Bdition, (St. Paunl: West Publisting Co., 2004}

¥ Rlizabeth Bastids, Fundamentals of Miseral Law and Policy, (Dundec: Contre for
Encrgy, Petroteum & Mineral Law & Policy (CERMLEP), 2002), him. 1 4.

# UU Pertambangan Minera! dan Batubara Pasal 1, ayat (1). UU Pertambangan Mineral
dan Batubara juga mendefinisikan mineral dan batebara schagal hal vang terpisah yang distwr
dalam Pasal 1, avat 2. Minemt adalah sentyaws anorganik vang terbentuk 41 alam, vang memilild
sifat fisik dan kimia jertenty seria suseman kristal teratur atay gabungannyz yang membentuk
batuan, baik dalam beatuk lepas alzu pade. Ayal (3) Baiwbars edalah endapan senyawa organik
karborian yang torbentok secara alamiah dart sisa fumbuk tumbubas, Ayat {3) Pertambangan
Mgl adaich pertambangan kampulan mineral yang borogs bijih atan batusn, di luar panas bumd,
minyak dan gas bami, sextz gir lanzh. Dan ayat (5) Pertambangan Batubara adalah pertambangan
endapan karbor yang tecdapat di dalam bues, termasak bitumen padal, gaming, dan batuan aspal.

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH Upﬂi@w'ms indonesia



23

mulal kegiatan penelitian telah dapat digolongkan sebagal kegiatan pertambangan,

hinggs akhirnya pada kegiatan pesutupan tambang atau kegiatan pascatambang,

2.2. Fase-fase Dalam Proses Pertambangan

Fase-fase utama dalam prosss  pertambangan adalah:  eksplorasi,
pengembangan dan eksploitasi (produksi). Tiap-tiap fase tersebut terdiri dari
beberapa urutan proses. Eksplorasi muneral umumnya terdiri darnl beberapa tahapan
vang berhubungan, dimana sejalan dengan tahapan tersebut nilal pembiavaan akan
meningkat dan resiko operasi akan semakin menurun. Tahap-tshap eksplorast
adalah sebagai berikutt Concepiud planning, ya proses dentifikasi wilaysh
vang memiliki potengi penambangan, melalui penelitian literature dan penelitian
data-data geologi. Detail Ploming, yang terdin dari penelifian literature yang lebib
detail dan beberapa kunjungan lapangan uniuk menyempitkan target
pertambangan, Reconnaissance Exploration, dengan tujuan meneliti wilayah vang
tuas dan memilih target wilayah vang spesifik. Proses i juga terdiri dan
penelitian lewat udara, penelitian geachemickal dan geophysical. Tahap berikutnya
adalah Targer appraisal, dimana cadangan mineral diidentifikast dengan melakui
penelitian  geochemichal dan gecphysical lebh detail dan beberapa proses
pengeboran dan pemetaan wilayah, Selanjutaya adalah tahap expioration drilling,
yaitu kegiatan pengeboran target gpesifik dari eksplorasi yang disertal dengan
pengujisn metalurgi dan contoh batvan. Tzhap terakhir eksplorasi adalah
Assesment drilling, vaitu pengeboran vang lebih intensif, penelittan metelurgi
lanjutan dan penentuan potensi ekonomi dari temuan. Tahap ini akan menghasilkan
dasar untuk menentukan apakah zkan melanjutkan pengembangan tambang atau
tidak. Tahap ckplorasi mineral berakhir saat ditemukannya cadangan/ kandungan
mineral dengan nilai ekonomi, >
Fase selaniuinya adalah fase pengembangan tambang atau mine development, yang
gkan membangun kapasitas produksi pertambangan dan pernrosesan mineral vang

terdirt dari beberapa langkah sebagar berikut: Pertama adalah pembukaan lapisan -

atas untuk mencapat cadangan mineral vang ditargetkan. Kedvg pembangunan
konstroksi fasilitas pabrik pemrosesan. Ketigg pembentukan tim manajemen yang

™ Elizaheth Bastids, op.cit
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akan memimpin perusahaan. Keempat mendidik perkedya. Dan keflima persiapan
penjualan dari hasil mineral yang akan ditambang.

Fase yang ketiga adslab cksploitast (exploitation) atau produksi pertambangan
yang dimulai dengan ekstrasi bijib darl tambang, Fase int bissanya mencakup:
proses pengupasan (siripping) lapisan luar untuk tambang terbuka, penyiapan
tingkat-tingkat penambangan, membangun cadangan bijih, pengeboran, peledakan,
pengiriman material ke fasilitas pemrosesan, dan menutup beberapa lubang hasil
galian. Hasil final adalah produksi konsentrat atau bullion vntuk dijual sebagal
komoditas.”

Fase-fase dalam proses pertambangan diatas dapat dirangkom dan digambackan
sebagal berikut

(s Contepius planning - R R ¥
« Drotail Planhing T
= Raconnaissance Exploration » pponcukazan lagisan atas e
*Torget appraisal shoastruks fasifitas pabrik " perg s Evsiiton
= Exploratinn drifling PemrasEsan ; mmmm
» Assesnent drilling * parpbatoken G0 manaiemsns
* rmendidik perkesia
B e * gerslagan peijualan

‘eksplorasi |

~ produksi

Gambar 1.1, Fase-fase proses pertambangan

Dari penjabaran di atas maka perianyaan yang muncul adalah, jika sebuah
perusahaan tambang atau cksplorasi akan merencanskan operasinya untuk
menanamkan modalnya dalam usaha pertambangan di Indonesia, dalam fase
manakah perusahaan tersebut paling mengharapkon peraturan perundang-undangan
yang menjamin kepastian hukum dalam usahanya?

= Elivabeth Bastida, op.cit. him. 1.5,
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Menurut Virginia Heffernan, kemungkinannya adalah hanya satu dan seribu
eksplorasi yang mencmukan hasil cadangan mineral bernilai ekonomi®® Dari
kemungkinan ini, Japat dibayanglkan besarnya biaya yang dikeluarkan hanyas untuk
kegiatan permulaan darl pertambangan yaite eksplorasi. Dengan demikian maka
niegara harus dapat membertkan kepastian hukum bagl pengusahaan pertambangan
mineral atau pengusaha eksplorasi yang yang melakukan eksplorasi dalam rangka
menjamin iklim berusahz. Uraian Burg dalam teori diatas menunjukan bahwa
hukum harus dapat memberikan stability, prediiciability dan foirness yang menjadi
bagian dari sfrucfure yang sangat vital bagi tiap-tiap fase usaha pertambangan yang
dintur oleh hukum pertarbangan ini.

2.3. Kompleksitas dan Keunikan Industri Pertambangan

Ada fuktor-faktor yang dapat menggambarkan kompleksitas dan keunikan dari
industri pertambangan, dimans faktor-faktor ini membuat pertambangan berbeda
sekali dari jepds industri laln. Faktor-faltor tersebut dijelaskan secara singkat
sebagai berikut:

1. Karaktersitik fisikc dari sumber daya mineral yang antara lain: bersifat
heterogen, dan tidak terbaharukan, keberadaannya tidak pasti dan kadang
kala berada jauh di dalam tanah, jaraknya yang jauh dari tempat penjualan
dan mengharuskan adanya pemerosesan lanjut sebelurn biiih minerai dapat
diubah menjadi produk yang dapat dijual.

2. Pembangunan proyek-proyek  awal  pertambangan dalam  rangka
mempersiapkan fasilitag produks! membutubkan jangka waktu yang lama,
keadaan vang berat, dan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan
industri lainnya.

3. Banysk biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi vang memiliki resiko
tinggi. Dan sebagian besar pengelnaran biaya eksplorasi ini tidak
menghasiikan temuan deposit mineral.

- S
# Maraboli Final Report, Strategic Considerations For Mineral Sector Development In
Suudi Arabia, (1he World Baok: 2000) him. 20, According to Virginia Heffernan (Woddwide
Migeral Exploration, 1998), "Rowghfy ong out of every 1000 properties puasses the prefiminary
explorarion phase wnd resulis in the discovery of economic grade minerafization. Once discovered,

the minerafized 2one has a 1 2% chance of developing info an pcononiic deposit. In other words, i
takes 1,000 grassrools prospects to make a discovery and at least 100 discoveries to make o mine.”
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4. Resiko dari pembangunan sumber daya mineral dalam banyak kasus adalah
lebih tingpt dari industri lain karenz ketidak-pastian hasil dari eksplorasi.

5. Resiko selalu ada dalam keseluruhan fase-fase pertambangan, meski sudah
memasuki tahap produksi, karena harga komoditi tambang selalu
berfluktuast,

6. Industri periambangan adalah industri dengan modal besar (capital
intensive) dengan infrastruktur yang diperlukan juga sangat besar. Semakin
capital intensive sebuah tambang, maka semakin sedikit tenaga keria yang
dibutuhkan tambang tersebut,

7. Mulai dari tghap eksplorasi hingga tshap penutupan tambang nantinya,
kegiatan pertambangan pasti memiliki dampak pads lmngkungan dan
masyarakat sekitar tambang,

Jika melihat faktor-faktor tersebut diatas, dimana dapat disimpulkan bahwa resiko

dan dampak dari usaba pertambangan sangat besar, dan jika demilian apakah

sebaiknya negara sendiri yang melaksanakan pengusahasn pertambangan?

Sebenarnya i adalah pertanyaan yang berkaitan dengan politik, dan sangat

bergantung pada konteks dan trend ekonomi dan politik pada saat ini.

Dengan gagalnya kebijakan-kebijakan yang otoriter atau sfate-cendered
policy™ makz diharapkan bahwa sektor swasta dapat mengambil resiko
pertamibangan dan negara lebih baik mengabdikan sumber dayanya dalam hal
kesgjahteraan rakyat seperti kesehatan, perhatian sosial dan infrastruktur.”’ Namun
demikan, ada beberapa contoh yang berlawanau dengan permyataas umum ini
Misalnya terhadap perusahaan pertambangan yang dimiliki negara seperti di Chile
seperti Codelco yang merupakan perusahaan tambang milik pemerintah yang
merupakan perusahaan pertambangan maju, Codelco dalam krisis ekonomi global
ind justru malah membukukan keuntungan sebesar 97 juta dolar Amerika pada
triwnlan pertama tahun 2009 ini,”®

% Prof. Dr. Romii Atmasasmita, Fukum, Kekuasaan, <htip: e portathukisn: com
Andex.php?same=News&lile=article&sid=17>, Paradigma “statc centered policy” saal ind justra
beriswanan dengan visi, misi dan arah kebijaksn negara dalam era globalisasi yang menekankan,
meningkatkan kesejuhteraan rakyst kuas dan wmeminimalisasiken poranan gegara dalam kebidupan
ekonnmi pasar.

Elizabeth Bastids. op.cit,him, 1.7,

B cwww.codeleo.com> 16 Mel 2009., Codelen achieves profit of USS07 millian in first

guarter of 2009; Deapile the abrupi foll in copper and molyhdenum prices, the compuny genernted
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Kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai karakteristik pertambangan
vang unik dan berbeda dart kegiatan produksi lainnya memberikan gambaran
permasalahan dan konflik yang harus dicakop dalam bukum pertambangan mineral
dan batubara, khususnya yang diatur dalam Kontrak Karya yang digantikan oleh

sistem Izin Usaha Pettambangan.

2.4. Perundang-Undangan Pertambangan Mineral

Kontribusi pertagmbangan bagi peradaban manuasia dan perkembangan
material sangat besar. Usaha pertambangan telah dimulai sejak jaman prasejarah,™
dan dengan jasa pertambangan yang menyedigkan material pertambangan bagi
industri peralatan, bagi kebutuhan perang, perhiagan dan omament-omamen lain
menjadikan pertambangan sebagal faktor utama dalam kemajuan peradaban
Mansia,

Sehagai efek dari usaha pertambangan, jika dikelola dan diatur dengan batk
dalam satu negara dengan struktur hukum dan admisgtrasi indusiry mineral yvang
baik, maka ussh pertambangan dapat memberikan manfaat antara lain adalah:
memberikan nilal bagl penerimaan negars; mendapatkan atau menabung valuta
asing; membantu  diversifikast ckonomi negara; merangsang pembangunan
nasional dan regional seperti di daerah-dagrak terpencil; kontribust bagi perbatkan
infrastruktur secara fisik, membuat lapangan kerja {(Jangsung dan tidak langsung)
termasuk  lapangan  kerja  bagi  daerah-daerah  terpencil, meningkatkan
proffesionalisme dan keablian tekaly bangsa, memberikan alib teknclogi;
mepipromosikan hubungan-hubungan lapgsung dan vidak langsung bagy industry-

profits during the first quarier of the year. "We Siave a profit, o modest profit, but i profit. 1 wont fo
underiing the effort that has heer realized with regard to prodyction and costs during this pevied”
satd Codeico CEG, José Pahlo Arellane,

# Kegiatan pertambangan telah dimulai sejak keberadaan manusia i duma ini. Demikian
fwanya, schingps pertambangan (yang dilakekan dengan maksed unfuk memanfzarkan surebordaya
mingral yang terdapat di bumi demi kesefahferaan manosia) divekini sebagal ikhifar kedog yang
dilakukan manusia, seisial kegiatan perfanian atae agrikeing, Tidak dapat dipunpkind, bahwa
acapkali era budaya {cultural ages of man} dissosiastkan dengan penemunan dan pomanfaatan
mineral, antara jzin; zaman batu {stone age, sebehum 4000 3M), zaman mbags (Bronze age 4000
- 1500 833, zaman besi (iron age — 1300 58 - 1780), zaman baja (Sieed age - 1780 - 1943 M),
dan zaman naklir (Noclsar age ssjak 1945 M), Likat Nurhaki, Tembang Terbuka, {83.njarbém
Universiatas Lambung Mangkurat, 2004) k. 1
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mdustri penyedia barang dan jasa yang berhubungen dengan pemesosesan barang
mentah pertambangan; dan sebagainya.

Meskipun pertambangan adalah, atsu mempunyat potensial sebagai
contributor bagt pembangunan di negara-negara berkembang, pentingnya
pertambangan justru semakin berkurang di negara-negara maju.®® Pertanyaan yang
dapat muncul adalah mengapa térjadi perpindahan eksplorasi mineral dan negara

maju ke negara berkembang?

2.4.1. Perpindahan Eksplorasi Mineral Dari Negara Maju Ke¢ Negara
Berkembang

Banyak faktor vang mempengaruli  keputusgn untuk  investasi
pertambangan mineral i negara-negara maju. Beberapa faktor ity antara fain
adalah mengenai pertimbangas pertindungan bingkungan vang lebih ketat di
negara-negara maju, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pertambangan mingral, partisipasi Non Govermenial Urganization (NGQ), tuntutan
masyarakat negara-negara maju, dan kompens: dalam penggungzan lahan bagi
usaha lain yang lebih menguntunpkan dibandingkan dengan pertambangan.

Negara~negara rata-rata memiliki perafuran perondang-undangan khusus
yang mengafur pertambangan dengan memisahkan bukum vang mengatir hak
kepemilikan atas tanah dan bawah tanah, dimana struktur dani hukum-hukum
periambangan tersebut menenmpatkan Negara sebagai pemilik dari mineral yang
terkandung di dalam tenah. Ini adalah struktur yasg umum bagi Negara-negara
berkembang karena pemanfastan dan pengembangan sumber daya mineral masih
merupakan prioritas tinggi®. Bagi negarz-negara mafu, struktur hukum
pertambangan cenderung mencerminkan peran pertambangan bagi ekonomi negara
yang semakin berkurang, dan lebih mencerminkan pentingnya nilai-mlai fain dadi
iahen kepentingan lainnya seperti nilat-nilai lingkungan hidup dan kepentingan
sosial vang merupakan prionifas yang lebih tinggi bagi negara maju.

*a
LN

 Kecuali Negara Xanada dan Australia, dimana pertambangan masth sebagai kontributer
penting bagi ekonomi nasional.
& Eilizabeth Bastida. ep.cit,him. 1.8,
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2.4.2. Pentingnya Perundang-Undangan Khusus Yang Mengatur
Pertambangan Mineral

Pentingnya peraturan perundang-undangan khusus bagi pengusahaan
pertambangan mineral antara lain adalah®™: perfama, pentingnya sumber daya
mineral bagl masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa sustu wilayah
dapat memberikan nilai yang lebih uinggi jika digunakan untuk pertambangan dan
harus diutamgkan penggunaannya bagi publik dibandingkan keinginan lzin pemilik
privat darl suatu wilayah, Kedua, prinsip kepentingan umum (negara) menjadi
alasan mengapa kepemilikan atas mineral harus berada pada negars bukan pada
pemilik fahan atau tanah. Keriga, pemisihan kepemilikan lahan dan kepemilikan
mineral dalam tanah harus didefinisikan dengan jelas dalam hukum. Keempa,
pemisahan antara hak kepemilikan lahan dan kepemilikan atau siapa yang berbak
atas sumber dayz mineral dapat menimbulkan konflik Kelima, gseperti disebut di
atas bahiwa pertambangan adalab aktifitas pengambilan mineral dari dalam tanah
dan merupakan aktifitas yang merusak dan memiliki dampak pada lingkungan dan
masyarakat sekitar sehingga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dan yang keenan, hukum pertambangan bukan hanya melihat dari sisi hukum saja,
tapi juga dari sisi kebijakan, sehingga peraturan perundang-undangan khusus bagi
pertambangan  adalah  penting  dalam  mengatur  tindakan-tindakan  dalam
pemanfaatan sumber dayz mineral %

Dalam arti sempit, fongsi gtama dard hokum pertambangean, /nfer ofia
definist dari hak penguasaan mineral vaitu sebagai persyaratan: hak pengelolaan
atau keperilikan sumber daya mineral; prosedur dan kriteria dalam pemberian hak
pertambangan; hak dan kewafiban pemilik hak pertambangan; fuas dan beniuk dar
area konsest pertambangan; pemindah tanganan hak pertambangan; dan
pengaturan prosedur penyelesatan sengketa (procedures for seitlentent of disputes).

Dalam arti luas, hukum pertambangan mencakup kerangka hukum bagi

pengembangan sumber daya mineral antara laln, termasuk kebijakan fiskal dan

>

& 1hid

® Karena hukum periarbangan merupzkan cerminan Kebijakan suatu negara, kontsks
politis dan ckonomi sualy negara akan sangat menentukan bagaimana rekossiliast kepeniingan
ekploitesi sumber daya mineral dilakukan, apakal menekankan pada sektor invesior swasia atay
menekankar pada negara dalam pengembangan sumber daya mineral ini
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kebijakan investasi, persyaratan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab
sosial, dan juga mencakup peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
dalam usaha pertambangan. Pada perkembangan akhir-akhir imi, hukum vang
mengatur perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial pertambangan
semakin banyak yang diintegrasikan dalam hukum pertamibangan mineral

Subyek hukum yang berkepentingan dalam peraturan perundang-undangan
mineral dan batubara antara lain adalah: Negara, yang mempunyai tujuan
mendapatkan  sebesar-besarnya  manfaat  dari  pengembangan sumber daya
minerainya, Investor privat atau pepambang, vang mempunyai kepentingan
mendapatkan keuntungan dengan mengelola sumber daya mineral, pemilik lahan
yang mendapat ganti rugt dengan digunakannya lahan miliknya bag! pengusahaan
pertambangan; dan pihak ketiga vang terkait dengan atau terkena dampalk
hngkungan dan dampak sosial dari pengembangan sumber daya mineral.
Pertanyaan mengenai  bagainiana  hukum  pertambangan  dapat  mencakup,
menyatukan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan vang berbeda antara
kepentingan negara/ publik dan kepentingan privat, adalah sangat dipengaruhi oleh
pilihan atau keputusan pemerintab/ negara, bagaimana mengembangkan sektor
sumber daya mineralnya. Keadaan dan lingkungan sosial-ekonomi dan politik
dimana pengusahaan pertambangan mineral itu berada, merupakan hal vang
menentukan kebijakan dan hukum pertambangan, apakah akan dikembangkan

berdasarkan sistem privat, publik, atau kombinasi antara kedua sistem tersebut.

2.5. Dua Mode! Hukum Pertambangan Mineral

Dalam meneliti hukum pertambangan mineral, ada dua model hulum yang
dapat digunakan sebagai pembanding yang digunakan oleh negara-negara
berkembang yang mendominasi abad ke dua palub. Dua model tersebut adalzh:
Hukum pertambangan mineral pada orde baru ckonomi international® tshun
196071970 atau Mineral low and policy in the New International Economic Order

& Lihat UN Documents, 3301 (5-VD). Pecleration on the Lstablishment of a New
International Economic Order, (Tsin Geperal 1 May 194), Lihat jugs Kelley Lee etal,
Globalization and Hedalth Fauity, (Canada: UOttawa, 2007) hhm. 20, The New International
fizonomic Order (NIEO} was a set of proposals put forward during the 1970s by IMICe o
UNCTAD to promote improved tevms of trade, dedt reliel dovelopment assistance, taviff redustions
ond other meuns. The Declaration for the Establishment of a NIEQ, adopted by the UN Gergral
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(NIEQj dan hukum pertambangan mineral pada ekonomi global dan hiberal vang
dimulai pada akbir tshun 1980 atau Mineral law and policy in a global and

liberalised economy.

2.5.1. Hukum Pertambangan Mineral Pada Orde Baru Ekonomi International

Hulum dan peraturan yang berhubungan dengan investasi pertambangan
saat 30 tahun yang lalu dipengaruhi oleh interpretasi prinsip Kedaulatan Permanen
Atas Sumber-sumber Daya Alam (Pormanent Sovereignty over Natwral
Resourcesy. Interpretasi prinsip kedaulatan permanen atas sumber-sumber daya
alam adalah suatu prinsip hukum international yang diawali oleh “tuntutan politik”
dari negara-negara terbelakang dan negara-negara ex-colomial, yang menunin
pengakuan atas hak negara-negara itu dalam berpartisipasi dalam pengembangan
sumber dayza alam, dan mengambil keuntungan dad eksploitasi sumber daya alam
tersebut. Evolusi dari prinsip i dalam menyesuaikan ekonomi global baru dapat
menjelaskan dasar alasan dibelakan bukum-hukum peciambangan yang digunakan
dy negara-negara di dunia.

Pada periode 1962-1974 pendekatan nationalis (nationalisi approoch)
menjadi semakin tegas. Hal ini ditunjukan melalui mekanise kontrol yang lebih
kuat dari pegara pada eksploitasi sumber dayz alamnya, dengan maksud untuk
mendapatkan pembangunan ekonomi dan pembagian secara adil dari keurtungan
dan kekuatan dalam bekerjasama dengan dunia industri.®
Pada pericde ini, negara berkembang mencari suafu kemerdekaan politik dan
ckonomi, dan tindakan nastonalisast menjadi suatu vang umum. Periede ini dapat
dicirikan oleh antara fain hal-hal berikut inj: Perintah dan perencanaan ekonomi
dilakukan ileh negara, Ketergantungan pads badan usaha milik pemerintah untuk
menjalankan ekonomi; peraturan yang menutup perusahaan swasta; Pembatasan
dan pengontrelan hubungan ekonomi dengan dunia luar dan; Restriksi penanaman

modal asing, dan dalam beberapa kasus adalah hampir dilarang,

Assembly in 1974, sought to reploce the Bretion Woods systens with one more favourabie to the
developing world. Along with the declaration, o Programme of Action and & Charter of Economic
Rights and Duiies of Stutes were aiso adopied

5 Sefalan dengan mode! ini dan penerapan prinsip Kedaulatan Permanen Alas Sumber-
sumiter Daya Alam, pengembangsn sumber daya abim ditgiukan unbuk menyediakan surmber
kevangan untul pembangunan dan dapat dianggap sebagal papan loneat univk ern indugtriatisael.
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Dalam model i, hukum dilihat sebagai alat bagi rekayasa ckonmi dan
sosial {economic and social engineering) untuk membawa perubahan ekenomi dan
sosial yang didambakan, Reformasi hukum dalam banyak kasus lebih condong
mefemahkan institusi swasta atau privat dan meningkatkan kuasa negera pada
wilayah dan sumber daya alam, dimana hukum poblik lebih menjadi hukum dasar
bagi aktivitas ekonomi dan bisnis dalam konteks ini.

Hukum pertambangan yang merefleksikann model ini dapat dicirikan sntara lain
oleh: adanya reztm birokrasi rumit bagi pengusahaan pertambangan mineral;
adanya diskresi pemerintah dalam memberikan, melanjutkan, dan menghentikan
izin atau hak untupk pertambangan mineral; pembatasan vang luas bagi pihak
swasta atau privat ustuk mengmbang dan; munculnya neposiasi ulang
{renegotiation) penenjian-perjanjian dan kontrak-kontrak antara pemeviatah dan
perusahaan perfambangan transnasional,

Implementasi prinsip-prinsip dalam MNIEQ, seperii prinsip Kedaulatan Permanen
Atas Sumber-susaber Daya Alam, investasi melalul perusahaan milik pemerintah,
bantuan asing untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan melakukan

pinjaman luar negeri adalah sesuaty vang gagal di banyak negara dunia ketipa,

2.5.2. Hukum Pertambangan Mineral Pada Ekonemi Global Dan Liberal
Model yang kedua adalah hukum pertambangan mineral pada ekonomi
global dan ekonomi liberal yang dimulai pada akhir tahun 19280
Hukum pertambangan yang beronentasi pada kebijakan negara mulai berubah pada
fahun 1980, Turumnya harga komoditi pada fabun B80an dikombinasi dengan
tingginya bunga international memberikan kesulitan bagi pecusahaan-perusabaan
milikk pemerintah.® Situasi ini demgan cepat mendorong: liberalisasi global;
beralihnya intervensi pemerintah ke situasi yang lebih bergantung pada sistem
pasar untuk alckasi sumber daya, keterlibatan pihak privat dalam penyusunan
peraturan; privatisasi perusahman pemerintah; deregulotion atau pencabutan
berbagal peraturan yang berfujuan memacy kegig\ian ekonomi dan investasi terbuka

bagt penanaman modal asing.

% Keadaan ini juga dikombinasi dengan repufasi perusahasn mifik pemerintah dengan
adminsteasi bisnis yang buruk di negara-negara berkembang, dan jaluhnys komunisme adalah
faktor-faktor lain yang menyebabkan ditinggatkannys hukam dan persturan vang berorientasi pada
NIEO. .
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Liberalisasi global dan beralihnya intervensi pemerintah ke sistern yang
berbasis pasar untuk alokasi sumberdaya mulal pada akhir tahun 1980an telah
membuat jalan bagi generasi baru hukum pertambangan dan perjanjian-perfaniian
atan kontrak-kontrak vang mendorong penanaman modal asing. Meskipun hal ini
sangatiah berbeda pada fiap-tiap negara, ada beberapa kecenderungan wmum bagi
negara-negara berkembang untuk memperbaharu hulcam-hukum vang telah usang
dan memperbaiki ehisiensi dasi proses administrasi melalui: prosedur aplikasi dan
persetujuan yang lebik ramping; renegosiagi; meningkatkan perjanjian pengelolaarn
sumber daya mineral, meminimalisasi keterlibatan pemerintah; memimperbaiki
manaiemen pemberian hak pertambangan; memperkoat pnnsip securily of fenure
dan; memperbaik peraturan mengenai perindahtanganan hak pertambangan.
Implementasi hukum pertambangan pada model ini felah menghasitkan; keinginan
yvang besar untuk berinvestasi di pegara berkembang vang berkompetist untuk
monarik penanaman snodal asing dan perusahaan-perusahaan pertambangan
memiliki lebik banvak pilihan negarg-negara dimana mereka akan menanamkan
modalnya sekarang ©
Peran penting bagi penznaman modal asing dalam rangka pembangonan ekonomi
suatui negara membutuhkan sistem hukum yang menghasilkan tklim  stabil
{stability) dan dapat diprediksi (predictable} agar dapat memberikan soatu kondisi
vang menunjang aktifitas bisois dan meningkatkan penaneman modal di dalem
ekonomi. Faktor penting lainnya untuk mencapal tujuan ini adalah efisionst dari
sistem Iukum dan kemampuannya untuk mengurang ketidakpastian bisnis dan
ketidakpastian politik bersamaan dengan mengurangi biaya-biaya transaksi,
Menurut strategl regional yang dirancang eoleh World Bank dalam melakokan
revitalisasi sektor pertambangan di Afiika dan Amerika Latin, hal-hal vang perlu
dilakukan adalah dengan memfokuskan pada stimulus uptuk partisipasi pihak
swasta, melakukan privatisast aset-aset negara dan membuat swaty kondist
pembangunan sumberdaya mineral yang berkelanjutan. Dalam konteks mi, peran

dari reformasi hukum adalsh untuk mengurangi restko real dan resiko yang akan
~.

57 Meningkatnya peratursn mengenai lingkungan hidup dan pembatasan penggunaan lahan
4i negara majy, ditambah dimulainya legisiast investasi dan perlambangan yang bersahabat, telzh
menghasilkan perpindahan daya larik invesiasi dari ekonomi baral (Amenka Serikay, Kanada
Afeika Sefnlan dan Austrziz) ke wilavah soperti Amenika Selaion dan Asia Tengpara, Elizgbeth
Bastida, /5.

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH UI,%?E{S%'&S indonesia



34

muncuf dengan cara merancang payung hukum yang melindungi resiko dan
membuat lingkungan yang kondusif bagi penanaman modal. Beberapa kerangka
hukwm pertambangan (dan hukum investast) yang terbukti sukses dalam menarik
penanam modal blasanya mencakup hal-hal antara lain: Secuwrity of terure;
prosedur dan syarat-syarat yang jelas dan transparan; memberikan akses ke sumber
daya mineral; memberikan akeses ke trangaksi intemational dan; rezim pajak vang
stabil dan berada dalam keadilan.

2.6. Prinsip Security Of Tenure Hukum Pertambangan

Prinsip Security a¢f Tenuwre pada hukum pertambangan mineral vang
berorientasi pada ekonormi privat adalah sangat penting. Salah satu alasan spesifik
vang telah ditelusuri diatas adaiah pada karakieristik usaha pertambangan dan fase-
fase mulai dari pada saat eksplorasi dan pembangunan proyek utama, hal mengenai
banyaknya biya yang dikeloarkan pada aktifitas sebeium produksi, resiko-resiko
dari pertambamgan dan seterwsnya.® Dengan berjalannya waktu, hukum
pertambangan di negara-negara dengan perekonomian pasar (markel economy)
merilikl kecenderungan untuk memberikan keamanan hukum bagi penanaman
modal di bidang pertambangan mineral.
Suatu analisa yang dilakukan pada hokum-hukom periambangan mineral
menemukan bahwa pada saat revolusi industry pads abad Sembilan belas dan
negara-negara maps sekarang membuktikan suatu tindakaa yang lebib liberal ke

arah pembangunan ekonomi,

2.6.1. Secarity ()f Tenure Sebagai Insentif Yang Kuat
Hukum-hukom ini menekankan pada hak-hak pertambangan privat, yang
diperkuat dengan jaminan hukum terhadap expropriation, dan prinsip security of

% Denise Leith ,The Politics of Pewer: Freeport in Suharto’s Indenesia, {(Honokuly:
{niversity of Hawai, 2003y Hlm.38, dalam Arianto Sangaji, Pemerinizh Dacrsh Dan Omop: Apa
Yang Harus Berubah Dalam Perlambangan Emas Di Poboya? <hitp/fsangaiianio blogspot.cam>
Perusshzan-perusahaan periambangan menyusun kriteria iovestasi  ¢i manz kepuiusan untuk
mlakukan investasi dan eksplorasi ditentukan oleh prinsip-prinsip lertentu. Fertama, pada tahap
ekopiorast, perusshasn-perusahasn mempertimbangkan aspek poieesi geologl, slabilitas politik,
keamanan dalam penpuasaan (secwrily of femwre), hukum periambangap, siabilitas hukum
petlarnbangan, stabilitas perpajakanftingkat pajak, dan karskieristik dari deposit, Kedua, keputusan
melakukan investasi penambangan didasarkan pada pofensi keuntungan, stabilitas politik, perolehan
keuntangan, tingkat pajak/stabilitas perpajakan, biaya pasar, dan sabilitas hukum pertambangan,
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fenure, sebhagal insentif yang kuat untuk menstimulasi investasi capital pada sektor
ini.

Pertambangan kadang kala sebagai sekior vang paling kuat dalam pembangunan
ekonomi, dan perlindungan hak-hak pertambangan bagi swasta, dibambah dengan
kebijakan fiscal yang baik, adalah istrumen utama yang banyak digunakan cieh
pemerintah-pemerintak dalam rangka promosi penanaman modal.

Karena aktifitas pertambangan memiliki karakter dimana waktu yang dibutuhkan
unfuk modal kembalt adalah sangat panjang vang melibatkan perkerjaan dan
perjanjian yang lama, dan resiko investast kapital yang besar, maka investor pada
saat membuat keputusan untuk mesanamkan modalnya di suatn negara
membutuhkan keielelasan hak-haknya atas sumber daya mineral.

Secare sempit, Jaminan keamanan bagi pengusahsan mineral telah di definisikan
sehagal pemberian hak yang waiar setelah menvelesalkan fase eksplorasi.
Sehingia pada dasarnva securily of tenure menghastlkan pendapat bahwa investor
harus diberikan jaminan untuk dapat mengembangkan temuan mineral vang sukses
sebelum masuk pada komitmen ekspiorasi atan hak untuk melanjutkan dar fase
eksplorasi ke fase benlmtnya vaitu fase penambangan dengan hak untuk
menambangnya.

Berikut ini adalah beberapa masalah yang berhubungan dengan prinsip secnrity of
terure yang biasanva diteliti oleh perusahaan pertambangan sebelum melakokan
investast: Pertama, perusahaan pertambangan akan fagu untuk menanamkan
modalnya dalam eksplorasi yang mahal kecuali ada jaminan yang bijaksana bahwa
setelah  perusahaan menemukan c¢adangan  deposit, mereka akan  dapat
menambangnya. Kedua, perusahaan roengharapkan tingkat penanganan yang wajar
dari pemerintah yang berkussa dalam memberikan persyaratan, seperti melgkukan
arralisa mengenal dampak lingkungan, sebelum diberikan hak untuk melakukan

penambangan.

2.6.2. Dua Tahap Secarity Of Tenure .
Dalam arti luas, securiiy of fenure dépat terdirl dani dua tahap yaitu;
Pertama, memberikan hak secara hukum untuk menambang. Kedua, mencakup

kepastian hak yaup telsh diberikan dan kondist dimana hak tersebut dapat ditarik
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atau hilang dalam fase eksplorasi dan penambangan, dipindah tangankan atau
dijaminkan. Sejalan denpan interpretasi yang lebih luas int, World Bank dalam
pedoman kebijakan pertambangan (mining policy guidelines) untuk Amerika
Selatan menuliskan bahwa rezim securily of femure memastikan bahwa hak
penambangan mineral, setelah didapatkan, tidak dapat dibentikan atau dicabut,
kecualt dalam hal vang bertentangan dan dengan jelas dinyatakan dalam hukum,
dan memberikan kepastian kelanjutan operasi penambangan minerai selama umur
proyek itu.™ Svatu aspek vang meliputi kelanjutan operasi adalah berhubungan
denpan dapat dipindahtangackannya hak pada pihak ketiga yang memenubi syarat,
dan dapat dijaminkan untuk mendapatkan peningkatan dana vang diperiukan.
Aspek-aspek itu tercakup dalam konsep modem dart security of fenure termasuk
jaminan terhadap expropriation.

Berhubungan dengan security of tenure dalam arti Juas ini, hukum pertambangan
harus mencakup jaminan pada seluruh fase yang dibutuhkan untuk proyek
pertambangan mulat dari penelitian, eksplorasi, pembangunas dan jaminan selama

umur produktif tambang,

2.6.3. Contoh Implementasi Security Of Tensure

Sebagal contoh, negara di Amertka Selatan yang mengimplementasikan
prinsip security of terre dalam hokom pertambangannya dalam arti luas adalah
negara Chile. Hukum pertambangan di Chile (1883) mermbenikan faminan secwrizy
of tenure yvang bijaksana pada seluruh siklus pertambangan. Hukum pertambangan
di Chile ini; Memberikan jaminan bagi perushaan tambang yang melskokan
eksplorasi untuk mendapatkan hak untuk skspioitasi mineral saat fase eksplorasi
telah selesai; menjabarkan dengan jelas hak dan kewajlban peruszhaan

pertambangan untuk melanjutkan hak pepambangannya, meajabarkan dengan jelas

% Elizabeth Bastida, 4 Review of the Concept of Security of Mineral Tenure: [ssues and
Challenges, (Dundes: CEPMLP Journal Volume 7-17 Article, 2000) Consistenat with such 2
braader interpretation of security of tenure, the World Bank in #ts mining policy guidelines for
Latin 4merica Fins stated that a regime of secured lenure ensures that & mineral right, cace
granted, cannot be suspended or revoked except on speeified grounds which are clearly set cut by
law, and provides reasosable assurances gucranieeing the continuity of operafions over the lfe of
the project. An aspeet encompassing the continuity of operations is related lo the ability w iransfer
the title to env eligible third party, and 1 morigage the title lo raise finonce. Those aspests are
comprised under the “modern concepl of securily of tenure”, that also encapsulutes guarantess
against expropriaifen.
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alasan dihenitkannya hak pesambangan dan; memberikan hak bagi pemegang hak
pertambangan untuk melakukan petisi perlawanan bagi pihek ketiga vang
menggangu-hak pertambangannya.

Hukum pertambangan Peru (1592) dan Bolivia (1997} jugs memberikan jaminan
security of tenure vang baik sepanjang proses pertambangan mineral. Dalam rezim
ini, ekplorasi dan ekploitasi sumber daya mineral diberikan dalam satu kongesi
yang menggabungkan hak e¢ksplorasi dan hak cksploitasi. Hal i berarti sangat
mengurangi ketidakpastian hukum selama proses penambangan dan mengurang)
banyak wekiu dalam prosedur dan admimistrasi untuk mendapatkan  hak

pertambangan mineral.”’

* Flizabeih Bastida, ibid The most important innovations in the Peruvien and Bolivian Aining
Codes consist in the unification of expisration and exploitation rights inte a single concession.
This has meant the piost radical minimisation of uncertainties as fo the length of mining rights, and
a significart reduction of time and procedures, leading to a most efficlent adpiinistration of mineral
rights. Argentina hay introduced pariial changes o the existing Mining Code, muainly aimed af
minimising regulntory steps and government intervenfion, eliminating outdoted pategories and
replacing the system of location of minerad righis by geographical coordingtes, all of which have
helped i vevitalise the legul framewcrk for private irvestment,
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BAB3
LATAR BELAKANG HUKUM PERTAMBANGANK INDONESIA

3.1. Masa Sebelum Kemerdekaan
3.1.1. Masa kekuassan VOO (1619-1789)

Sejarah telah mencatat behwa penjajahan belanda atas kepalauan nusantara,
berawal pada tahun 1619, dalam tahun iy, pasukan Vereenigde Oost Indische
Compagnie (VOC) dibawzh pimpinan Jan Pisterzoon Coen berhasil merebut
Jayakarta dan kemudian mendirikan kota baru yang diber nama Batavia.”' VOC,
yang semula merupakan perusahaan dagang Belanda yang bertujuan mendapatkan
monopoll atas perdagangan rempsh-rempak di wilayah kepulauan pusantara,
kemudian berkembang menjadi siatu kekuatan penjajsh. Untuk memenuhi
ambisinya, VOU dibawah pimpinan [P, Coen tidzk segan-segan berperang
menhancurkan kekussaan raja-raia pribumi yang menghambat usaha mereka,
kimsusnyz kerajaan-kerajaan di Jawa dan Maluku, Kemudian melalnl politik
devide et impera YOCU tdak saja berhasil memperluas wilayah perdagangannya
tetapi juga memperoleh tambahan tanah jajahan.,

Pada akhirnya VOU lebih cenderung untuk mempertabankan dan
memperivas tangh jajshan ketimbang melakukan misi utamany4 yaite usaha
perdaganan. Selain i, banyak peizbat YOO di Batavia vang berlaku curang
pemborosan, mnefisiensi dan korupst yang turut memperburuk kondisi kewangan
perusahaan. Hutang yang sudah menumpuk pada Pemerintah belanda tidak
pungkin lagi terbayar. Akhirnya setelah dinvatakan banghkrut (failffef}, maka pada
tanggal 1 Januari 1800, VOU dibubarkan dengan ketentuan semwa tanah jejahan
dan miliknya diambil alih olek Pemerintah Belanda. Sepak it pula terbentuk secara
resmi pemerintahan kolonial Hindis Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8
Maret 1942 vaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada balatentara Jepang
dailam perang Pasific.

Selanjutnya bagaimana dao apa yang telah dilakukan Belanda dalam sektor
pertambangan selama lebih dari tiga abad penjajahannva di Hinda Belanda,

" Soctarvo Sigit, Potemsi Sumber Daye Minerci dan Kebonghiton Pertembongan
Indomesic. Midate Hmioh Peaganugershan Gelar Dokior Honords Causa 4i ITB Bandung, 9 maret
1996, him 4. .
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Soetarys Sigit, seorang pakar pertambangan terkemuka Indoneisa, menyimpulkan
bahwa;

“Dalam hal penyelidikan peologi yang bersifat mendasar, cukup banyak
yang telah dilakukan den dihasilkan oleh pakar Belanda. Hal ini tidak
mengherankan, karcna Bangsa Belanda sejak dulu sudab terkenal memiliki flmuan-
ilmuan besar di berbagai bidang. Dalam bidan pertambangan sebaliknya, ternyata
orang-orang Relanda tidak mampu mengambangkan Hindia Belanda menjadi suatu
wilayah pertambangan terkemuka, meskipun potensi mineral wilaysh ini,
sesungguhnya cukup besar. Hal ini pun tidak terlalu mengherankan, karena negeri
Belanda buksn negara pertambangan. Sebelurn memasuki era industri pada

dasarnya rakyat Belanda hudup dari pertanian dan perdagangan™™

Garmbar 3.1.
Tambang Emas Sarnase, pedalaman Minangkabau Talun 16517

Contohnya lainnya adalah Pertambangan dilakukan oleh masyarakat secara
tradistonal dengan alat-alat sederhana di Minangkabau Pada tehun 1651, meskipun
ditambang oleh masyarakat, emas dapat diperoleh secara resmi dari tangan VOC di
pantai Pariaman, Minangkabau. Perdagangan emas ini berlangsung atas peranjian

 Ibid
# Rumber; hitp:/herius . wordpréss com/,
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bilateral antar Bandaharo di Sungal Tarab yang mengusat distribust pengangkutarn
emas dari Samaso, pedalaman Minangkabau.”

Sejalan dengan kesimpulan diatas, depat dipahami jtka VOO sebagai
perusahaan dagang dalam meluaskan usahanya ke berbagal macam perkebunan
tidak pernah menunjukan minat pada vsahs pertambangan {menambang sendiri}.
Meskopun demikan, VOC tetap terlibat kegiatan perdagangan hastl-hasil tambang,
sebagaimana dicatat oleh sejarah bahwa pada tahun 1710 mulai melakukan
pembelian timah dari Sultan Palembang vang dihasilkan oleh tambang-tambang
yang dikerjakan oleh orang-orang Cina di Pulau Bangka.” Bahkan pada akhirnya
VOC memperoleh monopolt perdagangan timah ind, jadi peranannya hanya sebagai
tenkulak vang tidak pernah berminat melakukan pertambangan sendirf, Dalam era

ini seluruh kegiatan ekonomi hanya difokuskan pada keuntungan VOC semata,

3.1.2. Masa Pemerintakan Hindia Belanda (1800-1942)

Setelah pengambilalihan semua milk {asser) dan kegiatan VOU oleh
Pemerintzh Hindia Belandz sampai fatubnya Hindig Belanda ke tanpan Ingpnis
{1811}, khosus yang herkensan dengan usahe/ kegiatan pertambangan tidak banyak
mengalami perubshan yang berarit. Banu setelah Inggens menyerahkan kembali
tanah jajahan im kepada Belanda {1816) dilakukanlah perubahan dalam cara
pemerintahan Hindia Belanda.

Kegiatan pemerintahan sclanjutnya hanya mencakup  tugas-tugas
pemerintahan murni, sedangkan kegiatan perdagangan, pertaman, perkebunzn dan
industri kecil dan sebagainya diserahkan kepada pihak swasta. Dalam suasana
liberalisasi perekonoman, munculah keinginan pihak swasta dan perorangan
Belanda untuk mengusahakan pertambangan, Minat swasta tertuiu kepada timah
dan batubara. Kedua komodiii tersebut memiliki prospek pemasaran yang jelas
ketika itu.

 Dya crang Bandabaro vaity Bandaharo Putih dan Bandabare Kuning mengendalikan
ckspor emas daf pedalaman Minangkabaw, ssmopal pada akhir abad XViH, baogsa cropa yang
perlama yang menyelidiki sumbordaya alam di Tanah Datar, meoyebulkan omas mazlai hobis
didzerah ferschut. Andiko Sutan Mancayo, Tombang Rakval don Helk-Hak Masyarakat Lokal,
Kondisi Terkini dan Rancangan Solusi, <http/ferhus wordpress.com/ambang-rakyat-dan-hak-hak-
magvarakat-lokal-kcondisi-ierkini-dan-sncangan-solusi™> Jwnd 2009,

* Roziq B. Sceliiplo, Seforah Munculnya Pemikiran Pengusabaan Pertambangan yong
Berorigniasi Kerakvalan, {dalam Lockman Socirisne etal., Mencari idodel Pemecohan Masoloh
Hubungur indusiri Periambongan Dengan mosyaraket Sekitar), Yogyakarta, 1997 him 15,
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Keterdibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk
suatu Komisi kbusus {1850) untuk mempelajart dan menyusun benfuk pengaturan
usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan
{mijnreglepent) yang pertama. Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau
konsesi penambuangan kepada swasta warga negara Belanda, tetapi masih terbatas
untuk daerah-dacrah di luar Pulau Jawa. Pengecuvalian Pulau Jawa karena
Pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (overlapping) antara
hak pertambangan dan sistern culruurstelsel dalam pertamian dan perkebunan yang
telah diberakukan di Pulau Jawa.’® Pemerintah Hindia Belanda rupanya betum
mendapatkan cara vang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanab dan hek
atas bahan galian yang terdapat di dalam tangh yvang bersangkutan.

' 1929

o S g
FRESD

SREERIEINL

Gambar 3.2. Dienst van den Mijnbouw membangun gedung di Rembrandt
Straat di Bandung pada tahun 1928-1929"
Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan perdambangan
secara khusus, pada tahun 1852 pemerintabh mendirikan “Dienst van het
Mifnwezen” (Jawatan Pertambangan)’®. Tugas jawatan ini adalah melakukan

eksplorasi  geologi-pertambangan di  beberapa daerah untuk  kepentingan

* Soetaryo Sigit, op.cit, bim 3.

7 Bumber: Wisata Sefarah Indonesia, Museum Geologi Bandung, <http:¥wisatasefarab,
wordpress comfZ0a0A3/ 2 Ymuseum-geclogi-bandung/>

* Sejarah penyelidikan geofopl den tambang di wilayah Nusantars yang dimulai sejak
pertengzhan abad ke-17 oleh ahli-ghli Eropa. Setelah di Eropa terjadi rovolusl Industd pade
pertengaian abad ke-18, mereka sanpat membulubkan bahan tambanyg sebagal bahan dasar Industrl,
Pemerintah Belanda sadar akan pentingaya peaguasaan bahan galian 41 wilayah Nusantara. Dengan
falan ity diharapkan perkembangan industri di Negeri Belanda dopat ditunjang. Maka dibentukish
Dienst van het Mijnwezes pada tahun 1858, Kelembagaan ini berganti nama jadi Dienst van den
Minbouw pada fabun 1822, yang berfugas melakukan penyelidikan geologi dan sumberdays
mineral, Hasil penyelidikan yang berupa contoh-contoh batsan, mineral, fosil | Japoran dan peta
memeriokan fempat untek penganglissan dan penyimpanan,sehingga pada tzhun 1928 Dienst van
den Mijpbouww membangun gedung di Rembrapdt Streat Bandung . Sumber: Wissta Sejarsh
Indonesia, Musenm Geologi Bandung, <htip/iwisatasejarah. wordpress.comy/2008/03/23/
museug-geologi-bandung />
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pemerintah Hindia Belanda, Hasil penemuannya antara lain; endapan batubara
Ombilin Sumatera Barat (18668), namun baru berhasil ditambang oleh Pemerintah
pada tahun 1891.%

Sementarz pade bidang usaha perminyakan dimuial ighun 1871, Pengusaha
{swasia} Belanda memegang peranan yang aktif. AL Zylker, seorang pengusaba
tembakau merupakan pemegang konsesi pertama yang diberikan pada tahun 1883,
Kemudian pada tahun 1890 Roval Dutch Company, mengambil alih konsesi Zylker
dan menjadikan persahaan ini nomor dua terbesar di dunia. Sampai tahun 1911
Royal Dutch-Shell yang dikenal Hindia Belanda sebagai Buataafse Petrolenm
Maatschappif (BPM) merupakan satu-satunya perusahaan rminyak vang beroprasi
atas dasar konsesi (concessie).™ Konsesi yang berjangka waktu 75 tahun hanya
berlangsung hingga tahun 1938, babkan konses] tahun 1930 dipersingkat menjadi
40 iahun saja,

Gambar 3.3,

Pekerjaan Tambang Petroleum, Royal Dutch Company di Pangkualan
Brandan®' Tahun 1898

? Ihid

¥ Laporan Tim Penclitl, Hukwm Ekonomi dan Pembangunman Indonesia, FHAUNPAD,
Bandung, 1975, himXI-2; Hhat juga Departemen Pertambangan dan Energl, 50 Tohum
Pertambangan dan Energi Dolam Pembungunan, jukarda 1995, hlm 245.

* Sumber: Putra Langkat, First 04 Explored in Panghalan Bravdoen Indonesia,
<hity Aputralangkat Mogepot.comds Jhuni 2005,
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Pemerintah Hindia Belanda yang memperoleh royalti sebesar 20% dari

keuntungan bersih, mulai melakukan intervensi dengan asumsi bahwa sistem
konsesi lebih banyak menguntengkan perusahaan. Intervensi ini  dengan
niembentuk Nederlandsche Indische Ardaile Maaischappii (NIAM} pada tahun
1930 an, sebagai patungan antara Pemerintzh dengan BPM atas dasar fifhefifiy ¥
Porkembangan demikian jelas memperlihatkan semakin pentingnya peran
pemerintah dan swasta dalam usaha pertambangan.
Selain Bataffsche Petroleum Maatschappij (BPM) ada pula tambang mineral vaitu
tambang emas bernama Redjang Lebong tahun 1904 di desa Lebong Tandai
Kecamatan Napal Puiih Kabupaten Bengkulu Utara Proapinsi Bengkulu yang
dikuassi oleh Belanda, dan merupakan fambang go-publik pertama. Salah satu
lembar saham dan lord listrik vang mengangkut go/d ore pada tambang ini dapat
dilihat dalam gambar-gambar di bawah ini.

VLXESER MERT S HARREH
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Gambar 3.4,
Salab Satu Lembar Saham Perusahaan Tambang Emas Redjang Lebong
Tertanggal 2 Januari 1904, Bernilai 100 Gulden™ o

% 1 aporan Tim Penelifi, Loc Cit..
? Bukti bahwa perusahaan pertambangan Redjang Lebong ini sudsh go publik sejak
dahuln, Tambans-ambasg Pmas rejang Lebong telal mulal di eksplorast besar beseran oleh
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Gambar 3.5,
Gambar-Gambar Tambang Emas Redjang Lebong Tahun 1932%

Lambatnya perkembangan pertambangan yangsa terjadi pada mini, antara lain
disebabkan oleh belum adanya peratwran perundang-undangan vang mengatur
tentany pertambangan, Baru pada tahun 1899, pemerintah Hindia Belanda berhasil
mengundangkan fndische Mijnwet (Staatblad 1899-214). Indische Mijnwet hanya
mengatur mengenal pengegolongan baban galian dan pengusahaan pertambaﬁgan.%
Oleh karena Indische Mijnwet hanya mengatur pokok-pokok persoalan saja,
sehingga pemerintah kolonial mengeluwkan  perstwan  pelaksapaan berupa
Mifnordonnantie yang diberlakukan mudat 1 Mei 1907, Mijnordonnantie mengatur
pula mengenai Pengawasan Keselamatan Keda (tercantum dalam Pasal 356 sampai
dengan Pasal 612). Kemudian pada tahun 1930 Mijnordonnantie 1907 dicabut dan
diperbaharui dengan Mijnordonnantie 1930 yang berlaku sejak 1 Juli 1930, Dalam
Mifn Ordonnantie 1930, tidak lagi mengatur mengenal Pengawasan Keselamatan

Toa
“\

Belands seiak {shun 1897, <hipifrqjang-lcbong blogspoLoom/200%/6 1 /catatan-perjaianan-ke-
batavia-kecihtmi>
* Sumber:<htip-/rejang-lebong. blogspot.com/2008/06/rejang-lebong-muara-aman.
kep@hiaagiizm
Soeiarve Sigit, Lac.cit
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Kerja Pertambangan, tetapi diatur sendiri dalam Mijin Politie Reglement (Staatblad
7930 No.341) yang hingga kini masih berlaku ®

Dalam pelaksanaan Indische Mijnwet terdapat hal-hal yang masih
menghambat kegiatan swasta, dan telah mengalami dua kali manademen vaitu
pada tahun 1910 dan 1918, Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar-
benar berkembang dan mencapal puncaknya akhir 1930-an, menjelang pecahaya
Perang Dunia 11.¥

Semasa Hindia DBelanda, usaha pertambangan dilaksanzkan oleh
pemerintah maupun swasta dengan menggunakan pola atau bentuk perizinan,
Semula memang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belands untuk
mengusshazn senditi fambang-tambang besar yang dinilal vital seperti tambang
batu-bara dan timah. Akan tetapt untuk beberapa proyek yang besar seperti
pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan
oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus darf permnerintah,® Kontrak itu
dikenal dengan sebutan S5a confract karena didasarkan pada ketentuan Pasal 5a
Indische Mijmneel.

Pasal 5a adalah pasal yang ditambabkan pada Inefische Mijnwe? saat
dilakukan amandemen tahun 1910, Bunyi Pasal 5a selengkapnya sebagai
berikut:

1. Het Gouvernment is bevoged opsporingen en ont-ginningen e doen plaals
hebben, waar die niel in sirifd komen mel aan opspoorders of
concessionarisen  verlande rechten  {pemerintzh berwenang untuk
melakukan penyelidikan dan cksploitasi selam hal it tidak bertentangan
dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyslidik atau pemegang hak
konsesi.)

2. Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ontginningen endernemen of
el personen of venmotshchupen die voldoen aan het eerst tid van artikel 4
dezer wei, overeenkomsten aomgaan, waarbif zij zich verbinden fo1 het

crder-neren vam oniginningen of van opsporingen en oniginningen.
N

% Soetaryo Sigit dan 8. Yudouarpodi, Legal Aspects of The Mineral Indusiry in Indonesia,
Indenesia Mining Agsociation {IMA), Jakarty, 1593, bl 7.

7 Soetaryos Bigit, apcif. B 7.

® PT. Ancka Tambang, Prospekis Perusahaon Persercan (Fersero), Kaptor Pusat PT.
Aneka Tambang Tok., Jakarla, 1997, hime. 26,
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{Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendirl penyelidikan dan
eksploitasi atau mengadsk perjanjian dengan perorangan stau perusshaan
yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercatum pada Pasal 4 undang-
undgang ini dan sesuai dengan perjaniian ity mereka wapb melaksanakan
eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitast vang dimaksud.)

3. Zoodanige overeenkomsten worden niet geslolen dan nedat duoritoc teken-
male bij de wet mochtiging is verfeend. (Perjanjian demikain itu tidak akan
dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang.®)

Kemudian perlu dicatat pula bahwa pada amandemen tahun 1918 dilakukan

perubahan pada ketentuan ayat (3) Pasal Sa fndische Mijnwe? yaitu bahwa kontrak

yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja fidak perlu harus disahkan dengan
undang-undang. Liberalisast kebijaksanaan pertambangan melalui dua  kall
amandemen undang-udnagn tersebut di atas berhasil meningkatkan minat pihak
swasta uniuk mengusahaakan kegiatan eksplorasi pertsmbangan di Hindia

Belanda, khususnya dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan tabun

1940,

Pads masa ini yang boleh memperoieh konsesi (hak pertambangan) dan
lisenst {izin pertambangan) hanyalah mercka yang tonduk kepada Hukum Barat
dan perusahaan-perusahaan vang telah didaftar di pegeri Belanda dan Hindia
Belanda, Dengan démikian sejak semula hanyalsh orang-orang asing (bukan
pribumi) yang berkecimpung dalam usaha pertambangan baik usaba perminyakan
maupun pertambangan umum,

Pada kepustakaan lain, Braake® menuliskan bahwa pada akhir tahun 1938
menjelang jatuhnya Pemerintah Hindia Belanda terdapat 471 buzh konsesi dan izin
pertambangan yvang masih berlaku dengan perincian sebagai berikut:

1. 268 konsesi periambangan untuk mineral/ bahan galian yang tercantum
dalam Fndische Mijrwet.
2. 3 perusahaan pertambangan milik Pemerintah Hindia Belanda dengan

swasta,

* Soetaryo Sigit, Op.cit kim. 10,

% Tor Brake, AL, Mining in the Netherlonds Kast Indies, Bull 4, Therland Indies Council
of the In of Pacific Relation New York, 1944 hbm 27, dslam Absy Saleng, Hubum
FPertambangom, (Yogyakarta Ul Press 2004 him, 66.
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3. 2 usaha pertambangan patungan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan
swasta.

4, 2 ussha pertambangan vang dilakukan oleh swasta untuk pemeriniah
berdasarkan perjanjian khusus.

5. 14 kontrak 5a untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5a
untuk tahap eksploitasi.

6. 142 izin periambangan untuk mineral/ bahan galian vang tidak tercantum

dalam Indische Mijrwet.

Sampai saat jatuhnya Pemerintah Hindia Belanda (1942), selain minak bumi,
tahan tambang dart negeri inl yang sudah masuk peringkat dunia hanvalah timah
saja, sedang batubara dan bauksit hanya masuk dalam pasaran internasional dalam
jumlah vang ssnpat terbatas. Meskopun demikian keadaaays, berdasarkan
pengetahuan akan potensi mineral yvang ada, perkembangan pertambngan ketika i
sudah dapat dikatakan optimal. ™

Dalam  kaitan  dengan  peleksapaan  peraturan  perundang-undangan
pertambangan pada era ini selurvhnya dipengavuhi oleh ¢ara kerja aparatur hukum
pemerintah Hindia Belanda dan tentu saja sangat dipengaruhi dengan budaya
hukum Negeri Belanda Munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan
peraturan pertambangan ini berlangsung dalam tatanan sosial vang dipengaruhi
dengan nilat harapan-harapan dan orientast yang berkembang dalam masyarakat
era penjaishan Belanda sehingga prinsip kepastian hukum pun tidak banyak
berlaku bagi masyarakat pribumi. Pelaksanaan peraturan pertambangan, seperti
perizinan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan kedudukan

dari para pelaksans perizinan semuanya demi keuntungan Pemerintah Belanda,

3.1.3, Perkembangan Pada Periode 1942-194%

Menyerahnya tentara Kergjazan Hindia Belanda KNIL kepada bala tentara
Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 menandai barakhirnya kekuasaan pemerintah
Hindia Belanda atas Indonesia. Selama pendudukan Jepang, Indische Mijnwet
1899 prakiis tidak jalan, sebab semua kebijaksanaan mengenai pertambangan

* Ter Brake, op.cil.
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termasuk opérast minyak berada ditangan Komando Militer Jepang vang
disesuaikan dengan situasi perang.

Menjelang serbuan jepang, tidak semua tambang di Hindia Belanda sempat
dibumihanguskan oleh Belanda, Beberapa tambang yang menghasilkan baban
mentah untuk keperluan perang seperti minysk bumi, batubara, timah, bauksit,
nikel dibuka kemball dan ditemiskan kegsatannya olsh orang-orang jepang. Bahkan
dengan kegigihan yang luar biasa, mereka bekerja keras untuk mencari dan
menambang bahan galalan vyang tidak perngh diusahaskan oleh Belanda
sebelumnya,

Meskipun Jepang hanya menjaiah Indonesia dalam wakiu tiga tahun,
Jepang telah berhasi] mengembangkan potensi pertambangan Indonesia. Sejumliah
tambang batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara kokas seperti di
daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi di Jawaz Barat untuk
memasok batubara bagi kereta api di jawa. Selain itu, telah diusahakan pula untuk
mencari dan membuka tambang tembaga, antarg lain di Tirdomoyo (Jawa Teagalh),
Sankaropi (Sulawest Selatan), Timbulun (Sumatera Barat), bijih besi di Lampung
dan berbagai lokast di Kalimantan Selatan, sinaber di Kalimantan Barat dan Jawa
Barat, bijih mangan di Pulau Do, dan Bauksit di Kalimantan Barat ™

Pada bulan Agustus 1943, perang Pasific usai, disusul dengan perang
kemerdekaan Indonesia yvang berlangsung hingga akhir 1949, Selama dalam kurun
waktu ini tidak banyak yang dapat dilakukan di sektor pertambangan. Sementara
itu, pemerinizh Netherlmuds Indies Civil Administration (NICA) yang berhasil
menguasal sebagian Pulau Jawa, dan membuka kantor Dienst van den Mijnboww di
Bandung. Namun tideak banyak juga yang dapat mereka lakukan. Beberaps
tambang yang sempat dikuasal kembali oleh orang-orang Belanda, antara lain
tambang timah hitam di Bangka dan Belitung, dan tambang bauksit di Bintan
mulai dibenahi, tetapi selama berkecamuknya perang komerdekaan hingge akhir
194% keadaanya masih jauh dari normal.

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan
kedaulatan dari pihak Belanda kepada Republik Indon;\s;ia Serikat dan pada tanggal
17 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi Negarz Kesatuan Republik Indonesia.

7 Direktorat Jendera! pertambangan Umem Departemen Periarobangan dan Energi, Kilas
Bali 50 Tokun Pertambangan Usum don Wawasan 25 Tahun mendotang, Jakarta 1995, him, H-20.
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Dalam era ini, selunuh kegiatan sumber daya ditujukan untuk perang dan belum
dijujukan untuk mendorong pembangunan ckonomi.

3.2. Masa Setelah Kemerdekaan

3.2.1. Perkembangan pada Periode 1950-1966

Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia selam kunun wakiu
1950-1966 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik di dalam negeri yang
ditandai dengan banyak ketengangan dan pergolakan. Ketidakstabilan politik tidak
memungkinkan dilaksapskanoya ussha pembapgunan  yang  berkelanjutan,
Pemberontakan bersenjata timbul di beberapa daerah baik i Jawa maupun 4 luar
Jawa. Dewan Kopstituante yvang dibentok menyusun Undang-Undang Dasar baru,
tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karenma tidak dapat memmtnsken dasar
negara. Akhirnya Kopstituante dipaksa berbenti dan dibubarkan dengan Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959 sekaligus kembali ke UUD 1945,

Gambar 3.6, Presiden Sockarne meagumumikan Dekrit Presiden di Istana
Merdeka Jakarta, tanggal 5 Juli 1959
Dibawah demokrasi terpimpin Pemerintsh langsung mengumsi dan
s
mengelola sendiri berbagail macam kegiatan ckonomi yang dianggap penting. Akan
tetapi dilain pihak pemertnish tidak memiliki cukup dana yang diperlukan untuk

% Sumber: Iwandahnial, Swesang Pemilu R.I Tobn 1953, <hitp:/hwandatmial wordpress
oM/ Z0904/07/aasana-pemilu-ti-tabun-1 #3575 Toni 2009
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melaksanakan pembangunan ekonmi sebagaimana telah direncanakan dalam Pola
Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diundangkan dalam tahun 1960,
Bersamaan dengan keadaan politik yang terus memburuk, keadaan ekonomipun
terus merosot. Bahkan bergolaknya rasa nasional yang kuat disertai anti orang
asing bahkan {imbul golongan nasional radikal vyang tidek senang adanys
perusahaan dengan kapital asing di Indonesia. Hal ini berlangsung terus hingga
timbul pergolakan politik tahun 1965-1966.

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, masalah
pengawasan atas usaha periambnagan timah dan minyak bumi yang masih dikuasai
modal Belanda dan modal asing lainnya merupakan isu politik vang sangat
peka.Oleh karena itu, pada bulan Juli 1981 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sementara {DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi
mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guns membenahi
pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia.**

Usul mosi ini yang dikenal dengan sebutan "Mosl Mr, Teuku Moh, Hassan
dkk.” yang memuat beberapa hal , diantaranya yang terpenting ialah mendesak
pemerintah supaya:

1. Membentuk suatu Komisi Negara Urusan Pertambangan dalam jangka
waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut.

a.  Menyclidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah batubara,
tambang emas/ perak dan bahan mineral fainnya di Indonesia

b. Mempersiapkan rengana undang-undang pertambangan Indonesia
yang sesus dengan keadaan dewass ini.

o.  Mencari Pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan/
mengatur pengolah minyak di Sumatera khususnys dan sumber-
sumber minyak di tempat lain.

d. Mencan phkok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenat status
pertambangan di Indonesia.

¢.  Mencari pokok-pokek pikiran bagi Pemerintah mengenai penetapan
pajak dan penctapan harga minyak.

* Departomen Pertarabangan dan Energi, op.oit, m. 142,
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£ Membuat usul-usul lain mengenai perfambangan sebagal sumber

penghasilan negara.

2. Menunda segala pemberian iz, konsesi, eksplorasi maupun
memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu
hasil pekeriaan Panitia Negara Urusan Pertambangan,

Menanggapai mosi perlemen ini, Panitia Negara vang dibentuk pemerintah
berhasil menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang pertambangan pada awal
tahun 1952, Akan ietapi karena silih bergantinya kabinet, Rancangan Undang-
undang, ini tidak pernah disampaikan kepada DPRS, Namun demikian, Pemerintsh
dapat menerbitkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-
hak Pertumbangan., Peraturan pelaksanaan undang-undang inl termuat dalam
Peraturan Pemerintzh No, 25 Takun 1939,

Berdasarkan undang-undang tersebut, meka semua hak pertambangan yvang
terbit sebelum tahun 1949 yang selama i belum juga dikerjakan dan diusahakan
kembali, ataupun masih dalam taraf permulaan pengusabaan dan tidak menunjukan
kesungguhan, semuanya dibatalken Ditetapkan pula dalam undang-undagn ind,
bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas
daerah vang akibat pembatalan 1adi menjadi bebas, ariinya dapat dimohonkan dan
diterbitkan hak pertambangan yang bamt dengan ketentuan hak tersebut hanya
dapat diberikan kepada perusahaan negara dan atau daerab swatanira, Penertiban
hak pertambangan ini zdalah wewenang Mented Perindustrian (vang waktu ita
membawahi sektor pertambangan )"

Pada tabun 1960 pemerintabh menergitkan suatu peraturan niengenai
pertambangan vang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 37 prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangas, vang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan 1960,
Undang-udnang ini mengakhiri berlakunya fndische Mijrwer 1899 vang tidak
selaras dengan cita-cita kepentingan nasional dan merupakan Undang-Undang
pertambangan nasional yang pertama.

Setelah ferbentuknya Undang-Undang Pertambangan 1960, Pemerintah

juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang khusus pengatur pertambangan

% Tbid.
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minyak dan gas bumi, kemudian diundangkan sebagai Peraturan Pemerinigh
Pengganti Undang-undang yang kemudian menjadi Undang-undang No. 44 Prp.
Talun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang lebih dikenal
sebagal Undang-undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Undang-undang pertambangan 1960, mengizinkan pemerintah
menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan berdasarkan pola praduction sharing contract®® Pola bagi hasit i
pada dasarnya tidak lain berupa peminjaman moda! dan pihak asing yang akan
dibayar kembali dengan hasil produksi. Namun pela inj, ketika itu tidak berhasit
menarik minat swasta ataupun mendatangkan modal dari luar negeri sebagaimana

yang diharapkan,

3.2.2. Periode 1967 — 2008

Periode ini olsh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak dalam
kebijaksanaan ekonemt dan perkembangan pertambangan Indonesia.’’ Babak ini
diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No, XXII/MPRSE/1966 tentang
Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Ketetapan MPRS tersebut, memuat beberapa bal yang terkait dengan sektor
pertambangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan
diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi rul (Bab I Pasal 8);
2. Potensi modal, teknologi dan keshiran dari luar negeri dapat dimanfaatkan

untuk penanggnlangan kemerosotan ckonomi serta pembangunan Indonesia
{Bab I, Pasal 10}

3 Depgan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera
ditetapkan udang-undang mengenai modal asing dan modal domesnk (Bab
VI, Pasal 62).

Berdasarkan ketetapan MPRS dia atas, disusunlzh rancangan undang-undang

tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diundanglan menjadi Ugfang—unéang,

No. | Tahun 1267 tentang Penanaman Modal Asing Unfuk menyesusikan

* Dasar pemikiran pola ini babwa sebagai upaya untuk menerapkan sepenthnya pemilikan
minysk olek negara. Karena hanya dengan menguasal manajemen perasahaan minyak dan gas bumi
kekuatan skonomi {economic rights minyvek beralih dadd pemilik modal {kontrakios) kepada nepar,

" Soetaryo Sigit, op.cit.hlm 33, ,
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kebijaksanaan  baru  dalam  perekonomian, khususnys mengenar  usaha
pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanps mengganti undang-undang
pertambangan 1960, Menvadari sepenubnya urgens: penangann  hal ini,
Departemen Pertambangan segera membentuk Panitfa Penyusun Rencana Undang-
undang Pertambangan. Hasil kerja Panitia disjukan kepada DPR menjelang
periengahan tahun 1967, Menyusul terbitriya Undang-undang Nowmor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing, terbit pula Undang-undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atan UUPP 1967,

UUPP 1967 memuat beberapa prinsip~-prinsip pokok yang berbeda dengan
Indische Bimwet, antara lain yaitw.

1. Penguasaan sumber daya alam oleh negars sesuai dengan Pasal 33 UUD
1945, dimana negara menguasal semua sumber daya alam sepenub-
penuhnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat (Pasal 13,

2. Penggolingan bahan-bahan galtan dalam golongan strategis, vital dan non
strategis dan vital (Pasal 3).

3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan
oleh negara atau perusahaan negara/ daerah, sedangkan perusahaan swasta
nasionalf asing hanya dapat berfindak sebagai kontraktor dari negara/
Perusahaan negars dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4. Konsest ditiadakan, sedang wewenang untek melakukan usaha
pertambangan dibeerikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab
konsest memberikan hak yan gterlalu luas dan tedalu kuat bagi pemegang
konsesi. Sefain itu, hak konsesi merupakan hak kebendaan (zakelifkrechrs,
propertyrights), sehinga dapat dijadikan jaminan hipotik.” Berbeda dengan
hak kontraktor dan hak pemegan kussa pertambangan yang tidak
mempunyai kekuatan hukum yang demikian, menurut hukum Indonesia.

Prinsip-prinsip di atas menunjukan betapa besar dan kustnya hak-hak penguasaan
dan peranan negara atas sektor pertambangan, akan tetapi tidak berarti menutup
kemungkinan turut sertanya modal dan teknologl asing dalam pengusahman
pertanibangan.  Karena harus Eiakui bahwa pengusahean bahan galian
membutuhkan modal hesar, teknologi tinggl dan keahlian-keahlian tertenty,

" Survey of Indonesian Bopnomic Law, Mining Law, Bandusg, Padiadiaran University
Law School, 1974 him, 11
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Tsengan demikian, partisipasi modal dan teknologi asing sangat dikarapkan
dalam pengusahazan pertambangan. Hanya saja dasar partisipasi modal asing tidak
lagi sebagal concessionaris (pemegang konsesi). Mereka hanya dapat menjadi
kontraktor dart Pemerintah dan pemegang Kuasa Pertambangan,”

Mengenai perkembangan keterlibatan kontraktor asing di  sektor
pertambangan hingga tahun 1998, Kontrak Karya Perfambangan telah memasuki
Generasi VIL, Kontrak Karya Batubare memasuki generast I dan Kontrak
Production Sharing memasuki generast HI Dari segi produksi, hingga saat ini
begian terbesar produksi tambang utama indonmesia adalah ahasil kegiatan
perusahaan-perusahaan asing, Namug dalam sepuluh tahup terakhir ini, sudah
mulal tampak adanya minat para pengusaha swasts nasiona! untuk turat bergat
dalam usaba pertambangan baik secara sendir maupun dalam usaha patungan

dengan phak asing.

3.2.3. Periode Kontrak Karya

| Periode Periade 1967 — 2008 juga dikenal dengan periode kontrak karya.
Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum.
Istilah kontrak karya merupakan terjernghan dari bahasa inggris yaitu kata conract
of work. Dalam Pasal 10 UlJ Nomar 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan Urum, istilab yang lazim digunakan adalah perjanjian karya,
tetapi dalam penjelasannya istilah yang digunakan adalah kontrak karya,
Pasal 1 Keputusan Menteri  Pertambangan dan  Energt  Nomor
1409 K/201/M PE/199€ ientang Tata Cara Pengaiuan Pemrosesan Pemberian
Kuasa Pertambangan, lzin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjamian Karya
Pengusashsan Pertambangan Batu Bara mendefinisikan Kontrak Karya sebagai
benkut.

”Suaty perfjanjian  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dengan
Perusahaan gwasta asing atau patungan antara asing dengan nasional {dalam
rangkz PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-

# Lihat UUPP Pasat 10, UUPMA Pasal 8 dan UTf No. 44, Prp. Tabun 1960 Pasal 6,

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH Ul, Jdetiversitas Indonesia



Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Umum.”

Dalam definisi ini kontrak karya dikonstrukstkan sebagai sebuah perjanjian.
Subick perjanjian ifu adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing
atau joint vesfyre antara perusahaan asing dan perusshsan nasional. Objeknya
adalah pengusahaan minersl. Pedoman yang digunakan dalam implementasi
kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 1] Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Definisi vang lébih lengkap dari kontrak karya menurui Salim HS,
adalah:'"

"Sustu perjanjian vang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan

kontraktor asing semata-mata dan/ atan merupakan patungan antara badan hukum
asing denpan badan hukum domestik untuk melakukan kepiatan eksplorast maupun
eksploitast dalam bidang pertambangan umurmm, sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati oleh kedua belah pibak.”
Defimisi ini merapakan definisi vang lengkap karena di dalam kentrak karya tidak
hanya rmengatur bubungan hukum astera para pihak, nramun juga mengatur tentang
objek kontrak karya. Dengan demikian, dapat dikemokakan unsur-unsur yang
melekat dalam kontrak karya, vaitu:

1. adanya konfrakingl, yaity perjaniian yang dibuat oleh para pihak;

2. zdanya subjek hukum, yaitu Pmerintah Indonesta/ Pemerintah Daerah
{(Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau
gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;

3. adanya objek, vaitu eksplorasi dan ekploitasi;

4. dalam bidang pertambangan umum; dan

5. adanya jangka waktu di dalam kontrak,

Dengan adanya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614
Tabun 2004 teniang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kopt\rsk Karya dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman
Modal Asing, maka pemerintah daerah, tidak lagi menjadi salah satu pihak dalam

10 Sattm HS, Huloum Pertambangean, (Takarta: RajaGrafindo Persada, 2007) him. 130,
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kontrak karya, sedangkan para pihaknya adalah Pemerintah Indonesia, yang
diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum -
Indonesia. Sementara itu, kedudukan gubermnur dan bupati/ walikota hanya menjadi
saksi, sehingga dalam definisi ini tidak dicantumkan lagi bahwa gubernur dan
bupati/ walikota sebagai salah satu pihak dalam Kontrak Karya.

Tabel di bawah ini menunjukan daftar Perusahaan Kontrak Karya dan Perusahaan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PKP2B selama tahun 1967
hingga 2008.

| Jumlah | Termlnasi l Aktif | PU | Eksp! L FS | Konst I Prodm—l

Kontrak Karya {KK)
Generasi | 1 1 0 [1] 0 1] [1] [1]
Generasi il A6 |- 13 3 0 -0 1] 1] 3
Generasi lll 13 11 2 0 0 0 0 2
Generasi IV 95 8B 7 0 1] 2 2 3
Generasi V 7 3 4 0 2 1 0 1
Generasi VI 85 |- 50 15 1 9 3 [1] 2
Generasi Vi as 28 10 0 7 11 1 1
Jumlah 235 194 41 1 18 7] 3 12
Ferjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B}
Generasil 10 0 10 0 0 1] [1] 10
Generasill 18 [ 12 0| 1 2 0 8
Generasi lll 113 57 56 p] 14 22 7 13
Jumlah 141 63 78| - 0 15 ] - 24 7 32

Tabel 3.1. Daftar Perusahaan Kontrak Karya dan PKP2B Tahun 1967-2008'"

Dalam Era ini terjadi era keemasan industri pertambangan. Hal ini
disebabkan karena hukum pertambangan dan hukum investasi yang menggunakan
sistem kontrak karya, sebagai bagian dari hukum ekonomi telah berperan dalam
fungsi  stabilitas  (stability), yaitu bagaimana potensi hukum dapat
menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling
bersaing dalam masyarakat. Schingga dapat mengakomodasi kepentingan-
kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi pengusaha-
pengusaha pertambangan lokal. Dalam kaitannya dengan hal ini, juga terjadi

N

91 PU: Penyelidikan Umum; Ekspl: Eksplorasi; FS: Studi Fisibilitas; Konst: Konstruksi;
Prod: Produksi.

"2 Sumber: Direktorat Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi Departemen Enerpi
Dan Sumber Daya Mineral, November 2008.
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stabilitas politik dan investasi sangat dipengaruhi stabilitas politik.'™

Investor mau
datang ke suate negara sangat dipengarubi faktor political stabifity. Penanam
modal asipg akan datang dan mengémbangkan usahanya jika negara yang
bersangkutan {erbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang
kongtitusional, Yang kedua, adalah dalam era Kontrak Karya, kebuiuhan fungsi
hukum untuk dapat meramalkan (predictability) terpenuhi dengan membuktikan
bahwa bahwa hukum kontrak tersebut mendatangkan kepastian. Investor akan
datang ke suatu negara bila iz yakin hukum akan melindungi investasi yang
dilakukan. Kepastian hukum akan memberikan jaminan kepada invesior untuk
memperoleh  economic oppurtunity sehingga investasi mampu memberikan
keuntungan secara ekonomis bagl investor. Ketiga, adalah sdanya aspek keadilan
{foarness), seperti, perlakuan vang sama bagi semua ovang atau pthak di depan
hukum, perlakuan yang sama kepada semua orang dan adanya standar pola
perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan sebagat syarat untuk berjalannva

menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi vang berlebihan.

3.2.4. Periode Undang-Undang No 4 Tabun 2009 Tentang Pertambangan
Minecrat Dan Batubara

Pada tanggal 12 Januari 2009 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Disahkan dan Diundangkan di Jakarta dan
Serak saat itu, “pengsbdian’ selama 41 tghun UU Pertambangan nomor 11 Tahun
1967 pun resmi berakhir, UU Pertambangan Mineral dan Batabara itu secara
keseluruhan terdiri dari 26 Bab dan 175 pasal. Substansi utamanya, mengatur
bahwa pengelolaan pertambangan mineral daa batubara dilakukan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah. Kewenangan keduanya adalah menctapkan kebijakan
pertambangan nasional, menatapkan standar, petunjuk, den kriteria nasional, serta

sistem perizinan pertambangan '

™, 15 Brman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Al-
Azhar Indonesia, Cel, I <Jgkarta, 2007, hal. 27-31.

" Dalam UU i, Pemeriniph dan Pemerinizh Doerah juga berwenang dalam
pengembangan, pengawasan, evaluasi, dan pemecahan konflik pertarbangan. Disana joga diatur
tentang informasi data pedambangan, suplaf kebutihan nasional, sonta prioritas kebutuhan nagional
Ditengkapi dengan kiasifikasi kegiatan operasi periambangan, serta pembagisn wilayah {ambang
yang lerdini davd Wilayah Usaha Periambangan (WUP), Wilaysh Pertambangan Rakyat (WPR), dan
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Izin Usaha Pertambangan (JUP) vyang diberikan pun dibagi menjadi
beberapa kategori. Yakm IUP Eksplorasi, TUP Operasi Produksi, Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Negara (IUPN), Untuk
[UPN diberikan pada pengusaha yang ingin mengelola wilayah pencadangan
negara, Sedangkan lamanya perizinan yang diberikan antara 3 — 20 tahun, dengan
luas wilayah kerja 5 - 100,000 hektar tergantung jenis izin yang diberikan.

Perubahan paling mendasar setelah lahirnya UU Pertambangan Mineral dan
Batubara itu ialeh berakhirnya rezim kontrak, diganiikan rezim perizinan. Sejak
disahkanmya UU tersebut, pengerjaan seluruh wilayah pertambangan di Tansh Air
harus didasarkan pada lzin Usahs Pertambangan (IUP). Tidak lagi pada Kontrak
Karya untuk mineral ataupun PKP2B untuk batubara. Yang terakhir ini Jependekan
dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubars '*

3.3. Menata Ulang Hukum Pertambangan

Sejak kemerdekaan, terlebih setelah pemerintahan Order Baru Melahirkan
UU No. 11 Tahun 1967, perishan tapi pastt pertambangan menjadi sektor yvang
menarik sekaligus sensitif bagl publik Menarik karepa berlontribusi secara
signifikan terhadap Penerimaan Negara dan kian disoret bila harga komoditas
dunia melonjak, tetapi juga sensitif karena ekses negatif terhadap lingkungan serta

pandangan bahwa pertambangan belum memberi keuntungan maksimal bagi

Wilayah Pencadengan Negara (WPN), WPK sendiyi adalal, wilaysh vang memiliki poteasi
mineral daw/atzn batubary dan tdak ferikat dengan batasen administrati€ pemerintaban, yang
mernpakan bagian dari {ata ruang nesional, dan dicadangkan potek kepentingan stralegis nasional,
Untuk pengelolaannys, UU Pertambangan Minera dan Batubare mensyaratkan untek diproritaskan
diberikan kepada pengusaba nasional, berdasarkan izin. Hal ini merupskan penegasan bahwa UU
yang bam ini sasgat memihak kepentingan nasionsl.

19 Sisi reformis lainnya yang terdapat dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara
yang baru, ialak pads Kausyl yang memust fentang kewsafiban senta sengst, baik secam
administeati€ maupun pidesa, Diantaraoya vang peling mescajol lalah kewajiban relakuken
pengoiabac di dalam regeri, dengan balas wakiu penyesuainn selama 3 tabyn. T artinga, UU vang
baru int berpihak pada upaya memberikan nilai lambal produk pevtambangan, serla mengarangl
penjusian barang mentah ke toar neged. Pemegang izin perfambanpan juga waiib memiliki program
Carporate Social Responsibility (CSK) serta program kemittann pengembangan masyarakal, Dia
Jjuga hanzs bisa memaksimratkan perunfaatan potenst fokal terutams sumber daya manngiz dan jasa,
dalam opoerasinya. Jike kewajiban-keveaiiban tersehut dilangpar, maka sangsi yang lorkeras. dalam
bentuk pencabutan izin pertambangan serta penghentizn operasi, mengintai para velaku usaha
sektor tersebut.
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seluroh pibak yang herkepentingan {stakeholders) seperti vang diharapkan, bahkan
banyak dituduh melakukan pelanggaran Hak Azasi manusia {(HAM), '™

3.3.1. Permasalahan Usaha Pertambangan

Sejak tahun 1994, misalnya, penambang tanga ijin (PETI) barmunculan bak
jamur, menimbulkan dampak negatif' terhadap lingkungan alam dan ciira sektor
pertambangan sebagai seltor yang hanya pandal menggali isi perut bumi.'”’ Pada
tahun yang sama jupa ada isu tentang otonomi daerah, jugs adanya perdagangan
bebas antara negara ASEAN, dan juga Asia-Pasifik {APEC) sebagal implementasi
Deklarast Bogor. Infernational Standard Organization (ISO) juga sudah mulai
menerbitkan beberapa 180 yang harus diterapkan, sementara hak intelektual juga
semakin disoroti untuk dilindungi,

Kemudian lahir dua peraturan perundang-undangan yang membuat sektor
pertambangan semakin mendesal untuk ditata ulang. Pertama, UU No. 41/1999
Temtang Kehutanan yang berdampak terhadap tumpang tindih Jahan antara lahan
tambang dan kawasan butan. Kedua, UU MNo. 22 Tahun 1999 teniang Otonomt
Daerah yang ditringi PP No. 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Yang paling penting juga adalah
semgkin pentingnya dampak perubahan ekosistem yang dapat mengancam
kelangsungan hidup manusia.

Dengan diberlakukannya UU No. 41/1999. maka kepastian berusaha untuk
investor pertambangan semakin fidak menentu karena lahan usahanya bisa tiba-tiba
beralih fungsi. Sementara itu, dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, sejak 1
januari 2001 terjadi deseniralisasi penguasaan pertambangan. Pemerintah
kabupaten berwenang atas usaha surmber daya mineral dan bato bara yang
operasinya berada dalam wilayah kabupaten/ kota. Kemudian pemerintah provinsi
berwenang atas sumber daya mineral dan batebara vang operasinya berada dalam
lintas kabupaten. Adapun pemerintab pusat berwenang atas usaha sumber dava

minerat dan batubara yang operasinya intas provinsi, .-

e

1% Lukman Hakim, Pelunggeran HAM Pertombangan Pesisir, {(Jakara; Jaringan
Advokast Tambang IATAM, 21 Maret 2069), hitp/farww jatam.org

7 Justiar Noer, Hamyak Penambarg Stop Operasi, {Bangka: Bangka Pos, 23 Oktober
2008); Kegiatan Peté ind sndak mesiadi kasus nasional dan lokal dengan dampaknya 1elah merusak
lingkungan, .
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Kalu berjalan dalam koridor yang penuh kehati-hatian dan kearifan, PP No.
252000 mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah besar. Repotnya peraturan
baru imt membuat pertambangan makin amburadul karena pemerintzh daerzh
dengan mudahnya mengeluarkan izin pertambangan, Begite mudahnya lahan digali
tanpa dilengkapi syarat yang memadai (sepertt Amdal), dan kemudian bahan
tambanguya langsung diekspor begita saja. Sebenamyg, apabila PP. No 32 jo. PP
No. 75/2001 tentang pelaksanaan UU No. 11/1967 serta SK Menteri Energt dan
Sumber Daya Mineral No, 145372000 tentang Pedoman Mengenai Pengeiolaan
Kegiatan Pertambangan Umum dilaksanakan secara benar, ditambah lagi dengan
peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup diimplementasikan
dengan baik, maka ekses negatif kemungkinan dapat dicegah. '™

Kondisi pun kian buruk karena dalam pndang-undang pertambangan tahun
1967 tidak tercantum konten yang substansinya mendorong penciptaan milai
tambah vang bisa melahirkan muffiplier effect buat masyarakat fuas, seperti
kewajiban mengolah dan memurmikan hasil tambang di Indonesia. 92 Alhasil, UU
No. 11/1967 memang harus direvisi karena selain lingkungan strategis saat
undang-undang tersebut dibuat berbeda dengan kondis mass kini, peraturan lama
juga tidak bisa lagi digunakan mesghadapi tangangan industn perfambangan di
Tanah Air pada masa mendatang,

Selain menjawab tantangan masa depan, UL Pertambangan Mineral dan
Batubara  juga diperfukan dengan mempertimbangkan pambaruan  atau
pembanzunan  hukum  sektor-sektor  lain vang terkait  dengan  dunia
pertambangan’'®. Tentunya perlu sinkronisasi bila tak ingin tumpang tindih

regulasi terus berjalan yang ujungnya tak akan menguntungkan bangsa dan negara.

3.3.2. Latar Belakang Mengganti Sistem Konirak karya

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru, pembaruan
vang terasa adalah sistem kontrak vang diganti dengan perizinan. Pada era
sebelumaya, kontrak yang dibuat antara p:exiwrintah dengan pihak konteakior

membuat posist pemerintah menfadi menduag, §a§cm regulator sekaligus partner.

% Simon Sembiring, op.eit, him. 178,
' ibid,
10 visalnya UL Kehutanan, Tato Roang, Lingkymgan, Pajak dan PNBP dan Otda
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Sehingga menurut pembuat undang-undang''’, secara ketatanegaraan merendahkan
posisi pemerintah sehingga sejajar dengan para kontraktor. Selain itu pembuat UL
Pertarnbangan Mineral dan Batubara ini beranggapan bahwa karena perjaniiannya
berbentuk kontrak, maka implikasi hukum yang mengiringinya sangatiah berat.
Bila terjadi dispuie terhadap ist kontrak, pemerintsh memang bisa menuntul
kontraktor, atau sebaliknya kontraktor menunfot pemerintah. Tetapi keberadaan
aset negara lkut terancam dalam pusaran konflik yang diarbitrasekan. Dengan UU
Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru, maka fidak akan ada lagi sistem
kontrak antara investor dan pemerintah. Dan kalau terjadi dispute, tidak terjadi
terbawanya aset negara dalam sengketa.

Menurut pembuat UU Pertambangan Mineral dan Batubara, point
keuntungan dari sistem perizinan adalah Pemerintah Indonesia memposisikan diri
lebih tinggt dibanding pelaku usaha. Pemerintah adalah Sang Pemberi [zin
Dengan demikian, apabila pemegang izin usaha pertambangan melakokan
kesalahan, pemerintah bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal seperti ini tidak
bisa dilakukan pada sistem kontrask. Namun demikian dalam UU ini juga cukup
akomodatif, dimana penyelessian perselesaian persclisthan diselesaikan melalui
pengadilan dan arbitrase dalam negerl. BAB IV akan mengkali mengenat
penyelesaian sengketa lebih lanjut. Di dalam UU Pertambangan Mineral dan
Batubara yang baru ini, tidek disebutkan sama sekali mengenal konirak, keouall
kontrak yang sudah diteken sebelumnya antara pemeriniah dengan kontraktor
(Pasal 169 UL Pertambangan Mineral dan Batubara). Untuk kontrak yang sudah
diteken pun kontraktor harus menyesuaikannya dengan Ul Pertambangan Mineral
dan Batubara yang disabkan DPR pads 16 Desember tahun lalu ini (Pasal 170).
Terlepas dari penyesuaian itu, pergantian rezim dari kontrak menjadi izin tentu
tidak lagi memposisikan kesejajaran antara pemerintah dengan kontraktor. Dalam
rezim kontrak, posisi pemeriniah seakan sejajar dengan kontrakior. Berbeda
dengan sistem perizinan. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pemberi izin

usaha pertambangan.
T

1 Simon P, Sembiring, op.cif, him 188,
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3.3.3. Izin Usaha Pertambangan

UU Minerba ini memiliki sebuah sistem baru, Darl awalnya yang
menggunakan sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Posisi pemerintzh dalam
DU Minerba tek lagl setara dengan kontraktor. Menurut pembuat undang-undang,
sebagai entitas publik, pemerintah adalah a regulator bukan pelgku bisnis, inilah
vang menjadi semangat dalem UU ini'™ Jika pada sistem kontrak karva,
pemerintah, menteri, presiden menandatangani kontrak dengan investor, Dari sisi
investor hal ini sangat baik, namun menurut pembust undang-undang s, untuk
satu aturan ketatanegaraaan, adalah hal yang tidak tepat, Inilah yang diubah dengan
UU Pertambangan Mineral menjadi sistem izin

TUP adalah izin untuk melaksanakan ysaha perfambangan. Selanjuinya
dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38 disebutkan bahwa IUP
bisa diberikan kepada badan usaha, koperast dan perseorangan yang memsnuit
seiumlah  persyaratan. Bagt penanaman modal asing (PMA) vang hendak
beroperasi di Indonesia terbuka pinty untuk melakukan investasi setelah terlebih
dahuluy perusshaan tersebut membentuk perusabaan yang berbadan hukum
Indonesiz, [UP itu sendiri dibagi menjadi duz sesuai dengan fahapan
penambangan, vakni eksporast dan eksploitasi/ produksi. Sebelumnya, Pemerintah
menetapkan Kuasa Pertambangan (KP} dibagi menfadi enam; KP Penyelidikan
Umum, Ekspiorasi, Fksplottasi, Pengolakan dap Pemurnian, Pengangkutan, dan
KP Penjualan. Peringkasan ini memperpendek jalur birokrasi.

Izin uwsaha pertambangan (IUP eksplorasi umuk mineral logam beclaky
paling fama sclama 8 tzhun. Apabila perusahaan tambang hendak memasuki masa
eksploitasi/ produksi, kembali harus mengajukan TUP Operasi Produkst lagi.
Pengajuan IUP bisa kepada Menteri, Gubernur, Walskota/ Bupati, sesuai dengan
letak fokast wilayahnya. Jangka wakts IUP Operas] Produkst diberikan dalam
jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 {dua) kali masing-

Y Pumome Yusgiantoro, Menter] ESDM: Pemerintah Adaleh Penpatur Bukan Pemain:
<Bitp/wew hukumoniine.com>, 23 Jampui Z009,, “Sebagat public entity, government adalah 2
regulator bukan a player, inilab yang menjadi semangat dalam U inl. Dmana kedepan, beatuknya
tukan kontrak. Xalau dulu government leken kootrak, menteri, presiden teken kontrak dergan
wmvester. Untuk invesior it's good, tapi uniuk sate atwrae kefalanegarzaan, saya kim kurang pes.
inifah yang kiia ubah dengan sisiem izin, jadi bukan kontrak iagi tkstannya,”™.
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masing 10 tahun. Ada tujuh izin yang diatur dalam UU Pertambangan Mineral dan
. Batubara. Izin itu adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), [UP Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan
Khusus (TUPK), TUPK Eksplorasi, dan TUPK Operasi Produksi.'"®

Jika kita kembali ke analisa ekonomi terhadap hukum oleh Posner, dimana
berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (vafue), kegunaan (utility) dan
efisiensi (efficiency)'"’, khususnya dari segi efisiensi maka UU Pertambangan
Mineral dan Batubara dengan sistem [UP telah sangat memenuhi sisi efisiensi
karena jika dibandingkan dengan kontrak karya terjadi deregulasi pengurusan
kontrak dalam 1zin yang sangat sederhana. Dan segi nilai dan kegunaan IUP
memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak karya yang
memakan waktu dan biaya proses yang lebih lama dan lebih mahal. Namun
demikian dari sisi kegunaan IUP sangatlah sederhana dan tidak mengatur banyak
ketentuan di dalamnya, dimana ketentuan lainnya harus kembali mengacu pada

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

3 Tyjuh jenis izin dalam UU Pertambangan Mincral dan Batubara: 1. Izin Usaha
Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 2. IUP Eksplorasi
adalah izin usaha yang diberikan untuk melalukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan 3. TUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan TUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, 4, Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan datam wilayah
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi lerbatas. 5. Izin Usaha Pertambangan
Khusus (TUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus. 6. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kcgiatan penyelidikan wmum, eksplomsi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus, 7. JTUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan JTUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin
usaha perlambangan khusus.

14 Richard A Posner, op.cit,, hlm. 12-17.
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BAB4
SISTEM HUKUM PERTAMBANGAN, KEPASTIAN HUKUM
DAN KEMAKMURAN RAKYAT

4.1. Struktur Hukum Dalam Izin Usaha Pertambangan

Fra reformasi yang bergulir sejak 1998, dan baru melahirkan era baru
pertambangan Indonesia pada 16 Desember 2008.Yakni, dengan disetujuinya UU
Mineral dan Batubara dalam Sidang Paripurns DPR-RI, kemudian dilanjutkan
denga disahkan merjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Perfambangan Mineral dan
Batubara, untuk menggantiken UU 1171967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan, pada 12 fanuari 2009

UU Pertambangan Minersl dan Batubara Terdsni dart 26 bab das 175 pasal,
dengan substansi utama pengaturan dan pengelolaan pertambangan dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dimana untuk hal tersebut akan ditetapkan
verbagai kebijakan pertambangan nasional antara lain seperti standar, petunjuk,
kriteria, dan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemermtah Daerah,
Pemerintah dan Pemda berwenang pula dalam hal pengembangan, pengawasan,
penetapan priofitas nasional'” (Domestic Marke: Obligation) dan nilai tambah.
Tahapan vang sedang dilakukan Pemerintah adalah Melakukan Sosialisasi UU
Minerba kepada seluruh stakeholder pertambangan.’'¢

Utaian Friedman yand dijabarkan dalam BAB 1 di atas menunjukan bahwa
structure sebagal bagian dari sistem hukum meliputi insthtusi-institust yang
diciptakan oleh sisterm hukum mencakup judikatif (pengadilan), legislatif dan
eksekutif. Komponen struktar hukum  merupakan represeotasi dari aspek

institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-

5 Demi kepentingan nasional, Pemerintah menclapkan domestic market obligation
(DMO) untuk mingral dan batubara. Perusahaar tambang dengan skema WPK memiliki kewajiban
untuk membagikan kenntungan bersih setelah produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda.

"8 Selain iy, juga pemerintzh dan pemerintah daerah menyesun dan mempersiapkan
amran pendokung ustok UL Pertambangan Mineral dan Batwbars sepertt Peratiran Pemerintah
(PP), dan Peraturan Menteri (Permen), di aniaranya: penetapae prioritas nagional dan peactapan
harga jual batubara, ponyiapan dan penetapan wilayah pertanbangan, kegiatan usaha mineral dan
batabara, pemibinaan dan pengawasan pertambangan, reklamas! dan pasca tambang.
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undang. Straktur dalam implementasinya merupakan sebuzh keseragaman vang

berkaitan satu dengan vang lain dalam suato sistem hukum,

Kewenangan pemberian izin dalam UU Pertambangan Mineral dao

Batubara diserabkan kepada pemerintah provinsi dan pemerinteh kota atau

kabupaten. Namun demikian Kewenangao pemerintah pusat juga ada pada
pemberian [zin Usaba Pertambangan Khusus (TUPK) eksplorasi dan 1UPK Operasi
Produksi''’”. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah.

Adanya pemberian kewenangan bagi pemerintah pusat dalam pemberian Izin usaha

Pertambangan Khusus, bukan berarti pengelolaan minerba kembali ke zaman

sentralistik, seperti orde baru. Pemerintah daersh tetap punya kewenangan
memberikan Izin {Usaha Pertambangan (IUP). Kewenangan pemerintah provinsi
diatur dalem Pasal 7, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur
dalam Pasal 8. Untuk jelasnya dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah
{Pasal 6} {Pasal 7} Kota/Kabupaten
{Pasal 8)
Pemberian IUFR, pembinaan, | Femberian 2B, pambinzan, | Pemberian  1UP  dan  Fzin
penyelesaian konfiik | penyelesatan kanflik | Pertambsngan Rakyat {IPR],
riasyarakat, dan pengawasan | imasyarakat dan pengawasan | pembinaan, prenyeiossian
usaha pertambangan yang | usaha pertambangan pada | kenflik  masyarakat,  dan
herada pada lintas wilayah | lintas wilayah | pengawasan usaha
provinsi  dan/atau  wilayah | kabuparenskota  dan/atan | pertambangan i wilayah
laut lebih dan 12 mil davi | wilayah laut 4 mil sampai | kabupatan/kota danfatau

garis pantai

Pemberian HUP, pembinaan,
penyelesaian konflik
masyarakat, dan pengawasan
usgha pertambangsn yaag
iokasi penambangannya
herada pada Hntas wilayvah
provinsi danfaisu  wilayah
iaut lebih dan 12 mil dani

garis pantai

Pemberian |UP. pembinaan,
penyelesaian konfik
masyarakat, dan pengawasan
usaha pertambangan operax
produksi yang herdampak
lingkungan langsung lintas
provinsi danfatar  dalam
wilayah lant iebih dari 12

spenyelesaian

dengai 12 mil

Pemberkan 1UP, pembinaan,
petyelesyian konflik
magyvarakat dan pengawasan
ugaha pertambangan operasi
pradulsi vang keglatannys
berads pads Hnias wilayah
kabupaten/kota dan/atau
wilayah leut 4 mil sampai
dongan 12 mil

Pamberian [UP, pembinaan,
konflik
masyarakat dan pengawasan
usaha pertambangan yang
berdampak linghungan
Iangsung linias

wilavah laut sampai dengan 4
miil

Pembepian  HJF dan  IPR
nembinaan, penyelesaian
kenflik  magyarakat  don
pengawazarn usaba
pertambangan operast
produksi vang keglatannya
berada i wilayah
kabupateafkota  dan/atan

wilayah laut sampat dengan 4
mil

17 UTJ Pertambangan Mineral dan Batubars, Pasal 6 ayat (1) huruf § dan Pasal 74 ayat (1)
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il dan garis pattai kabupaten/kota  dan/atau
wilayah laut 4 mil sampai
dengan 12 wil

Tabel IV.1. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Kewenangan masing-masing pemerintah yang diatar dalam UU Minerba
ini hampir mirip dengan ketentuan Perfuran Pemerintah (PP} No. 75 Tahun 2001
tentang Porubahan Kedua Atas PP No 32/1967 tentang Pelaksanaan UU No. 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,''®

4.1.1. Kewenangan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Wilayah vang tfercantum pada masing-masing Konfrak Karya adalah
berbeda. Persyaratan wilayah usaha pertambangan vang diperbolehkan bagi
perusahaan pertambangan dalam Kontrak Karya(KK), luas wilayah tidak boleh
melebihi 250.000 Ha!'? yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Namue wilayah
ini felah mencskup wilayah kegistan eksplorasi tambang Dalam UU
Pertambangan Mineral dan Batubara, Luas dan batas Wilayah 1UP (WIUP) mineral
logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. '

Kasus yang meparik mengenai kewenanpgan pemberian izin ussha

pertambangan yang penulis kaji adalah kasus di Pengadilon Trlandia antara Bulz

" Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat (2); Koasa Pertambangan
sebagaimana dimeksud dalam ayat (1} dapat diberikan oleh : Bopati/Walikota apabila wilayah
Kuasa Pertambangan-nya terlonak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau dfi wilayah lauwt sampai 4
{empat} mil Jaoy; Gubernyr spshila wilayah Kussa Perlambanganays terletak dalam beborape
wilayah Kabupaten/Kota dan tidak difskukan kerja sams antar Kahupaten/Kola waupun antars
Kahupatenota dengan Propinsi, dan‘atau di wilaval last yang terletok antara 4 (empat) sampal
deagan {2 {dea belas) mil lay; Menterl apshils wilayah Koasa Pertambangannys terletak dalam
heberapa wilayah Proping dan 6dak dilskokar keria sema antar Propinsi, danatau di wilayah Taug
yvang terletak di hear B2 {dua belas) mil laue,

1% peraturan Pemerintah No. 75 Tabun 2001, Pasal 21 ayat (1) dan Keputusan Menteri
Pertambangan dan Epergi No. 134 X/201/M PEA996. Persyaratan wilayah yang diperbolehkan
bagi peagusahaan pertambangan @ @.Kontrak KarvefKK), laas wilayah 6idak beleh melebiki
250,008 Ha. 2.Perjanjian Karya Pengusahaan Periambangan Batubara (FEP2RB), luas wilayah tidak
boleh melebihi 160.000 Ha, 3.Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Uatura, luas wilayah tidak
boleh melebihi 25.000 Ha. 4.Kuasa Pertambangan (KF) Eksplorasi, Iuas wilayah tidak boleh
melebihi 10.600 Ha. 5.Kwnasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi
5,000 Ha. Intisari Konfrak Karya dan Perjanjian Karya adalah Pengusahaan Pertambangan Batubara
merupakan suatu ketentuan khusus yang berlaka,

1) Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 17,
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Limited v. Tara Mines Lid,". Kasus ini berlatar belakang adanya cadangan
mineral tambang berupa lead-zinc (timbal dan seng) yang ditemukan oleh
perusahaan pertambangan Canada vang berasosiasi dengan Tara Mines, Lid.
funtuk selantutnya, “Tara”), Bagian dari cadangan yang kaya ini berada di
Nevinstown di bawah wilayah milik Patrick Wright. Tara mendapatkan izin untuk
menambang i wilaysh torebut dart Menteri Energi Irlandia (untuk sclanjutnya,
“Menterl™) uniuk mengembangkan fambang timbale dan seng Namun pada
akhirnya baru diketahul bahwa sebagian wilayah tersebut adalah milik pribadi
Patrick Wright, dan bukan milik Negara Trlandia. Tara juga berkeinginan untuk
mendapatkan ixin dart Patrick Wright untuk menambang di area miltknya. Namun
Wright akhirnya memilih pada panawaran dard Bula Limited {untuk selanjutnys,
Bula). Namun Menteri beranggapan bahwa akan lebih baik jika cksploitast dalam
satu wilayah pertambangan dapat dilskukan oleh saru unit operasi. Namun usaha
melakukan satu operasi pagal, dan pada wilayah tersebut tetap ada doz operas
pertambangan. Namun Menteri  (Negara Irlandia) tetap mencoba untuk
mendapatkan kontrol, dan pada pbulan Desember 1975, Menteri dapat mengambil
alih 49% saham dari Bula dalam suatu perjanjian. Dengan Negara sebagas pemilik
saham utama di Bula Ltd, Menterl setuju untuk memberikan usaha yang terbaik
agar Pemerintah Negara Irlandia setuju untuk menjamin (tidak melebihi £10 juta)
pembiayaan utama yang dibutuhkan Byla dalam pembangunan tambang '** Dan
sebelum perjanjian tersebut diatas, Menten telah memberikan izin pada Tara untuk
menguasal wilayah yang lebih luas, sehingga Tara menguasai 5/6 bagian dan Bula
banys menguasai 1/8 bagian dan seluruh wilayah cadangan mineral. Dalam masa
dari tabun 1975 hingga 1986, rambang Bula tidsk memproduksi timbal atau seng
sama sekali, sementara Tambang Tarza telsh berproduks? sefama satu dekade, Pada
tahun 1983, Bula mengalami kesulitan keuangan yang serius, dan sebagai pemilik,
Menteri berusaha untuk dapst memberikan bantuan kredit dari satu perusshaan

B pala Limdted ( in Receivership), Bula Holdings, et 2! v. Tara Mines Lid, Cutokumpn
Oy, ¢ al, and the Minister for Bnergy 119981 In ongoing Jegal batfies for the past thivieen years
since first instituted in the Irish courts in 1986, Bule Limited (in receivership} and Bula Limited
have been Hiigating with Tara Mines 1id over conirof of o reputedly large and valuable leedzine
ore deposit located near Novan (An Usimh), Courty Meath, in Eastern Jreland.

E ith the State us o major sharehalder in Bula Lid. (the Bula AMine), the Minister agreed
I “use his Best endesvours io ensure thut the Government of Ireland aprees (o gmarames on
amount not excesding £10 million in respect of the magjor finoncing required by flimited) lo
develop the ming. ™
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pertambangan Finlandia yaitu Outokumpu Oy, bantuan dari Pemerintah Irlandia
dan beberapa pinjaman dari Bank. Proposal ini dikenal dengan nama “Barkers’
Trust Package”. Tambang Tara juga berusaha memberikan alternatif dengan
menawarkan untuk mangambii alth Tambang Buls, sehingga menguasai
keseluruhan wilayah cadangan mineral tersebut. Namun pada akhirnya Meten
menyimputkan babwa proposal diatas tidak skan menghasilkan pembangunan
tambang Bula yang indipenden dan membatalkan proposal fersebut, dank arena
proposal Tara seperti diatas juga ditolak, sehinggs Bula tetap pada kondisi
kesulitan keuangan dan pengajukan tuntutan atas kerugian keuangan yang
dituduhkan pada Tara dan Menteri. Tuntutan tersebut adalah

i veawrious wrongfil acts on the parl of Tara, inclading inducing the
Minister to withdraw jrom the Bankers' Trust Package and making
misrepreseniations as to the Tara proposal;

i conspiracy between Tara and the State defendants to cause such
loss to the plaintiffs ;

i other wrongful acts on the pori of the Stwe defendants causing
economic Joss fo the plaintiffs; ad

iv.  the trespass of Tara in o the ore body belonging to (Bula) Limiied
and the wniawfid extraction amd conversion 1o their own use of a
significant part of that ore body.

Para tertuduh menyangkal semua tuduban diatas. Proses pra pengadilan berjatan
beberapa tahun sebelum akhirnya dimulai pada akhir tahun 1993, Pengadilan ini
memakan wakin 277 hari, dan disebutkan bahwa jangka waktu Pengadilan ini
merupakan vang terlama dalam sejarah Pengadilan Negara Irlandia. Pada akhirnya
Pengadilan Irlandia memutuskan bahwa semua tuduhan Bula tidak terbukti dalam
pengadilan. Namun demikian atas beberspa pertimbangan dan karena kondisi
kevangan Bula yang buruk, biaya pengadilan dibebankan pada tectuduh yaitu Tara
dan Menteri,

Kasus perizinan pertambangan di Irlandia ini sangat menarik dan sangat
mungkin timbul kasus serupa di Indonesia dibawah UU Pertambangan Mineral dan
Batubara terkait dengan kewenangan pemberian [UP oleh Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Pusat. WIUP Gitentukan dan diberikan oleh kepala daerah, dan sangat
mungkin terjadi bahwa di dalam are WIUP tersebut ada lahan milik pribadi. Dalam
hal penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, Hak atas WIUP, WPR,
atau WIUPK tidak meliputi hak atss tansh permukaan bumi dan kegiatan usaha
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pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah
sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang- undangan'” Dan selanjutnya
ditentukan bahwa Pemegang 1UP  Eksplorasi atan IUPK Eksplorasi hanya dapat
melaksanakan kegiatannya seteleh mendapat persetujuan dari pemegang hak ates
tanah'™ dan Pemegang IUP atau TUPK sebelum melakukan kegiatan operasi
produksi wajih menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '> Pemegang TUP atau IUPK yang telah
melaksanskan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas
tanah sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disebutkan
Hak atas tersebut bukanlah merupakan pemilikan hak atas tansh. '™ Dapat
digimpulkan bahwa Pemerintzh Daerah maupun Pusat dapat memberikan IUP
namun dalam wilayah yang telah diberikan izinnyva tersebut mungkin masih
terdapat wilayah-wilayah atau daerah-daerah vang dimiliki oleh rakyat, dan bukan
milik negara. Mekanisme penyelesaian wilayah hak pengusahaan yang telah
diberikan izin oleh pemerintah namun belum diberikan hak oleh pemilik wilayah
tidak dijabarkan dengan pasti dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini.
Sehingga dapat terjadi pemilik-pemilik wilayah tidak memberikan haknya pada
satu perusahaan pengusahaan pertambangan, namun memberikannya pada pada

perusahaan pertambangan lainnys,

¥ UU Pestardangan Mincral dan Batubara Pasal 134 1) Hak atas WIUP, WPR, aise
WIUPK tidak melipuli hak alas tsh permukass bumd. 2) Kegistan usaha pertambangan tidak
dapat dilzisanakan pada fompal yang dilsreng volok melakukan kegiatan usabn penisnbungan
scsual dengan ketenhmas persturgn perundang. undanpan 3) Kepiatan usaba perfambangan
schagaimmany Glmaksed pada aval {73 dooat dilskmnskan seteish mendapat izin dar ingtangt
Pemerintah sesual dengan ketentuan peosturan porendane- aidaogen.

% U Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 135, Pemegang TUP  Eksplorast atau
IUFK Eksplorast banya dapat melakssnskan kegiatannvs setclah mendapat perselujuan dad
mmegan%shak ey tanah,

21U Pertambangan Mineral dan Batubars, Pasal 136, 1} Pemepang TP atau IUPK
schelum melakudkan kegialan operast produksi wajib menyelesaikan hak atas amah dengan
pemegang hak sesuai dengan ketentuan persluran perundang-undangan, 2) Penyelesaian hak atas
tanzh scbagsimana dimaksad pada ayat (1) dapat dilakukan secara benahap sesuai dengan
kebulyhan atas tanah ofeh pemegang FUP atan FUPK,

8 U Pertambangan Mineral dan Batubara, Fasal 137, Pemegang IUP atan TUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dap Pasal 135 yang telabh melaksanakan penyelesaian
terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan bak alas tanah sesuai denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 138; Hak atas [UP, IPR, atan IUPK bukan merupakan pemilikan hak
atas lanah.
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Pada kasus Town of Riverhead v. T.S, Haulers, Inc tahun 2000, di New
York Amerika Serikat'”’; Warga kota Riverhead (untuk selanjutnya, Kota
Riverhead) menuntut Perusahsan T.8. Hauoler Inc.{untuk selanjutnya, Hauler) atas
tuduhan melzkukan penambangan pasir tanpa izin khusus dari Kota Riverhead.
Sebelumnya Hauler mendapatkan izin usaha pertambangan untuk menambang
pasir di wilayah Riverhead vang diberikan oleh Departemen Konservast
Lingkungan Amerika Serikat atau Department of Environmenial Conssrvation
{untuk selanjutnya, DEC). Menurut Havler yang mendapatkan perizinan dari DEC
atas dasar Undang-undang Reklamasi Tanah Pertambangan Amerika Serikat™®
bahwa UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa UU tersebut
menggantikan (supersedes) peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan
dengan industri pertambangan, sehingga izin pertambangan yang diperoiehnya dari
DEC adalah sah dan tidak perlu mendapatkan izin lagi dari wilayah setempat.
Namun dalam keputusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan:

“The Mined Land Reclamation Law (MLRL) explicitly states that it ‘shaill
supersede alf other siuie and local laws relating 1o the extractive mining
industry’, but does not prevent any local government from ‘enacting or
enjoreing local zoning ordinances or laws \which defermine permissible
uses in zoring disivicis’, The MLRL ‘dees not preempt a puniicipality’s
authority, &y means of Hs zoning powers, 1o regulate or prosibit the use of
land within its municipal bowndaries for mining operations’. The incidentul
control resuliing from the nnicipality's exercise of its right o regudaie

7 1 Town of Riverhesd v T8, Haulers, Inc, 275 AL 2d 774 (Y. App.Div.2d Dept,
2000), the defendant appealed the lower cowd's decision where a sand mine operalor had been
permanenily enjoined by the Supreme Court, Suffolk Couniy on May 10, 1999, fiom sand and soil
mining and processing and divected to apply for u special permil under Riverhead Town Code §
108-45 (B) (6). Defendant’s motion, in effect, for re-argument was also denied. The defendani-
operator of the sand mine argued that it way not required to obfain a special permil from the
plaintiff, Town of Riverfiead, lo carry on is mining and processing operation. It confended that any
focal special permit requirement is superseded by the State's Environmental Conservation Law and,
since it holds a valid mining pernit from ike New York State Departnent of Environmerstol
Conservation fheregfier, the DEC), it needs no siher quthorization.

" United States Mined Land Reclamation Law, Asficle 23, Title 27-Environmertal
Conservation Law Implementing Regulations-SNYCRR Pari 420425, Mineral Rasources are on
importart port of New York Stale. The Stade Legisloture enacted Articls 23, Tide 27 of the
Environmental Conservation Low (801} of New York State to achieve the polivies of the Stoie
which are o ensure e enviropmentolly sound, economic development of New York's mineral
resources and the return of qffected land fo productive use for carrent and future generstions
Regulotions (GNYURE Ports 4204251 and o permitting program designed lo achieve these gogls
have been established by the New York State Depariment of Environmental Conservation, A Mined
Land Reclomaton permit it an approval In conduet regulated aotivities af a specific sife. Peroiits
are issaed by DEC for annval terms of up {0 five years and may be renewsd Cortain extraction of
mingrals in oid of constraction profects or agricultural activities may be exempt from the
perniifting requirements of the Mined Lond Beclamation Law,
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fand use through zoving faws does pot amonnt {0 reguiation ‘refating o the
exiractive prining industry’."

Karena MLRL tidak mencegah pemerintah daerah menerapkan dan menetapkan
zona-zona tertemty dalam wilavahnya untuk pengusahaan pertambangan, maka
Mahkamah Agung Ameriks Serikat memutuskan bahwa pengusaha pertambangan,
dalam kasus ini adalah Hauler, harus mengajukan kembali permohonan izin dari
Kota Riverhead untuk melakukan kegiatan penambangan pasirnya.

Contoh kasus di atas dapat diaplikasikan dalam UU Pertambangan Mineral
dan Batu Bara, bahwa meskipun suatu perusahaan pengusahsan pertbambangan
telak mendapatkan {UP dari pemerintah pusat {menteri) ataupun pemerintah daerah
{gubemur, walikota atau bupatl) tidak berarti perusahaan tersebut tidak perly lagi
mengajukan permohonan izin atau bak dart pemerintah daerah atan permlik
wilavah tertentu untuk melakukan kepisian penambanganaya. UU Pertambangan
Mineral dan Batubara mengater Ixin Usaha Pertambangan namun tidak mengstur
cara Pemerintah Daergh menerapkan zona-zone atau wilayah-wilayah tertentu di
daerah mana yang dapat digunakan untuk tempat tinggal, wilayah industi dan mans
yang dapat digunakan untuk wilayah pertambangan.

Meskipun demikian, dalam proses pemberian izin atas penggunaan daerah
dari pemerintah daerah ataupun pemilik yang sah dari suatu lzhan, pemerintah
daerah atau pemilik lahan tidak dapat menetapkan syarat-syarat tambahan lain
yang berbeda dari UUJ yang telah ditetapkan dalam memberikan ijin peaggunaan
lahan yang dikuasainya seperti dalam kasus di South Dakota Amerika Serikat,
South Dakota Mining Association v. Lawrence County tahun 199?135, dimana

% hiahkamah Agung Amerika Serikat menambahkan permyasaanya babwa: Onfv hose
les Hhed deof “with the octunt eperation and process of mining’ are superseded’. Here, sipoe
Riverhead Town Code § 10843 (B} (5 is a zroning regulation that does not address the aviuaf
operation and provess of mining, and oy restriction or sond prining was Tnctdental o the Town's
exgreise of iy right 1o regulote lond use through zoning regufation. The MLRI did not supersede
the Town requivement that the defendont obtain u special use permit from the Town Board”
Riverkead (& 775} The Uourt alse noted that the defendant’s motion for essentinlly reargnonent,
which was denied, is not appealable. The lower court’s decision was offirmed The szma’ ming
Operzziar }zazi‘ 2 apply for o town special use permil,

¥ 1u South Dakotz Mining Association v, Lawrence County , 977 F. Sepp. 1396 (Dist,
S.D. 1997, the plointiff Mining Association was representing Homestake Mining Co, Wharf
Resources, Golden Reward Mining Co., Naneen Minerols, Inc., and patenied land owners | the
Galis. The defendant counly was joined by Action for the Environment as amicus curiae, ond Jook
Cole, infervenor. In Lawrence County, the court held that although the Mining Aot (1873} does
leave voom for loce! regulation, et reguiation must net conflict with federal lmyv. The Lavwrence
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Lawrance County memberikan syarat-syarat tambahan lain sebagal tambahan
syarat vang telah ditetapkan dalam undang-undang, schingga pengadilan
memutuskan bahwa Pemerintah  Daerah Lawrance County tidak dapat
menambahkan syarat-syarat lain dalam mengeluarkan izin tambshan yang
bertentangan dengan persyaratan pertambangan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Federal Amerika Serikat. Mengambil inti dari kasus ini, dalam
menetapka TUP pemerintah daerah dapat memberikan izin sesuai peruntukan
wilayah daerah atas zona-zona yang telah ditetapkan, namun tidak dapat meminta
persyaratan-persyaratan yang lebih danpada yang sudah ditetapkan dalam UU
Pertambangan Mineral dan Batgbara ini,

4.1.2, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Izin Usaha Pertambangan
4.1.2.1. Penyelesaian Sengketa

Karena bentuk pengusahaan pertambangan dilakukan dengan bentuk ILP
(Izin Usaba Pertambangan), investor tidak lagi dapat melakukan kegiatan usahanya
dalam bentuk sistem Kontrak Karva (KK) dan Perjanpian Karya Pengusahaan Batu
Bara (PXP2B}. Investor pertambangan vang bersekala menengah dan besar lebih
memilih sistem perjanjian/ kontrak karya yang lebih membertkan kepastian hukum
mengingat karakteristik dari industn pertambangan seperti yang dijelaskan dalam
BABRB II di atas, terutama jika melakukan investasi di negara-negara berkembang
yang sering melakukan bongkar pasang peraturan perundang-undangan'>

Salah satu dari fungst sistem bukum menurut Friedman'™ adalah fungsi
penyelesaian seogketa (dispwle settlemeni). Menurut Richard L. Abel, sengketa

Courdy ordinance prohibits surfoce mining which is authorized by federal lovw. Since the local
ardinance vinlotex the federal pro-emption docteipe, it must “recede” and is of no effect. The
Lawrence {ounty ordinance way declared invalid, and o permanent injunction agoinst Lawrence
County was issusd.

5 Gamowan Fauzd, Perly Komitmen Pemerintah untuk Wupndkan “Good Governarnce”,
<httpHacchrecoverviorumorngy., Dalam mengelola pemerintaban di Indonesia, sering éziaﬁzzxazz
sistern bongkar pasang poratumn setiap tepadi pergantian pejabat. “Sistem bongkar pasang
peraturan inl membust kebingungan di tengah masy'amka{ dan ini menimbulkan adanys geiolsk dan
keﬁésicpemym kepada punpman,”

* Lawrance M, Friedman, Amerean Z}aw, ant Introduction, dierjematkan oleh Wighmy
Baenki, {Jakarts: Tatanusa, 7001 him. 11, Sistem hokum melalukan Bmpst sebagal siglem konirol
sosial. Dialam arti yang paling lnas, sistem kontrof sosial ini merupakan fangst dari sistem hakum.
Fungsi sigtem bukom kediua yang Tuas dapat disebut dengan penyelesaian seogketa, dan tetakhir
adalsh funget redistribusi (redistributive function) atan fungsi rekayasa sosial {soclal engineering
Junotion.
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{dispuie), adalah permyatzan publik mengenai tuntutan vang tidak selaras
{(inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam hal ini misalnya ada
dua perusahaan pertambangan yang berebut wilayah operasi atauy wilaysh
eksplorasi pertambangan, atau tuntutan pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan
lain sehagainya. Sayangnya dalam UU Pertambangan Minera! dan Batubara tidak
banvak mengatur fungsi sistem hukum ini,

4.1.2.2. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Arbitrase Nasional

Dalam 171) Pentambangan Mineral dan Batubara, dari 178 pasal hanya 1
pasal yang mengatur penyelesaian sengketa, dari keseluruhan kata-kata yang
terkandung dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara vang berjumlah 16.972
kata, hanya terdapat satu kata "sengkets”. Batu-satunya pasal yang mengaturnya
vaitu Pasal 154 yang berbunyt Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan
IUR, PR, atau TUPK disclesatkan melalul pengadilan dan arbitrase dalam negert
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan lebih disayangkan
lagi bahwa mengenai fungsi hukum sebagal penyelesatan sengketa, Penjelasan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 154, hanya berbunyi: "Cokup Jelas™.
Dalam IUP, karena menyaogkut suatu izin yang dikeluarkan oleh lembaga
pemerintahan, penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Tata usaha Negara
di dalam ncgeri. Penyelesalan sengketa yang dilakukan melalui Pengadilan Tata
Usaha Nepara tidak dapat dilakukan kasast pada sengketa TUP vang dikeluarkan
oleh pejabat daerah. Karena menurnt Undang-Undang No. § Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung, perkara tata usaha negara yang cbjek gugatannya berupa
keputusan pejabat daerah vang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah
bersanglutan™™ tidak bisa dikasasi. sehingga penyelesaian sengketa hanya dapat

b3 Pada Undang-Undang Mo. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (MA) banyak
Fendapal yang menyalakan baliwa pada saat merevist peraturan terdahuly, vakod Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tampaknya melakukan kesalaban
pada bapian yang mengatur pembatasan kasasi, MA bertugas mengadili perkam di tingkat kasast.
Tetapi tidak semua perkara bisa dikasast, Pasal 45A avat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung
memboat Hge pengecualiar {) putusan \eniang praperadilan; Gi) perkars pidana yang diancam
perkam pidana peniara paling lams sate lahun dan atau dimecam dengan pidana denda; dan (i)
perkars 8t useha negam vang objok pupatannya berupa kepatusan pejabat daerah vang jengkasan
keputosannya berlaku di wilayah dacmh bersanghatan, Scianiutnya, pasal 4584 ayat {3) menegaskan
balwa poymohonan kasasi afas ketlign jenis porkara {adi, alsu permohonan vang fidsk memenuld
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terjadi di Pengadilan Tata usaha Negara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan
Batubara, meskipun isi dari IUP telab ditetapkan untuk mencakup ketentuan

penyelesaian perselisihan'™

, ULT i1 juga telah menetapkan bahwa setiap sengketa
vang muncul dalam pelaksangan IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'™. Sehingga
ketentuan isi TUP mengenai penyelesaian sengketa sebenarnya hanya mengulang
ketentuan UL bahwa sengketa diseiesaikan di pengadilan dan arbitrase di dalam
negeri. Kata ‘dan’ dalam keteptuan ‘pengadilan dan arbitrase’ menimbuikan
penafsiran bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam dua lembaga, yaitu
di pengadilan dan juga harus melalui arbitrase di dalam negeri. Karena Putusan
Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat {(sepertt putusan vang telah
mempunyai kekuatan hukum tefap), ketua pengadilan tidak diperkenankao
memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut’™®
Apakah penyelesaian sengketa antara penanam modal dengan pemerintsh yang
dimaksudkan dalam pasal Pasal 154 yvang berbunyi: "Seiiap sengheta yong muncul
dalem pelaksopaan TUP, IPR, aian IUPK disclesaikan melalui pengadilan dar
arbitrase datom negeri..”, dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negarg lebih
dabisle kemudian dilanjutkan dengen proses arbitrase dalam npegert wntuk
mendapatkan putusan yang bersifat mandiri, final dan mengikat? Ataukah
maksudnya agar memprosesnya melalui arbitrase dan agar putusan arbitrase dapat
dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada

B Dalam hal im sebenarnya ada suatu

kepaniteraan pengadilan neger:
kemungkinan bahwa tedadi salah penetapan kata ‘g’ saat pembuetan UU ini,

yang scharusnya dapat dituliskan kata ‘avaer’,

syargl formal harus dinyalakan ddak dapat diterima {niel ontvankeliik verklaard). Perystsan tidak
dapat dilerima iy, menunat ayat ini, dibvat melalui penetapan ketug pengadilan tngkat pertama
FHka pwelgpan sejenis sodah keluar, PN tak portu mengirinkan berkas lagi ke Mahkamuh Agung.

¥ UU Pertambangan Mincral dan Batubars, Pasal 39 ayat (1) dan ayal (2).

'3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 154,

136 Gatot Soemartono, Arbitrase den Mediasi di Indonesia, (Takarita: PT Gramaedin Pustaka
tama, 2006}, dm 74,

T Penpan mendsfarkan dan menyerahkan lembar asli ateu salinen autentik putussn
arhitrase nagional olek arbiler atau kussarya ke panitera pengadilan negern, dalam wakin 30 (lgz
puluh) hari setelzh putusan sbitase dincapkan.
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4,1.2.3. Arbiirase

Arbitrase adalah szlah satu dari aliernatif penyelesalan sengketa vang termasuk
paling sering digunakan dalam pejanjian atau kontrak. Menurut Black’s Law
Dictionary:

“Arbitration: an mrangement for taking an abiding by the judgenmeni of
selected parsons in some disputed matier, instead of carrying il to establish
ribunais of justice, and is intended 1o avoid the formalilies, the delay, the
expense and vexation of ordinary lirigation”.

Menurut Pasal ¥ angks 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, Arbitrase adalah
cara peuyelesatan suztu sengketa perdata di juar pengadilan umum  yang
didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa. Pada dasamya arbitrase dapat berwujud dalam 2 {dua) bentuk,
yaitu, 138
1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang
dibuat para pihak sebelum timbul sengksta (Factum de compromitendoy,
atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat pata pilak setelah timbuf
sangketa (Akta Kompromis),
Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pagal
615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (RV).™ Selain itu, pada penjelasanpasal 3
ayat{l} Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokck Kekuasazan
Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas

dasar perdamalan atau melaiul wasit (arbitrase) tetap diperbolebkan,

% Budhy Bodiman, Mencari Model Tdeal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik
Peradilan Perdata Dan  undang-lsdang MNomor 30 Tahon 1999 <hitp://wwwiika-
bogor.ac. id/jur03 him. >

1% Gatot Soemartono. Arbitrase dan Mediesi di Indovesie. (Takarta: PT Gramedia Pustaky
Utarma, 2006}, Mm.3, Arbitrase diperkenalkan di Indonesia borsamzan dengan dipaksinyz
Reglement op de Rechisvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Regloment (HIR) alaupun
Rechisregiement Bilengewesten (RBg), kareng semuta Arbitrase in diatr dalam pasal 613 s/d 651
réglement of de reehitvordering. Ketentman-kelentuan tersebat sekarang i sudah tidak Iakg lagi
dengan diundangkannya Updang Undang Nomer 30 tabun 1999, Dalam Undarg Usdang nomor 14
tahun 1976 {taniang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat difibat dalam
penjelzsan pasal 3 ayat | yang antzra lain menyebutkan bahwa penvelesalan perkams & lusr
pengadilan atas dasyr perdamaian atau melahs arbitrase teiap diperbolehkan, akan (elapl potusan
arbiler hanya mempuryal kekuatan eksekutorial setelah memperoieh izin atan porintah untuk
diekselusi dari Pengadilan. Gatot Soemanono. Arbizrase dan Mediasi & Indenesia. (Jakarm, PT
Ciramadia Pustaka Usama, 2006), him, 3,

-
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4.1.2.3.1. Jenis-jenis Arbitrase

Arbirase dapat berupa arbitrase sementara {ad-koc¢) maupun arhitrase
melalu badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdagarkan
aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dengan
The United Nations Commission on Internatiopal Trade Law (UNCITRAL}
Arbitration Rules'®. Pada umumnya arbitirase ad-hoc direntukan berdasarkan
perjanjian yang menvebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur
pelaksanaan vang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-foc perfu
disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. **!

Arbitrase institusi adsalah suatu lembaga permanen vang dikelola oleh
berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri.
Saat ini dikenal berbagat aturan arbitrase vang dikeluarkan oleh badan-badan
arbitrase  seperti Badan Asbitrase Nasional Indonesta (BANI), atan vang
internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of
Comumerce CC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Radan-badan tersebut
meniputyal peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase

sebagai berikut:'#

“Semua sengheta yang Himbul dwi perjovgioning, olan diselesaikan der
diputus oleh Badan Arbitrase Naosional Indowesia (BAND menurut
peraturan-peraturan prosedur  arbitrase BANI,  yang  kepulusarmya
mengikal kedua belah pihak yang bersengheia, sebagai keputusan dalam
tingkat pertama dan terakhir”,

Standar kiausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofinternational
Trade Law) adalah sebagai berikut:

MO < pipffwww.uncitralorg> The Uniled Nations Comumission on Intemational Trade
Law (UNCITRAL) (established in 1966) is o suhsidiary body of the General Assembly of the
Linited Nations with the generol mandaie o further the progressive harmonization and wnificotion
of the law of internotional trade. UNCITRAL has since prepored o wide ronge of conventions,
model lowy and other insiruments dealing with the substontive low that governs trade transaclions
ar other aspecis of business taw swhich have an impoct on Internationad trade. UNCITRAL meeis
ance & year, lypically in susmmer, alfernatively in New York and in Vienna,

¥ Soemartono, Op.cit, hal27.

' indonesian Hanking Restructuring Agency (IBRA), Arbilrase, Pilihan Tanpa
Kepastian, <hip:ifwww.gontha comiview, php?nid- 104>
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“Setiop sengheta, pertentangan ata tututan yang ferjadi atuy sehubungan
dengan perjavjian ini, atan wan presiasi, pengakhiran atau sah tidaknya
perianjian akan diselesoikem melalui arbitrase sesugi dengam aturan-
aturan UNCITRAL ™

4.1.2.3.2. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putnsan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UL No .39
Tahun 1999, Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara
sukarela, Apar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut
harus diserabkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan
mendaftarkan dan menyerahkan lembar ash atau salinan autentik putusan arbitrase
nasional oleh acbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30
{tiga puluh) hari setelah putusan arbitase divcapkan. Putusan Arbitrase nasional
bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri,
final dan mengikat {seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukom letsp)
sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau
pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut Kewenangan memeriksa
vang dintiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal
terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatahkan oleh arbifer atau majelis
arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum membert perintah
pelaksanaan , Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase
memenubi Pasal 4 dan pasal 5 (khusug untuk arbitrase internasional). Bila tidak
memenuhl maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase

dan terhadap penolakan it fidak ada upaya hukum apapun.

4.1.2.4. Hubungan Sistem Perizigan dan Arbitraze Sebagai Alernatif
Penyelesaian Sengketa Dalam Izin Usaha Pertambangan

Ada altersatif penyelesstan sengketa {Alternative Dispute Resolution)
lainnya vang merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami
sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk
menyelesaikan perk@sanya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang
termasuk dalam mekanisme alternatif penvelesaian senghketa antarz lain adalah
Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahl, Rekonsiliasi, dan Arbitrase.
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Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa, para pihak yang bersengketa
dapat mengetahui bahwa untuk menvelesaikan sengketa tidak harus atau tidak
selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang
dalam beberapa hal mempunyai keunggulan danpada pengadilan. Bahkan dalam
proses persidangan perdata di Indonesia saal ini, daading (perdamaian dihadapan
hakim} harus ditempuh melalui mekanisme Mediasi {couri-annexed mediation),
Nzmun alternatif-alternatif ini tidak didukung dalam UU Perfambangan
Mineral dan Batubarg dan ditetapkan hanya dapat diselesaikan melalul pengadilan
dan arbitruse dalam negeri sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan.'” Kembali ke teori hukum kemampuan prosedural (procedural
capabilityy dilihat datl kemampuan prosedur yang diciptakan clehk sustu sistem
hokum dalam menyelesaikan masalah yang dibawa kepadanya, IUP tidak
mengatur peradilan tribunal {cowr! of administrative fribunal), penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (alfernative dispule resobifion), dan tidek mengatur
- penunjukan arbiter konsiliasi (conciliation; serta lembaga-lembaga yang berfungsi
| sama dalam penyelesaian sengketa. Selurubnyz dikembalikan pada Pengadilan
Tata Usaha Negara dengan peratursn perundang-undangan yang berlaku dan
waktu ke waktu Oleh sebab itu, Kontrak Karya masih memitiki kelebihan vang
lebih menarik sisi investor pengusaha pertambangan muneral dengan mengatur
dengan jelas hal penyelesatan sengketa, dan biasanya melalui arbitrase luar negeri
atau dalam negert sesuai kesepakatan pengusaha pertambangan dan Pemerintah.
Dalam kasus antara Pemerintah RE v. PT Newmaont Nusa Tenggora (NNT)
vang dibawa ke arbitrase internasional, ferjadi sengketa divestasi saham NNT,
dimana pasal 24 ayat 33 Kontrak Karya {(KXK) antara pemerintah RI dan NNT
menyatakan, pemegang saham asing NNT diwajibkan mengwarkan saham NNT
sehingga pada 2010 minimal 51‘3&: saham NNT akan beralih ke pemerintab

Indonesia atau peserta Indonesia lainnya. '

"% U Periambangan Mineral dan Batubara, Pasal 134, Setiap sengkets yang muncul
dalam pelaksanaan TUP, PR, atau IUPK diselesaikan melatui pengndilan dan arsitrase dalam negeri
sosuai dengan ketentuan peraturan perundang-ondangan,

4% Saat ini, 80% ssham NNT yang mengeksploitasi tambang tembaga dan emas di Batu
Hijgg, Kabopaten Sumbawa Barai, Nusa Tengzara Bawt (NTB) dikuasy Nusa Tenggara
Partnorship (Mevwmont 45% dan Somitomo 35%). Sisy 20% saham digitiki PT Pukuafo indah.
Pada 2005, NNT menawarkan 3% senilas 1188 109 juta saham kepada mitra Indonesia dan masing-
masing 7% pada 2007 senital USH 282 jula dan 2008 sebesar USS 426 juta, Dua tabun faln, NNT
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Dalam kasus ini, untuk pertama kali Pemerintah indonesia memenangkan

gugatannya dalam perselisiban dengan iovestor asing pada forum arbitrase
internasional. PT. Newmont Nusa Tenggara harus mesgalihkan 17% sahamnys
kepada Irkdonesia vang bersih dari gadai, Beberapa perselisihan penanaman modal
lain seperti Pemerintah Republik Indonesia versus Amco Asia Corp'® raengenai
senpketa Hotel Kartika Plaza beberapa tahun yang [alu, Pemerintah RI walau kalah
nainun dapat menurunkan gant rugl sampai 50%.
Dalam sengketa pengalihan saham vang lain yaitn Femda Provinsi Kalimantan
Timur versus Koliim Prima Coal (KPC) sedang dalam proses di arbitrase
International Centre of Sectilement of Investment Dispute (JCSID). Kentenangan
Pemerintah RI dalam sengketa dengan Newmont di arbitrase UNCITRAL
membuktikan bahwa Indopesia tidek menyerabkan kedaulatannya kepada Dewan
Arbitrase Juar negeri karena menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mereka.

Indonesia telah meratifikasi konvenst ICSID dengan UTJ No 5 Tahun 1968
tentang Penvelesatan Perselisihan Antars Negara dan Warga Negara Asing
Mengenai Penanaman Modal. Begitu jupga dengan Keputusan Presiden No.34
Tahon 1981, Indonesia telah menjadi anggota Konvensi New York 1958 mengenai
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negerl. Thut sertanya
Indonasia  dalam kedua konvensi tersebut tidak berarti Indonesia telah
menyerahkan kedaulatannya datam perselisihan dengan pihak asing.

Penyelesaian sengketa melalul arbitrase ICSID harus mendapat persetujuan
tertulis terlebih dahuly dari para pihak yang berselisih (Pasal 25 ayat (1) ICSID
Convention). Begitu puls keanggotaan didalam konvensi New York 1958 tidak
serta merta meniadikan Indopesia harus melaksanakan keputusan arbitrase luar
negeri. Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 sendirt menyatakan, antara lain
babwa, negara anggota konvensi dapat menolak melaksanakan putusan arbitrase

fuar negeri bila otoritas yang berwenang mensmukan perjanfian pokok yang

menawarkan saham kepada pemetintah daersh. Pemkab Sombawa dan Pemprov NTE mempercleh
2%, sedangkan Pamksb Snmbawa Barat 3% Dalam proses penawsran saham mencoat perbedaan
penafsiran ferhadap KX khususnys pasal 24 antara pemerintah dan NNT. Persoalan  yang muncul
antara fain soal sakam NNT vang digadaiken kepada kreditor, kendati sebetulnya telah disehujal
pemeriniah Indonesia pada 1997, Karena tidak ada kesepakatan, belakaogan pemerintah Indonesia
secara bersamaan dengan PT ONNT membawz kasus fersebol ke ke arbilrsse. Sumber
biim:/eryw tekmira.esdm. go.id/,

™ Amco Asia Comporation and others v. Republic of Indonesia ¢{ICSID Case Ko.
ARB/R1/1) Date registered: February 27, 1981
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memuat klausula arbitrase dimaksud batal demi hukum menurut bukum nasional
negara tersebut. Mahkamah Agung RI pernah menolak melaksanakan putusan
arbitrase luar negeri dalam Bakn & Brothers versus Trading Corporation of
Pakistan Ltd,, No.4231 K/Pde/1986 {1988) dan E. D, & F. Man {Sugar) Ltd. versus
Yani Haryanto, No. 12035 K/Pdt/1990 (1991).

Keputusan arbitrase UNCITRAL vang memenangkan Pemerintah RI dalam
sengketa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia
tidak periu alergi terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, ™

Berkaitan dengan hubungan antara definisi arbitrase diatas definisi yang
juga telah dijabarkan; izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegt satu vang
dilakukan oleh pemerintah, dan dalam hal ini izin tidak mungkin diadakan suatu
persesuaian kehendak, dan arbitrase adalah cara penyelessian swatu senghets
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Peganjian Arbitrase yang
dibuat secara teriulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari penjabaran ini dapat
digimpuikan bahwa karena izin adalah suatau perbuatan hukum sepihak dan
pemerintzh, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan
pada sistem perizinan. Kecuali dibuat kembali suatu peganjian Arbitrase tersendiri,
yang dibuat secara terfulis oleh para pihak vang bersengketa yaitu pemerintah dan
penanam modal pertambangan setefah timbul sengketa (Akia Kompromis). Namun
pengecualian ini juga akan mengembalikan posisi negara menjadi sejaiar dengan
penanam modal atau pengusaha, dengan dibuatnys suatu kontrak/ perjanjian
atbitrase yang sebenarnya telah dihindan dengan diwbahnya sisterr Kontrak Karya
menjadi sistem (zin Usaha Pertambangan.

Penanaman modal asing dalam pengusahaan pertambangan, memerlukan
bukum dan institusi hukum yang kondusif, Dalam hal ini kepastian hukum
merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan
ekonomi,"*? Sementara itu pertumbuhan investasi juga diamanatkan dalam UU Ne.
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah bertujuan untuk mempercepat
pembangunan ekonomi nasionai. Fembangunan ekonomi nasigmzi bermaksud

mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Guna merealisasikannya

%8 firmas Rajagukguk, Ardifrase Intornasional, (Jakarta: Sckertariat Kabinet RI Jund
20693 %%?ﬂwww‘sc&ab‘g&i&
MY Suparji, Havien Bisnis Indonesia, 7 April 2006,

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH UlI, Q)@%‘i&{%ﬂﬂs Indonesia



g1

diperiukan peningkatan penanaman modal afau investast untek mengolah potensi
ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. '

4.2. Substansi Hekam Dalam Izin Usaha Pertambangan

Sespai dengan Teort Friedman diatas, substansi hukum pertambangan
meliputt hasil dari struktur UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang
diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan antara lain seperti peraturan-
peraturan pemerintzh, dan peraturan-peraturan menteri dan Izin Usaha
Pertambangan. Dalam hal ini 1zin Usaha Pertambangan (IUP) adalah salah salan
substansi hukum sebagai suatu aspek dari sistem hukum merupakan refleksi dari
aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tersebut.'®
4,2.1. Kembali ke Hukom Perizinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara memiliki substansi hukum yang menggantikan sistem Kontrak Karva
yang sudah lama dikenal, dengan sistem Perizinan. Sebenarnya dengan merubsh
sistemn kontrak menjadi sistern perizinarn, maka hukum pertambangan di Indonesia
akan kembali ke masa pemerintahan Hindia Belanda tzhun 1800 hingea 1942,
dimana usaba pertambangan dilaksanakas oleh pemerintah maupun swasta deagan
menggunakan pola atau bentuk perizinan, '

Untuk memperjelas hukum pertambangan melalui suatu gistem izin, perlu
kiranya menjabarkan prinsip-prinsip perizinan. Sebelum menyampaskan beberapa
definisi izin dari beberapa pakar, terlebih dahuiu dikemukakan beberapa istiiah lain

yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, lisensi dan

48 Pasal 3 avat (2) huruf g UU Mo, 25 tahun 2007 (entang Penanaman Modal.

"% Unaian Friedman menunjukan bahwa substansi hukum meliputi hasil dar structure yang
diaptaranya melipet peratuonn perundang-undanpon, kepubusan-keputisan dan doktn, Substanst
hokem sebags suata aspek dar sistemn hdeum mernpakan sefleksi dari aluran-aturan yang berlaku,
sorma dan perilakn masyaczkat dalam sisfern tarsebut,

¥ Semasa Hindia Belanda, ussha jeriambangan dilakssnakan oleh pemerintah maupun
swasta dengan meaggunakan pols Mau bemtuk periziman. Semula memang elah mepjadi
kebijaksangan pemerintal Hindia Belands antuk menpusshaan sendin tamdmng-tambang besar
yang dinfiai vital scpecti tambang bat-bara dan timah, Akan [stapl untek bebempa proyek vang
busar seperdi pengembangan lambang nikel di Sufawesi Tenggara, pengusahaannya dilakukan oleh
piak swasis berdasarkan seatu kontrak khusus dari pemerintah.  Kontrak itu dikenal dengan
sehoian Sa contiact karcna didasacken pada ketentuan Pasal 5a Indische Mijnwet.
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konsest. Dispensast ialah keputusan administrasi négara yang membebaskan suatu

By isensi

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbustan tersebut.
adalah spatw i2in yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatn
perusahaan, Lisensi  digunakan ~untek menyatakan  suatu  izin yang
memperkenankan seorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin kbusus
atau istermews. Konsesi merupakan svatu izin yang berbubungan dengan
perkerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga
sebenarnya pekeriaan it menjadi fugas dard pemerintah, tetapi oleh pemerintah
diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsessionaris {pemegang izin) yang
bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi
antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dar kewajiban serta

152

syarat-syarat terientu. ” Menurat HID, van Wik, bentuk komsesi teruiams

digunakan untuk berbagal aktivitas vang menyangkut kepentingan uynwum yang

tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diseralkan kepada

i3

perusahaan-perusahaan swasta’ Mengenai komsesi inf, E. Ulrect mengatakan

bahwa kadang-kadang pembuat peraturan beranpgapan bahwa suatu perbuatan
yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh svatu subjek fukam
partikelir, tetapt demgas furut campur dari pihak pemerinteh. Suatu keputusan
administrasi negara yang memperkenankan vang bersangkutan mengadakan
perbuatan tersebut memuat suatu konsest {corcesie).!™

Mengenai pengertian izin, N.M. Spelt dan JB.TM. ten Berge membagi pengeitian
izin dalam arti lnag dan sempit vailu sebagat berikut:

“Paparan luas davl pengerlian izin adalah bahwa Izin mernpokem saleh satu
instrumen yang paling banyak digungkan delom  Rukum  adminstrasi,
Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis wntuk mengemdilan
timkah ldku para warga. Izin jalah suaty persetujucn dari pengwasa
berdasarion undomg-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertenty menyinpang dari ketentuan-keieninan krangan perundangan, Dengan

"% Siachran Basah, Pencabulan Tin Soloh Saty Sonksi Hikum Administrasi, Makalah pada
Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakulias Hukem Usnair, Sumbaya, 1993, hin §-
2. Dikubp dalam Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negora, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008}, him.
205

2 Aweng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegioton, dikutip dalam Ridwan HR.
opcit, bim, 206

% H Dvan Wijk/ Willem Konijenbelt, “De concessiefigunr wardt voaral gebrailt voor
activiteiten van openbaar belang die de overhead niet zelf verricht inaar overiaat aan particuiers
ordernemingen, dikuip dalam Ridwan HR. jbid

¥ Ridwan HL.R. bid

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH Utbobversitas hdonesia



&3

memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya uniuk
melakukan  findakan-tindakan  fertenty  yang  sebenarnya  dilgrang.  Ini
menyangkul perkenun bagi sualy tndakan yang demi kepentingam umnm
mengharnskan pengowasan khysus alasnya. Izin dolam ardi sempit adaloh
pengihalan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumaya didasarkan
pada keinginan pembuat undang-wwdang unink mencapai suotu lalavan
terienty atau untuk menghalangi keadoan-keadaon yang burvk. Tujuannya
iatah mengatur tindakan-tindakan yang olekr pembuct undomg-undang tidak
sehomya dianggop  tercela, namun & moena la menginginkan  dapat
melakukan pengawasan sekadgrnya. Hal vang pokok pada izin datam arti
sempit icdah bahwa snatu lindakenr diforang, terkecualt diperkenankan dengon
tufrary agar dalow ketentuon-ketentuan yong disanghuthan dengan perkenan
dapat dengan feliti diberikan batas-batas tertentu bagi #ap kasus. Jedi
persealannya bukandah untuk hanva memberi perkenon dalom  keadaan-
keadaan yang sangal  khusus, letgpd  agar  tindakon-tindaken  yang

diperienankan dilakwkan dengan cara terfentu {diccotumkan dafam ketentuan-

kefentuan).”’ 2

Dalam ha! pengaturan pengusahaan pertambangan maka yeng sebenacnya vang
paling tepat adalsh jenis perizinan berupa konsesi. Dart penjabaran di atas, jika
dibandingkan secara sekilas, pengertian izin dengan kopsesi iftu tidak berbeda.
Masing-masing berisi perkenan bagi seseorang atau badan untuk melakukan suatu
perboatan atae peketasn tertentu. Meskipun antara izin dan konsest ini dianggap
sama, dengan perbedaan yvang relatif, tetapt terdapat perbedaan karakter hukum.
Lzin adalah sebagai perbuatan hukum bersegl sats yang dilakukan oleh pemerintab,
sedangkan konsest adalzsh suatu perbuatan bukum bersegi dua, yakni suatu
perianjian vang diadakan antaza vang memberi konses: afau penerima konsesi.
Dalam hal jzin fidak mupgkin diadzkan svatu persesugian kehendak. Dalam hal
konsesi biasanya diadekan suatu perjanjlan, yaket perjanjisn yang mempunyai sifat
sendiri dan vyang tidek diatur oleh seluruh peraturan KUH Perdata mengenai
hukum perjanjian.'>¢

UU Pertambangan Mineral dan Batubara mesdefinisikan Izin dalam
ketentuan umum, dimanag Izin Usaha Pertambangan, vang selanjutnya discout TUP
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.’®’ Jelas yang dimaksudkan
dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang bukan meripakan
konsesi, Izin yang diberikan dibagl dalam dua tahap, yaitu IUP eksplorasi dan TUP

NP ONM. Spelt dan JB.UIM. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, dissnting oleh
Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yudika, 1093} him, 2.3,

15 nidwan HR, Hukum Admiistrasi Negara, (Jakaria: Rajawali Pers, 2008), ki 210

% U1 Pertambangan Mineral dan Bambara Pasal 1, ayat (7)
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Operasi Produksi.”® Kedua tahapan TUP diberikan oleh: bupati/walikota apabila
WIUP berada dt dalam satu wilayah kabupatenskota;, gubernur apabila WIUP
berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelab
mendapatkan rekomendasi darl bupatifwalikota sctempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangen; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas
wilayah provinst setelah mendapatkan rekomendast dari  gubermnur dan
bupati/walikota setempat ™

4.2.2. Perbandingan Substansi Konivak Karya dan Izin Usaha Pertambangan

Substansi yang terkandung dalam Kontrak Karya bersifat khusus bagi tiap-
tiap perusahasn pengusabaan pertambangan mincral, sehingga masing-masing
Kontrak Karya adalah berbeda untuk menvesuaikan kondisi-kondisi ferfentu vang
terjadi. Namun demikian Substansi Kontrak Karya memiliki ketentuan-ketentuan
dasar yang hampir sama bagi tiap-tiap Kontrak Karva, Ketentuan-ketentuan

tersebut jika dibandmgkan dengan sistem TUP yang baru dapat dijelaskan dalam
tabel berikut ini:

[UP Eksplorasi1tt IUP Operasi
wajib memuat Produksilé? wajib

ketentuan sekurang-  memuat ketentuan
Kurangnya: selurang-kurangn;

Substansi Kontrak
Karyal 60

Langg&[ Persetiujuan dan

tempat dibuatnya kontrak karyd 1. nama perusshaan; 1. nama perusshaan;

2. Subyek Hukum Pemerintab B

denpan Perusahaan 2. Iokasl dan fuss wiloyeh: 2. 1uas wilayah:
Partambangan}

3. Definist {Pasal 1 KK) 3. rencana emum tata ruang: 3. lokasi penambangan;
4. Penunjukan dan tangguni .

jawab perusahaan 4. laminan kesungguhan; 4, iokasi pengolahan dan

pertambangan (Pasal 2 KKj pemurnian;

5.Maodus Operandi {Pasal 3KK} 5. modal investasi; 3 p?ngangkutan dan
peniualan;
5. Wilayah Kontrak Karya {Pesal 6. perpanijangan wakiv tabap

4 ¥K} kegiatan; 8. modal investasi;

T

5% 1) Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, ayat {1}

%[ 11J Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37

% Berdasarkan analisis terbadap substansi kontrak karya yang dibuat antar Pemerintab
RY dengan PT Newmont Nusa Tenggara tangeal 2 Desember 1986,

"' LU Pertambangan Miners! dan Batubara, Pasal 39 ayat {1)

¥ U Perambangan Mineral dan Batubara, Pasal 59 avat (2) .
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Substansi Kontrak
[{ary‘ai&a

7. Peripde ?i?{iia ymum
{Pasal 5 KX}

£. Perinde Eksplovasi {Pasal 6 KK}
9. Laporan dan deposito jaminan
{Pasal 7 KK}

16. Perinde Studi Kelavakan
{Pasal 8 KX}

11. Perivde Konstruisi (Pasal 9
KK}

12, Periode Qpeorasi{Pasal 10
KK)

13, Pemasaran (Pasal 11 KK}

i4. Fasiitas umum dan re-
ekspor (Pasal 12 KK}

15. Pajak-pajak dan Bin-lain
kewajiban keuanagan perusahaan
{Pasatl 13 KK}

16, Pelaporsn, inspeksiden
rencana kerizs (Pazal 14 K

17. Hak-hak Khissus Pemearintah
{Pasal 15 KK}

18, Ketentuan-ketentuan
Kemudahan {Pasal 18}

18. Kaodaon Kahar {Pasal 19 KK

20, Kelaigian {defanit) [Pasal 20
KiG

21 Penyelesatan Senpketa {Pasal

21 KK)

22 Pengaikhivan kontrak {Pasal
22 KK}
23. Kerjasama Parg Pihak {Pasal
23X}

24, Promaosi kepentingan
nasional (Pagal 24 K¥)

e

wajib memunat
ketentuan selkurang-
kurangnya:

7, hak den kewajiban
pemegang iug;
B. jangka waktu berdakunya
tabiap kegiatan;
8. jenis usaha yang dibarikan;

10, rencana pengembanzan
dan parnberdayzan
masyarakat 4i selatar wilayah
pertambsngan;

11. perpajakan;
12 penvelosaian perselisinan;
33. huran tetap dan iuras

gheplorash dan

4. amdal.
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TUP Operasi
Produksiléz wajib
memuat ketentuan
sekurang-kurangnva:
. jangka wakiu berdakunyas

e,

&. jangka waktu tahap
keglatan;

9, penyelesaian masatah
pertanakan;

14, Begkungan hidun
termasuk pascatambang;

11, reklamasi dan dana
jarninan reklamasi dan
pascatambang;

12. perpanjangan iup;

13. higk dan kewajiban
pemegang g

14. rencana pengembangan
dan pemberdaysan
masyarakat di sekitar
wilayah pertambangan;

15, perpaiakan;

16, penerimast hegara
buksn pajek vang terdin atas
fsran tetap dan iuran
orodukst;

17, penyelesaian
perselisihan;

18, kesclamatan dan
kesabatarn kerja;

18, konservasi minersl atau
batubara;

2 pemanfastan barang,
jasa, dan teknologi dalam
negert;

21. penerapan kaidah
kpekonomian dan keteknikan
pertembangan vang haik;

22, pengembangan tonagas
keria indonesia;

23, pengelolagn data mineral
gtay batubars; dan

2%. penguasaan,
pengembangan, dan
penerapan teknologi
pertambangan mingeal atae
batubara,
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, IUP Eksplorasi®®®  [UP Operasi
Substansi %‘;’m wajib memuat Produksié wajib
Karya ketentuan sekurang-  memuat ketentuan
kurangnoya: sekurang-kurangny

5. Kerjasama daerah dalem
pengacaan prasaran tambahen
{Pasal 25 KK)

26. Pengelolaan dan
perfindungan lingkunigan (Pasal
26 ¥KX)

27, Pengembangan kegiatan
wisha setempst {Pasal 27 XK}
I8 Ketentuan Lain-Lain {Pasal
2B KK

#5. Pengalihan hak {Pasal 29 KK

30. Pembiayaan {Pasal 30 RK)
31. Jangka wailctu Kontrak Karya
fPasal 31 KK

32, Pilihan Hukum (Paszl 32 KK}

Tabel IV.2. Perbandingan Substansi Kontrak Karya, IUP Eksplorasi & TUP
Produksi

LU Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebutkan dengan jelas apakah
wilayah {UP (WIUP} termasuk Jaban tailing atau tidak. Namun jika kembali pada
istilah perlambangan dimana pertambangan didefipisikan schogal scbagian atau
seluruh tahapan kegistan daiam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau bafubara yang meliputi penyelidikan wmum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambanpan, pengolahan dam pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, maka dapat disimupulkan bahwa
WIUP tidak termasuk lshan tailing, Pada kases di Malaysia; Yap Kow & Sons
Sdn. Bhd. v. Hongkong Tin Ple [2001] 450 MLJU 1; Pengadilan tinggi Kuala
Lumpur (Kuala Lumpur High Court) mengadili don memuntuskan pada tanggal 7
September 2001, dimana Yap Kow menggupal Tambang Timah yapg terletak
saling berscbelahan untuk kerugian dan kerusakan akibat banjir dari tambang yang
terjadi tahun 1983, yang diduga discbabkan pada kelalaian dan atan pelanggaran
undang-undang pertambangan Malaysia. Berkenaan dengan terbuktinya kelalaian
terdakowa, Pe‘nga“dilan mepmutuskan terdakwa harus mengganti rugi kerugian skibat
banjir yang diakibatkan oleh kelalasian tambang fterdakwa.'® Dalam UU

¥ The Malaysian Kuals Lumpur High Cout tried and decided on 7 September 2001 the
. case of. Yap Kow & Sons Sdn. Bhd. v. Hongkong Tin Pl {2001] 450 MLJE 1, where the Plaintiff
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Pertambangan Mineral dan Batubara belum ada peraturan vang jelas mengenai

tangzung jawab Usaha Pertambangan di luar WIUP vang telah ditetapkan,

4,2.3. Jangka Waktu lzin Usaha Pertambangan

Dalam konirak karya, jangka waktu kontrak dan ketentuan perpanjangan
dituliskan dengan baku. Demikian juga dalam IUP. Dalam JUP Operasi Produksi
untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka wakiu paling
tama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun "** Namun
pengaturan mengenat keterlambatan pengajuan perpanjangan 1UP belum diatur
dalars UU Pertambangan Mineral dan Batubara int. Dalam kasus Wargs Kota
Stepheniown v. Dean Herrick / kota Stephentown, dan Troy Sand & Gravel Co,
Tnc., di New York tahun 2001'%, warga kota Stephentown mengpugat Dean'®
Hernick. Herrick dan Departemen Perlindungan Linpgkungan Hidup (selanjutnya,
DEC) ditudubh memberikan izin penambangan bagi Troy Sand & Gravel Co.
dengan tidak sah pada tahun 1950 Dan kegiatan penambangan yang didugs
melanggar perizinan tersebut terus berlangsung selama satu talun Troy Sand &
Gravel memsiliki izin usaha pertambangan yang habis pada tahup 1990 dan akan
memperpanjang izin tersebut sekaligus memperluas wilayah pertambangannnya.
TEC pada tabun 1990 memberikan izin Troy Sand & Gravel untuk memperiuas
wilayah pertambanganunya. Namun karena adanya tuntutan wargas masyarakat
bahwa perluasan wilayah pertambangan telah melanggar ketentuan yang berlakuy,
maka terjadi penundaan perluasan lzin wilayah pertambangan. Penundaan

tin mine operator claimed against the Defendant tin mine operator for loss and damages as i resuly
of the flooding of ity ming in June 1983, cilegedly coused by the negligence undior breach of
statutory duty imposed by the provisions of the Mining Enactiment on the port of the Defendant, its
servants or agents. The Court’s Decision: with regard 1o the Defendonl’s neglipence and the
totadity of the wvidence, the Court held that the Plaintiff had proved {is case on Hability on the
Bedance of probabilities, In paragraph 6 of the Stetement of Claim, the Plointiff refied on the
doctring of res ipse loguitur. That dpctrine did not opply in this case because the canse of the
Hlooding iz knosws,

188 11(J Pertarmbangan Mineral dan Batubara, Pasal 47,

95 Citizens v Herrick, 223 A.2d 862, 636 NUY.8.2d 470; in the Maiter of Stephentown
Concerned Citizens v. Dean Herrick / Town of Stephentown, asd Troy Sand & Grvel Co, e, |
280 A.2d 803, (BLY App., 3d Dept, 2001}, plaintiff fappeiiant appesgied 4 decision of the lower
ciurt uphoiding the issuance of a persmit by the Depanment of Environmenial Conservation to: Troy
Sand & Gravel Co., Ine. to operale 3 gravel mine,

¥ Dean adalah Dean of the House: the most senior member of a country's legisiature.
Dean, from the Late Latin decanus (chief of len) is a titie given (o e holder of senior positions in
various Holds. bip:awwvabsolmteastironnmy.com
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perluasan izin ini juga menyebabkan Troy Sand & Gravel tidak memiliki izin
usahs pertambangan vang telah habis pada tashun 1990, dan Troy Sand & Gravel
berarti telah terlambat untuk mengaiukan perpanjangan izin pertambangan,

Dalam putusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat (U8 Supreme Cour!)
mermutuskan bahwa Troy Sand & Cravel tidek dapat memperivas izin
pertambangan dengan wilayah vang diperfuas, dan terlambatnya Troy Sand &
(ravel dalam mengajukan peérpanjangan izin pertambangan dianggap bukan
sebagal perpanjangan izin, namun adaiah schagal penpajuan izin usale
pertambangan bam, dan Mahkamah Agung membernkan izin usaha pertambangan
bara bagi Troy Sand & Gravel osamun tidak memperiuas  wilavah
pertambangannya.

Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, TUP Eksplorasi untuk
pertambangan dapat diberikan dalam jangks waktu tertentu'Y Dan setelah itu IUP
Produksi dapat diberikan kembali untuk pelaksanaan kegiatan usaha produksi
pertambangan dengan jaminan bahwa Setiap pemegang TUP Eksplorast difamin
untuk memperoleh TUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan keglatan usaha
pertambangannya.*® Namun jangka wakte antara kedus IUP tersebut tidak
ditentukan batasnya dalam UL, sehingga dapat diartikan bahwa waktu antara 1P
Eksplorasi dan TUP produksi tidak terbatas. Mengenai IUP Operasi Produksi,'®
TUP Operast Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan datam

' QU Pertambangan Mingral dan Batwbara Pasal 43; (1) [UP Eksplorasi notuk
pertambangan mineral fogam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan} tabun.
(2) 1P Eksplorasi untuk periambanpan minerad bukan Jogam dapat diberikan paiing lama dalam
Jangka waktu 3 ($ga) {ahun dan mineral bukan logam jenis tesentyu dapat diberikan datam jangka
waktu paling lama 7 {injuh) fshan, {3} TP Eksplomsi uatuk periambangan batuan dapat diberikan
dulam jaopks wakin paling lamas 3 (Bga} tshun. (4} V1P Eksplorasi untuk pertambanpan batubara
dapat diberikan dalame jangks waktu paling lama 7 {injub} ishun,

Y UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 46 ayat (1) Sctiap pemegang IUP
Ehsplorast dijamin ueluk memperoish IUP Operast Produksi scbagai kelanjutan kegiatan usaha
perlamiban 4.

¥ UU Perambangan Mincral dan Batubara Pasal 47; 1) TUP Operasi Produksi uutok
pertambangan mineral fogam dapat diberikan dalam jangka waktn pating lama 20 (dua puloh) tahun
dan dapat diperpaninng 2 {dua) kall masing-asing 10 (scpuiuh) tabun. 2) IUP Operag Preduksi
untuk perianbangan sumeral bukan legam dapal diberikan dalam janghks wekin paling lama 10
{sepuluh} (ahu dan dapat diperpaniang 2 {dsa) kali masing-nasing 5 ¢fima) tahun, 3) IUP Operasi
Prodoksi unfuk periammbangas mincral bukan iogam jenis terientu dapal diberikan dalam jangka
wakty pating lama 20 {Gua puduby whon daa dapst diperpaniang 2 (dea) ksl masinganasing 10
(sepuinh) tahum, &) BUP Operasi Produksi uetpk perambangan batuan dapal dibgrikan  dalam
Jangks waktu pating lama 5 (ima) hen dan  dapat diperpanjang 2 (dua) kall masing-masing 3
{hm) tabus 5) TUP Qperast Produkst antik Pertambangan batubam dapat diberikan dalam fanghks
waktu aling fama 20 {dua puiub) tabun dan dapat diperpanjang 2 {dua) kalt masing-masing 10
{sepului} abun. g
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Jangka waktu terientu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kalt masing-
masing 10 tabun sehingga total jangka waktu TUP Operasi Produkst mencapai 50
tahun. Dalam jangka waktu 50 tahun tersebut pasti dapat terfadi banyak perubahan
pératuran pemndang;unéaﬁgan dan mungkin sajz WIUF operasi produksi dapat
berubah sejalan dengan waktu. UU Pertambangan Mineral dan Batubara belum
dapat memberikan jaminan bahwa dalam kurun waktu TUP vang telah dibertkan,
WIUP adalzh bersifat pasti. Dalam kasus Cartwright v. North Yorkshire County
Council, Fx Parte Marilyn Brown and Leslie C. di Ingpris pada tahun 1988,
Cartwright menuntut North Yorkshire County Couneil untuk dapat mengajukan
kembali izin penambangan pada wilayah yang diketahui mengandung sumber
tambang dan pernah diberikan izin pada tahun 1943 dibawah peraturan perundang-
umdangan yang lama dimana peraturan perundang-undangan modem mengani
perencanaan wilayah Inggris tidak memperbolehkannya Pengadilan memutuskan
bahwa negara harus mengambil senz langkab-langkah vang diperiukan untuk
memastikan bahwa, sebelum 1zin vang telah fama itu dapat ditnjau dan diberikan
kembah, zpa dampak provek pertambangan yang mungkin signifikan terhadap
lingkungan berdssarkan antara lain dari sifat, ukuran atau lokasi pentambangan
yang akan dibuat. Dengan pertimbangan-perfimbangan tersebut  pengadilan
akhirnya menerima tuntutan untuk pengembalian izin penambangan tersebut. '™
Pada kasus Fisch v. Randall Mill Corp;, Randal Mill adalsh pemilik dari
tahah dan meminta penetapan izin pertambangen mineral pada lahan vang
dimilikinya. Namun demikian Fisch mengklaim bahws dirinya adalah pemilik izin
pertambangan mineral yang berada di dalam tanah. Dibawa peraturan perundang-
undangan Georgia, Amerika Serikat, pemilik lahan diatas tanah dipisahkan atas
pemilik izin cadangan mineral di bawah tanah. Dea pemilik laban diatas tanah
akan mendapat izin pertambangan mineral dibawah tanahnya jika penerima izin
pertambangan atas cadangan dibawsh tanah yang sebelumnya tidak mengolahnya
atau mencoba untuk mengolahnya atau tidak membayar pajak atasnya selama tujub

¢ The Court of Appeal of England and Wales /the Supreme Court of Judicature), on
appeal fron the Queen’'s Branch Division (Crown Officg), raviewed an unusnal ease in Cortwright
v, North Yorkshire Couniy Council, Ex Parte Marityn Brown ed Lestie €. [1298) BWC4 353, in
which the eppellani seught revival and implementation for an ofd mining permission thet had
originatly been granted for the winning ond working of minerals afier 21 July 1943 and before
July 1948, the reguletory operative period dales before the Towsn and Country Planning det 1947
ook effect. ) .
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tahun, Fisch mengaku bahwa dirinya adalah pemilik laban dan keturuman dari
pemilik property ini sejak tahun 1830 Namun demikian Mahkamah Agung
wilayah Georgia Amerika Serikat memutuskan bahwa Fisch tidak melakukan
apapun atas izin yang telah diperclehnya (nenek moyangnya) sejak dahuly,
sehingga ia kehilangan hak atas pertambangan mineral yang terkandung di wilayah
yang disengketakan tersebut."”

Kasus-kasus tersbut diatas menggambarkan betapa suaty jangka waktu
yang ditstapkan dalam pemberian izin usaha pertambangan itu sangat penting. Dan
karena UlJ Pertambangan Minerba belum menuliskan dengan jelas ketetapan dan
batasan-batasan wakiu yang diberikan bagi izin cksplorasi, izin produksi, dan
jangka-jangka wakiu diantaranya, maka perlu adanva Peraturzn Pemerintah vang
melengkapl Ul ind.

4.2.4. Kepastian Hukum Substansi Izir Usaha Pertambangan

Berbicara {entang kepastian hukurn berarfi tidak terlepas dari makna apa
tujuan hukum itu sebenaraya. Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan
hukum, ¢i samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan
manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan
yang lain tanpa membedalcan asal usul dari mana dia berada.'’* Kepastian hukum
sebagai salzh satu tojuan hukum tidak zkan tedepas dari fongsi hukum itu seadiri.
Fungst hukum veng terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidpan
manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup

' In Fisch v. Randall Mill Corp,, 426 S.E.2d 883 ((a.199%), & surface property owner
petitioned for declaratory judgment seeking obsolule fitle to the minerai rights on His property.
Randoll Mill was the surface owner where Fisch claimed an wnspecified inferest in the minerat
rights as ike descendont of the 1858 owner of the property, Under the Grorgia Mineral Lapse
Hatute, where there has been a sepavaiion of tHe minerals esinte from the Surface extete, the awner
of the surfece estate may pain title to the minerals if the vwner of the mineral righls has neither
worked, nor aifempled o work the minerad rights, nor paid any laxes due on them for soven years
since the date of the conveyance or jor seven years immediately preceding filing of the petition by
the surface ocwner. Fisch argued that he attempted 1o wark the minerals by “reguiariy walking the
property, by coflecting 16 to 12 rock samples jor anvlysis, studying geofogical maps, making
several tvips ko the cenrthouse io ry o pay taxes, and by aitempting to lpcate viher heirs. The
Supreme Court of Georgia heid that Fisch's acts did not constitute, as a matter of law, the working
or attempting f0 work his minerel rights as reguired by the statute. Neither had Fisch paid taves on
the pingrals.

"2 Mochiar Kusumaatmadia dan Asief B. Sidhana, Pengastar Iiwne Hukum: Suate
Pengenalan Pertunia Ruang Lingkup Berlakunye Hmy Hyukum, Buke 1, Bandung: Alumpi, 2000,
hal. 45. Bandingkan dengan Meriokusome, Soedikno, Aewgenal Hulwum: Suotu Pengantor,
Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 57
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dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadaken kegiatan-kegiatan vang
diperfukan dalam kehidupan bermasyarakat karena Ia dapat mengadakan
perhitungan atan prediksi fentang apa vang akan terjadi ataun apa yang bisa ia
harapkan. Dalam dunia usaha, kepastian hukum sangat diperiukan untuk menjanun
ketenangan dan kepastian berusaha.

J.D. Nyhart mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan

ekonomi, yallu predictability, procedural capability, codification of goals,
education, balmice, definition and clarity of status serta accommodation'”
Dengan digantinys sistem kontrak menjadi sistem perizinan, hukum akan menemui
kesulitan dalam membuat prediksi (prediciability) karena tidak adanya suatu vang
mengikat sepertt kontrak yang fidak tergantung pada bergantinya birokrat atau
kepala daerzh, bongkar pasang peraturan dan lain-lain, hukum perzinan masih
sulit memberikan jaminan dan kepastian hulam bagi pelaku dalam memprediksi
kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeks: pengembangan ekonomd,
Kedua, IUP iu mempunyai tidak memilixi kemampuan prosedural (procedural
capabilityy dalam penyeglesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan
trigunal (court ar administrative fribunal), penyelesaian sengketa diluar pengadilan
(afternative dispute resoludion) dan penuniukan arbitrer konsiliasi {conciliarion)
dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa.

Namun demikian, kegiatan pengelolaan mineral dan batubara dalam rangka
mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, mempunyai tujuan
yang dituliskan dalam UU Pertembangan Mineral dan Batubara menjamin
kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan waineral
dan batubara'” Namun memang masik terdapat beberapa hal yang belum

menciptakan kepastian hukum seperii disebut diatas dalam masalal penyelesaian

¥ 1D, Nyhast, The Role Of Law And Fcomomic Development, {Massachusetts:
Massachusetis Institute GF Techaology, 19643 kim, 12,

" Unwk lengkapnya dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara Pasd 3
menvebntkan bahws dalam rangka mendelung pembangonssn nasional yang berkesinambupgan,
tajnan pengelolaan minesal dan batubsra sdalab: o, merjamin efekivilas pefaksanaan dan
pengendalian kegiatan usaha partambangan secara berdaya guna, berhasit guna, dan berdaya saing,
b. menjamin manfast pertambanpan mincral dan batsbara secara berkelaniutan dan berwawasan
lingkungan hidup; <. menjamin fersedisnya mineral dan batubara sebagal bahian baku dan/atan
schagat sumber energl untuk kebutuhan dalam negerd; d. micndukung dan menpmbahkembangkan
kemampuan aasional agar lcbih mamgy bersaing di dogkal nasional, regional, dan intemasional; €.
meningkatkan pendapatn masyarskat lokal, dacrah, den negar, serfa menciptakan lapangan keha
vtk sehesar-besar keseiahicraan rakyat
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sengketa ditambah dengan pemisaban pemberian [UP eksplorasi dan TUP produksi,
schingga pengusaha pun akan ragu-ragu mengajukan IUP eksplorasi dengan dana
yang sangat mahal dan tidak ada kepastian mendapatkan [UP produkst.

Dalam konteks iml yang dimaksud dengan kepastign hukum adalah adanva
konsistenst peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan
ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antarz satu
peraturan dengan peraturan vang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu
jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap perpantian pejabat selalu
ditkuti perpantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

4.3. Budaya Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Perizinan

Uraiap Friedman diatas menunjukan balwa Jegal cultre meliputi
pardangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum.
Pandangan dan stkap masyarakat terhadap budaye hukum sangat bervariasi karena
dipengaruht sub culture seperti ethnic, jenis kelamin, pendidikan, keturunag,
keyakinan {agama) dan lingkungan Pandangan dan sikap masyarakat inl sangat
mempengaruhi tegaknya hukum,

4.3.1. Discretionary Power

Pamerintah dalam menerbitikan Izin, harus didasarkan pada wewsnang yang
diberikan oeth peraturan perundang-undangan yang berlaku korena tanpa adanya
dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi {idak sah.
Pada urmmumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan
secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang meniadi dasar dan
perizinan tersebut. Akan tefapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman,
kewenang pemerintah dalam bidang izin i bersifat discrefionary power atau
benupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk
mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaiian dengan izin,
misalnya pertimbangan tentang kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu
izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana memperiimbangkan kondisi-
kondisi tersebut, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau
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penolakan izin diakitkan dnengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prosedur apa yang harus diikuii atau dipersiapkan pada saat dan
sesudah keputusan dibertkan baik penerimasn maupun penolakan pemberian izin,
- Permasalahan dalam IUP dalah dalam hal desentralisasi pemberian perizinan.
Tidak sedikit, efek samping dari desentralisasi justru bertolak belakang dengan
tujuanoya, sepertt berkurangnya kualitas pelayanan pubfik dan  merebaknya
korupsi di daerah. Mendapatt realitas demikian, para penganut pendekatan
kelembagaan baru berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi itu perlu ditlasti
kebijakan-kebijakan lain berikut pemguatan masyarakat (civil society). Untuk
memperbaiki pelayanan publik dan korupsi di dacrah, misalnys, perls dilakukan
reformasi birokrasi.'”

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat
menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi
terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran vang hendak dicapai. Artinya campur
tangan pemeriniah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan
bagi pelaku keglatan yang membutuhken izin apalagi bagi kegiatan vang
menghendaki kecepatan pelayanan dan mentut efisiensi. Menurat Sochardjo, pada
tngkat tertentu regulasi inl memmbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang
mendorong  unfuk  menyederhangkan pengaturan, prosedur, dan  birokrasi
Keputusan-keputusap  pejabat  sering  membutuhkan waktu  lama, misalnya
pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu
berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak
membuang waktu dan biaya. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan difakukan
deregulasi, yang wmengandung arti peniadaan berbagal peraturan perundang-

undangan yang dipandang berlebihan.

4.3.2. Kendala Implementasi Kebijaksanaan Ofenomi Daerah dalam Izin
Usaba Pertambangan.

UU Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki semamangat yang
mendukung ofonomi daerab. Hal ini khususnya tercermin dari adanva siruktur
hukum pertambangan yang menyerahkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah

% Kacung Marijan, Problem Rejormasi Birekrasi Doerah, (ttpi/iwww. jawapos.codd. |
29 April 2008) .
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untuk  mengeluarkan IUP. Secara umum beberapa permasalahan  Industsi
Pertambangan Mineral dalam implementasi cfonomi daerali di sub sektor
pertambangan umum antara hin adalah; masih adanya pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Daerab (Perdaj vang belum sinkron dengan peraturan perundangan yang
Iebih tinggi, kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang masih terbatas;
sdanya pungutan dan retribusi tambahan dan masih adanye kebijakan lintas
sektoral yang tumpang tindih, 17

Jaminan dan kepastian hukum masibh dianggap rendah misalnys masih maraknya
Penambang Tanpa fzin (PETI)

Selama hampir seperempat abad kebtigksanaan Otonomi Daerah di
Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daergh. Otonomi Daergh digini diartikan sebagal hak,
wewenang dan kewaiiban daerah untuk mengatur dan mesgurus numah tangganya
sendiri sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Pnnsip
pelaksanaar Otonomt Daerah itu sendint adalah Otonomi Daergh yang nyata dan
bertangpung jawab. Pada hakekatnya Otonomi Daersh disini lebih merupakan
kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya
pembangunan sebagai sarana untuk mencapal kKesejahtersan rakyat yang harus
diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

Dengan labirnya UU Pertambangan Miperal dan Batubara tersebut maka
dimmlaijah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dalam
memberikan Izin Usaha Perfambangan, Kebijakan Otonomi Daerah ini
memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan
kepada desentralisast saja dalam wujud otoaomt yang luas, nyata dan bertanggung
jawab.

Kendala-kendalz  vamg  dihadapi dalam  mengimplementasikan
kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan dar
beberapa aspek antars lain; aspek politlk, aspek regulasi, aspek kelembagaan,
aspek aparatur pemwgintaban baik Pusat maupun Daerah dan aspek miasyarakat,

~
Dari aspek kelembagaan untuk mengimplementasikan kebijaksanaan Otonomit

1% Bambang Sctiawan, Kebijakon, Fermasolokan Dan Prospek Pertombangan Mineral Di
Indenwsia, Disampatkan dalam Kolokium Periansbangan dan Open House Pusat Penelitian dan
Pepgembangan Teknelogi Mineral dan Batubars, Bandung, 5 Novertber 2408, him. 5,

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH UI,%@Ue?s;tas Indonesia



95

Daergh mengharuskan adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan baik di

Pusat maupun Daerah. Secara bertahap hal ini telah dilakukan antara lain dengan

melalukan peleburan terhadap instansi vertikal yang berada di Daerah menjadi

Perangkat Daerah serta pelimpalan pegawai negeri sip: Posat ke Daergh. Namun

demikian dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang disebabkar antara

lain perbedaan persepsi dalam menafsirkan regulast vang ada. Sehingga timbulnya

ekses seperti pembentukan dan pemekaran organisasi Perangkat Daerah tanpa

memperhatikan  kapasitas dan  kondisi Daerah  setempat. Hal inf juga

mengakibatian timbulnva pembengkakan kebutuhan belanja pegawal. Pengalaman

melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah semenjzk  Januari 2001 dapat

menyimpulkan beberapa kendala yaitn antara lain:*”’

1. Belum memadainys regulasi aftau peraturan pelaksanaan kebijaksanaan
Otonomi Daerah.

2. Terdapatnya inkonsistensi Pemerintab Pusat  dalam  melaksanakan
kebtjaksanzan Otonom Daerah,

3. Belum terdapatnya persamasan persepsi dalam menafsirkan kelbijaksanaan
Otonomi Dasrah dart berbagai kalangan,

4, Terbatasnya kemampuan SDM dalam  melsksanakan kebijaksanaan

Otonomi Daerah '™

1% Asosiash Pemerinigh Kabupaten Sehirub Indoncsia LAPKASD, Kendola Implementasi
Kebiaksanaan Cida & Indonesio, Agustus 2001. Disajikan pada Kulish Uroum Mahasiswa $1 dan
82 di Engkangan FISIPOL UGM yang dilaksanaban olch Program Pescasarfana Program Stgh
T Politik Konscntrasi Politik Lokal dan Otonomi Daemb, Ruang Semsinar FISIPOL UGM
Yogyakaita, 13 Agustus 2001,

Y8 APKASI, Perenan Asosiast Pemda datam meningkatkan SOM Gesltogi don Sumber
Daye Minersd, < Bip:fiwwwapkasi orid/medules phpfaamesNews & Ble—anicle& sid= 105> Juni
2008, Peningkatan kualitis sumber daya sasusia Indonesiz menjadi suatu hal yaong sangal crosial
datam upava meningkatis kesejabieraan masymipkat socara menyelursh dan merta. Penlingnys
peningkatan kuslitas sumber daya manuosia inl dapat dilthat dari beberaps aspek kehidupan dengan
mengeunakan paradigma nasional antara faln © Ideologl. Sila keadilan sosial bapl solumh rakyat
Indonesia mengajarkan upaya meningkatkan kescjahtersan sostal bagi seturub mkvat Indonesia |
Saigh satu spayanys sdalsh dengan meningkatlan kualitas somber days manusia.  Politik
Peningkatan kualitas samber daya manusia akan membuka keseinpatan kerja dan berusshy bagi
selaroh masyavakat. Hal i akan sangal mempengarudi lerhadep siabililas politk nasiopal dan
dacrsh. Ekowomi. Peningkatan kualites sumber daya mamusia memberikan kesempatan berusaha
bagi seluryh akyat Indonesia . Dengan kesempaian berusaha tersebut akan terbuka peluang uphak
meninghatkan tarsf ekonowd masyarakat maupon negara. Sosial Budaya, Globalisast informasi dac
komunikast akan sangat berpengamih techadap perkembangan nilabnilai sosinl tudaya bangsa
indonesia , Schagal fitter terhadap pengarvh dard nar tersebui pemngkatan kunlitas sweber daya
mssvusia sangat dipedukan, Perfahanan keamaran, Rendabnya kualitas sumber daya manasia alon
mempengaruls bagi siabilitas pertabanan dan keamanss Amcaman dari har seria ganggsan
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Demikian juga halnva dengan sumber daya manusia yang mengelofa bidang
geologi dan sumber daya mineral juga baru sebagian kecil dengan tingkat
pendidikan diploma/sarjana ke atas, Dalam pengelolazn sumber daya mineral dan
geologl yang diselenggarakan oleh kontraktor asing pada umumnaya penggunaan
sumber daya manusia Jokal hanya untuk pekerjaan kasar/buruh, sementara untuk
posisi tenaga ahl atau trampil mengandaikan {enaga asing.

Kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan geologi selama ini berada
di tangan Pemerimtab (Pusat). Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa
kekaysan alam dimanfaatkan bagi sebesar-besamya kesejahteraan rakyat. Oleh
karens it selama beberapa dekade sumber daya mineral dan batubara menjadi
primadona bagi sumber pembiayaan pembangunan. dan gas dan memberikan
kontnbust yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dengan kewenangan yang dimiliki Dasrah untuk mengelola surnber daya mineral
dan bstubara maka Daerab mempunvai kewsajiban dan tanggung jawab untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan geologi untuk
kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya mineral dan geologi akan
dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat di Daerah dalam rangka

menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

4.3.3. Unsur Pendidikan dan Pengembangan Kemamgpuan Pembuat Izin

s mengenai hukum dan

Mepurut  studi  yang  dilakukan Burg
pembanguran terdapat § (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak
menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stebility), “predikst” (preditability),
“keadilan” (fuirness), “pendidikan” {education), dan “pengembangan khusus dari
kemampuan sarjana hukom™ (the special development abilities of the lawyer) ¥

Sesuai dengan pendapat Burg’s di atas maka, JD. Nybart juga
mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, vaitu

predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance,

keamanan dan datam perh segera dintasi dengan mengupayakan peningkatan kualitas samber daya
manusia.

% Burg, EM. (1977), “Low and Development: A Review of the Literature & A Critique of
Scholars in Self-Estrangenent”, The American Journal of Compamlive Law, 25 Pp 492.530,
dalatn Devetupment Stodies Institute (DESTING, World Bank & Rule of Law Reform, Working
Faper Setics No. §3-H), 2005,

138 1 eonard I Theberge, op.cit, lim. 237
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definitior and clarity of stalus seria accommodation '

Plengan mengacu pada
pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas inl, maks hukum barus
mengandung unsur-unsur yang salah satunya adalah hukum ita setelah mempunyat
keabsahan, agar mempuonyal kemampuan maka hams dibuat pendidikannya
{education) dan selanjutnya disnsialisasikan, ;

Pelaksanaan UL Pertambangan Mineral dan Batubara dengan adanve
kewenangan daerah dalam memberikan Izin Usahe Pertambangan membutuhkan
sumber daya manusia yang trampil dan berkuglitas. Tanpa adanya sumber daya
manusia yang berkualitas maka pengelolaan sumber daya mineral dan geologi
tidak akan memberikan hasil yang memuasakan schagaimana dibarapkan. Oleh
sebab itu perlu adanya upaya dari hukum sendirl untuk dapat meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang berkaitan demgan hukum pertambanganan
khususnya dalam hal-hal yang menyangkut Izin Usaha Pertambangan.'® Dalam
rangka peleksanaan peraturan perundang-undangan pengelolsan sumber daya
mineral dan Batubara, Pemerintah Daecrah merupakan pemeran utama vang
mengetahui dan memahami kondisi, kebutvhan dan kemampuan Daerab dalam
pengelolaan sumber daya mineral dan geologt tersebut. Dibandingkan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah lcbih spesifik dalam memahami karakter geologis
Daerabnya dan karakter masyarakatnya.

Di era Gtonomi Daerah ke depan peran Dagrah dalam pengelolaan sumber
daya mineral dan batubara akan semakin strategis. Paradigma baru pengelolaan
sumber daya alam gecara lestari dan berkelamutan merupakan paradigma vyang
harus menjadi perhatian dan cita-cita Pemerintah Daerah dalam pengelolazan
sumnber daya mineral dan batubara. Pemetintah Daerah harus berperan aktif dalam
meningkstkan kualitas sumber daya manusia di bdang geclogi dan sumber daya
mineral. Hal ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan fungsi Pemerintab
Dacrah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1D, Myhart, epcit, hlm. 12,

B2 gelalan dingan implomenlasi kebilakan Otonomi Daerah maka kewensngan yang
dimiliki Daergh untuk mengeiole sumber daya mineral dan geologd juga melipet kewenangan
untuk melakukan upaya peningkatan kealilas sumber daya mannsia pengelols tecsebit. Kealitas
sumber daya imanusia yang harus ditingkstkan tersebut tidak hanya Surober Daya Manusia aparatur
pemeriniah tetapt jugs Sumber Daya Manusia masyarakat baik masyvarakat yang bergemk secarn
langsung 4i bidang geologt dan sumber daya mineral maupnn Gdak, .
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4.4, Pentingnya Investasi Pertambangan Bagi Indonesia

Investasi dalam industri pertambangan telsh memberikan kontribusi bagi
Indonesiz dalam berbagat aspek. Salah satu kontribusi yang paling signifikan
adalah pembangunan beberapa daerah terpencil di Indonesia, vang mungkin tidak
akan terjadi tanpa peran langsung pertambangan. Perusahaan tambang seringkali
menjadi pemberi kerja tunggal di beberapa daerah terpencil, behum lagi multiplier
effect vang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Penelitian yang dilakukan oleh
Universitas Indonesia mengenal dampak ekonomi dari operasi tiga tambang besar
yakni Inco, Kaliim Prima Cosl, dan Fresport, menunjukkan secara gamblang
multiplier effect yang ditimbulkan,

Sektor pertambangan membuat sumbangan vang sangat berani pada
ckonomi Indonesia dalam masa beberapa dasawarsa lalu, dan akan terus-menerus
membuat seperti sama dalam wakiu selama dasawarsn-dasawarse yang akan
dstang. Indenesia adalah produsen keiujuh yang paling besar batk emas daa batn
bara di dunia, dengan produksi 169 juta ton pada tahun 2006 dan 120 juta ton pada
2007. Sumbangan keseloruhan industn perfambangan Indonesia kepada GDP
negara dalam tahun 2006 ialah sekitar 56 frilyun rupiah, atau 3 persen dari jumish
GDP nasional. Daerah eksplorasi pokok yang menjadi daya tarik cadangan mineral
yang terkandung di wilayah Indonesia adalah busur pulau-pulau Sunda-Banda
yvang merentang di seberang pulau Indonesia selatan (Lihat peta Busur Magma
Indonesia) vang terkenal untuk untuk cadangan mineral yang terbesar dan terkaya.
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Gambar 4.1. Peta Busur Magma dao Cadangan Emas Utama Fadonesia'™

Indonesrta mempunyal banyak cadangan tambang besar yang termasuk
tambang Batu Hijau™ di Pulav Sumbawa dan tambang Grasberg'® di Papua, vaitu
tambang emas yang paling besar dan tambang fembaga yang besar ketiga dalam
duniz.

Tercatat akiifitas tiga perusahaan tersebut telab membuka kesempatan kerda
langsung masing-masing 39,1 kali (Inco), 12 kali {Kaltim Prima Coal), dan 31,6
kali {(Freeport). Diampak terukur terhadap perekonomian sudah termasuk gaji dan
tunjangan yang diterima karyawan Indonesia, pembehian dari pemasek dalam
negeri, pajak dan pendapalan lainaya yang diterima pemerintab pusat, pemerinish

it Smber Southern Arc Minerals Inc. <hitp:/fwww southernareminerals.com>

# Pemilik tambang Batu Hijau, PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), merencanakan
akan menghaszikan 455 juta pon tembaga dan 483,330 ons emas pada tahun 2009, Tambang Bau
Hijaw menyediakan pekerisan untuk 8.080 orang yang bekegia secara langsung untak lambang atay
untuk perasahaan koptrmktor yang diborongkun oleh PT NNT untuk mengerjakan di tempat
tawbang. Demikian PT NNT adalah perugshaan penyumbang penting untuk ckonomi Iokal maupun
nasional di Indonesia demgan nilai tofal sekitar 7,66 wrilyun rupish disamping pajak dan royalti
dengan nilai sekitar 2,65 trilyus rupish yaog dibayer kepada pemerviatah daerab dap pemerintah
pusat pada Maret 2009, Sumber: Southern Arc Minersls Inc.

% Pada 2004, tambang Grasberg ditaksir untuk mempunyai cadangan sebesar 46 juta ons
emas, Dalam tiga bulan pertama 2009, tambang Grasberg menghasilkan sekitar 404.000.000 pon
tembuga dan 570.000 oz emas. Perusahann pemilik tambang Grasberg, Freeport-cMoRan Copper
& Gold Inc., mengharapkan penjnalan dari Indonesia sebanyak 1,3 milvar pon tembaga dan 2,2 juta
ons emas pada tahun 2009. Sumbsee: Southern Are Minerals Ine.
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provinsi dan kabupatenwkota, juga dividen yang diterima pemegang szham
Indonesia dan bunga vang diterima oleh bank-bank Indonesia.

Dalam laporan Desember 2007 yang dirilis pada akhir Febraari 2008 laly,
PWC mengungkapkan sejumlah hal penting yang berlangsung di  dunia
pertambangan sepanjang 2006. Yakni lonjakan harga mineral yang memicu
peningkatan keuntungan dan pendapatan pada sektor pertambangan di Tanah Air
sebesar 22% dengan laba bersih 17%, Kondisi itu membawa tingkat pengembalian
dana pemecpang saham juga meningkat hingga 39,4%, dibandingkan 2005 yang
hanya 37,3%.'% Sepanjang 2006, PWC melaporkan bahwa total konmibusi
pertambangan terhadap perekonomian Indonesia mencapai Bp 51,608 triliun, naik
5% dibandingkan 2005 yang hanya Rp 49,119 triliun. Jumiah itu meliputi upah
pegawal Indonesia sebesar Rp 5,476 triltun, pembelian dari pemasck dalam negeri
Rp 11,850 trilmn, pendapatan pemerintah Rp 31,404 #riliun, dividen vang
dibayarkan kepada pemegang saham Indonesia Rp 2,650 triliun, serta bunga yang
dibayarkan ke perusahaan/bank di Indonesia Rp 228 miliar.
Secara ripci pemingkatan koatribusi pertambangan terhadap perekonomian
Indonesia pada 2006 adalah $7% untuk upah pegawai, 26% untuk pembelian dari
pemasok lokal, 20% untuk pendapatan pemerintah, 18% untuk dividen yang
dibayarkan kepada pemegang szham Indonesia, dan &% untuk bunga vang
dibayarkan ke perusahaan/bank di Indomesia, Juga harus dicatat babwa industri
pertambangan merupakan komponen besar praduk domestik regional broto dan
beberapa provinsi, vakni Papua, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan

Kalimantan Timur,'®

"% Meroketnya hargy minyak mentzh dunia tolah membawa batubara menjadi komoditas
primadonz, dan itu berlangsusg hingga bwarisd penpma 2008 i Akwmaldast dad itn somua
berimplikasi pada sreningkatnya pendapatan peerinigh dard perianbangan menjadi UST 3,4 miliar
patia 2006, dimana 70%-nya bemsal dari pajak penghasilan dan royalft. Kontrbusi sekior
pertambangan ke Produk Domestik Brulo juga meningkat 7% dibandingkan 2003 yakni sthesar Rp
56 trilivn. Behan lagl kontribust terhadap ckspor Indonesia sebesar 118$ 20 miliar, meningiat 40%
dibandingkan tahun 2005, Lihat Abram Lagaligo, Kejoyaon Feriambsangon, 'Darch Segar'
Kemohemuron, <www maizhiiambang com> diakses 25 Mei 2009

¥ Data merupakan hasit survel PWC (2600-2007) terhadap 65 respondennya, vang tedind
dari 20 perasabaan tambang yang sudab berproduksi, dan 39 perusahaan tambang eksplorasi. Data
survel juga menycbutkan jumiah fndividu vang dipekerjakan scoara langsung ofeh 65 perusahaan
lambang ity sedikit aneningial pada 2006 dibandingkan 2005, yang dipengaruhi oleh peningkatan
kapasitas produksi. Poningkatan jumish pegawal terkurangi dengan adanya penutupag atav
penurunsn Ungkat kapasilas produkst dan beberapa perusaisan pertambangan, .
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Melonjaknya sektor pertambangan menghasilkan rata-rata upah kotor tahunan
vang lebih tinggl untuk pepawai Indonesia sebesar 61% {2006} dalam mata vang
1SS, Hal ini terutama disebabkan oleh manfaat tambghan yang diterima sebagai
hast! dan kenaikan produkst serta penjualan. Secara keseluruhan, upah kotor
tenaga keria meningkat 49% atau Rp 6,314 triliun pada 2000, Pada 2005 upah
kator tenapa kerja tercatat Rp 4,251 iniliun,

Jumlah pegawai yang dipekerjakan pada ¢35 perusahaan tambang itu mencapai
38.030 orang, meningkat 3% dibandingkan 2005 yang hanya 36.817 crang. Jumiah
ith mencskup individu dengan kontrak tenaga kerja yang secara langsung
disupervisi oleh perusahaan, Sedangkan individu vang dipekerjakan secara tidak
fangsung {melalui kontrakior dan pemasok) tidak termasuk di dalamnya. Hal ini
ibarat ‘darah segar” yang ditransfusikan ditengah sempitnya lapangan pekerjaan di
Tanah Air.

4.4.1. Kontribusi Bagi Pembangunan Nasional

Koniribusi sektor pertambangan terhadap negara pada dasarnya dimulai
dari masa penjajshan. Namu pada saat itu kontribusi sektor ini hanya lebth untuk
kepentingan peniajah  semata. Dalam  masa  penjajshan  Belanda, bhasil
pertambangan digunskan untuk pembangunan Negeri Belanda, dan pada masa
penjajahan Jepang, kontribusi sektor pertambangan digunakan sebagai sumber vital
yatuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Pada kedua masa penjajahan im,
hagil pertambangan tidak dapat dimkmatl atau dimanfastkan untuk kepentingan
rakyat Indonesia, bahkan dapat dikatakan bahwa kontribusi dari pengerukan
kekavyaan alam Indonesia lebih banyak menyengsarakan rakyat.
Pada awal kemerdekaan sampal dengan tahun 1950, sejarah perjuangan bangsa
Indonesia berada pada masa revolusi fisik. Pada measa-masa ini, kontribusi dari
sektor pertambangan juga belum berarti terhadap pembangunan dan kelangsungan
hidup bangsa, sebab pada masa ini dilakukan politik dan takitk bumi hangus
terhadap berbagai instalasi usaha pertambangan dan energl. Tujuannya adalah
mencegsh apar tidak dimanfaatkan oleh Netherlands Indies Civil Administration
{NICA) Belanda vang berusahaz menduduks kembali Indonesia. Selain ancaman
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dari luar tadi, juga pemerimtah masih menghadapi berbagal rongrongan dari
pemberontakan di dalam negeri.

Kemudian pada tahun 1951-1965, meskipun masih diwamai dengan gejolak-
gejolak politik sampai dengan meletusnys peristiwa G305/PK1 tahun 1963, samun
kontribusi sektor ini sudah menunjukar kemajuan yang menonjol, Kemajuan ini
ditandai dengan kebijaksanaan nasional yang menetapkan sektor pertambangan
menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan koninbusi yang
besar terhadap pembangunan nasionsl dan kesejahteraan rakyat schuruhnya,

Pada masa orde baru selama 32 tahun dan masa reformasi sekarang ind, kontribusi
sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
sangat besar dan terus menerus mengalami peingkatan. Pda Pembangunan Jangka
Panjang 25 Tahun Tahap Pertama (PIPT 1), bahan gahan utama masih bertumpn
pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumm, disamping beberapa bshan
galian non migas seperti batubara, tembaga, timah, nikel, bauksit, aluminum, pasir
besi, emas dan perak. Subsektor migas merupakan tulang punggung perekonomian
Indonesia sebab hampir 70% devisa negara dihasiikan dari subsektor migas.
Alchir-akkhir it kontribust sektor pertambangan semakin divasskan setelah tenjads
krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi vang salah satunya dipicu
oleh menurunnya mika) tukar rupiah. Dlaam kondist vang demikian, salah sata yang
dapat membantu menyelamatkan perckonomian negara yang semakin ferpuruk
adalah usaha peningkatan ckspor berbagai komoditas, tentu saja salah satunya
adalah komoditas bahan galian yang akan menghasiikém devisa. Dengan adanya
gejolak moneter berupa peningkatan nilai dollar AS ferhadap rupish dan mata uang
lainnya, maka nilm ekspor komoditas bahan galian daapt dijadikan andalan dapat
digunakan untuk memperkecilt defisit trangaksi berjalan.

Perolehan nasiopal dart sektor pertambangan dapat dikatakan multidemensional,
vaitu antara lzin mampu menopang program industrialisasi melelui penyediaan
balarn baku bagi industri dalam negeri, mampu menyediakan sumber energl primer
yang penting seperti minyak, gas, dan batubara. Selain itu, sektor inl juga mampu
meningkatkan pener?ﬁ‘iaan negara dan devisa, meningkatkan dan memeratakan
pembangunan ke seluruh wilayah, membuka seluas-luasnya kesempatan berusaha

dan bekerja sama serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
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Penggunaan sumber daya mineral dan energi sebagai salah satu modal dasar
bangse, diarabkan menjzdi pendorong wtama dan penggerak pembangunan
ekonomi, termasuk sarana dan prasaranannyg. _

Scbagali gambaran betapa besar kontribusi  sektor pertambangan dalam
pembangunan nasional dapat dilihat oada keterangan pemerintah tentang RAPBN
setiap tahun anggaran yang disampaikan oleh Presiden di depan sidang paripuma
DPR. Penerimaan negara dgri sektor pertambangan yang dimaksud adalah

penerimaan negara non pajak.

4.4.2, Kontribusi Bagi Pembangenan Daerah

Pengusahaan pertambangan, memiliki peran yang strategis dan koatribusi
yvang besar terhadap pembangunan di daerah. Sebab dengan pengusahaan
pertambangan 41 daerah, otomatis akan  terbentuk komunitas baru  dan
pengembangan wilaysh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah
kegiatan pengusahaan pertambangan. Pengembangan wilayah vang demikian akan
membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah, sebab masyarakat pencari
kerja dan pelaku ekonomi akan tertarik ke wilayah pertumbuban yang baru 'S
Dengan demikian lambat laun jasa-jasa lainnya akan tumbuh baik jasa yang terkait
langsung maupun tdak langsung dengan kegiatan pengusahsan pertambangasn.
Akhirnya interaksi dari sekfor jasa-jasa tersebut, akzn semakin berkembang serta
tidak terlalu terikat dengan kegtatan pengusahaan pertambangan (mandiri). Pengan
demikian, selsin pengembangan wilayah juga pengembangan kegiatan ekonomi
yang belum berkembang. Perkembangan seldor ekonomi dimaksudkan untuk
menopang  atau  mendukung  kebutuhan dasar para karyawan perusahaan
pertambangan.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, membutehkan
dana begar untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat. Di antara sekior-

sektor yang lain, pertambangan terbukii telah memberikan sumbangsih besar

18 Witayah pengusahoan pertambangan bagaikan kampung mat ditengah huten vang
disolap menjndi kotz bama dan dHengkapi dengan sarana dan prasarana pepunjang seperi
telekomunikast, transportasi (bandar udara dan polabubian Javt), perbangkan, pasar dan pusat
perbelanjaan, holel berbintang serta tempat hiburan beruypa clubclub malam yang mewarnat
kehidupan malam sebuah kota bara di tenpab hastae, Pendoduk kota bars tersebut sangat heicrogen
{majemuk) hidup di dalamnyz berbagai etnis bangsa senta latar belakang budaya dan agama vang
berbeda.
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dalam mengembangkan daerah-daerab terpencil, membangkitkan geliat
perekonomian masyarakat, dan membawa kemajuan yang signifikan pada wilaysh
vang sebelumnya tak tersentuh.

Sumbangsih tersebul terasa makin nyata tatkala otonomi dasrah berlangsung sejak
1999 silam. Ratusan daerah miskin bangkit menjadt sentra keglatan ekonomi vang
maju, seiring berlangsungnya aktivitas ekeplorasi dan eksploitasi sumber daya
alam pertambangan. Bukan Ranya dalam bentuk penyerapan pegawi,
pertambangan jugs membawa kemajuan pendidikan, kesehatan, dan teknologt,
vang berujung pada kemakmuran. Sejumiah yayasan sosial juga bermunculan dan
tumbuh membangkitkan kesejahteraan.

Dari survey yang dilakukan Majalah Tambang , rata-rata responden pertambangan
memberikan nilai positif terhadap sepuluh pertambangan terkemuka di Indoensia
dalam hal community development . Beberaps perusabaan mengalokasikan
sejumiah dana dard tabun ke tshun semsakin besar, dengan peningkatan
spektakuler. '™

Peningkatan juga terjadi pada sumbangsih lambang terhadap aktivitas penelitian
dan pengembangan vang mencapai US$ 4,678 juta pada 2006, Nak 56%
dibandingkan tahun 2005 vang mencapat US$ 2905 juta Sedangkan kenaikan
persih dari akumulasi penyisihan cadangan untuk teklamasi dan penutupan
tambang juga meningkat 22% atau USS 78,259 juta pada 2006, dibandingkan pada
2005 vyang banya US$ 63,885 juta. Sementara pengeluaran untuk pelatihan
pegawat turun 7% dari Rp 273 miliar pada 2005 menjadi Rp 258 miliar pada 2006,
Lebih dari lima tahun tergkhir, tercatat 85 perusahazn pertambangan di Indonesia
telah mengeluarkan lebih dari Rp 4,7 triliun untuk berbagai aktivitas vang terkait
dengan lkepentingan umum. Peningkatan mi secara umum sejalan dengan
peningkatan laba yang dilaporkan industn pertambangan. Dengan demikian, ketika
industri pertambangan membaik maka masyarakat di sekitammya juga ikut
menikmati dan dacrah yang bersangkutan berangsur menjadi makmur,

¥ PWC mnneatat ol pengeluarn wskk pongembangen dactah dan kemasyarakatan,
sorlg konivibusi oofuk amal dan apluk yayasan oitlaba tems meningkat sejnlan  dengan
keconderungan namknya hargn dan produksi komoditns pertambangan, sepaggang 2003-2006,
Stubangan amal dan kontribusi pada yayasan nivkaba tercatat sebesar Rp 113 miliar (pada 2006),
mieningkat 19% dibundingkan 2005 vang hanya Rp Rp 75 miliar. Peagelnaran natpk kegiatn
pongombangan dacwah dan kemosvarakatar vang dilaporkan 4 wshou 2005 adalsh Rp 991 miliar
ata nats 26%; ditandingkan 20038 vang banva Rp Rp 784 miliar
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Dapat disimpulkan bahwa usgha pertambangan memberikan manfaat ekonomi
langsung dan tidak langsung yang cukup besar bagl pemerintah di tingkat pusat,
daerah dan Indonesia sccara keseluruhan, Manfaat langsung termasuk kontribust
lazimnya suatu perusahaan kepada negara, mencakup pajak, voyalti, dividen, iuran
dan dukungan langsung lainnya. Sedangkan manfaat tidek langsung antara lain
adalah pembangunan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, sekolah, pelabuhan
faut, airport dan peoyedia lapangan kerja yang sckaligus dapat merupakan sarana
alih tekngologi pada bangsa Indonesia, Pada tabun 2008, sekior ESDM memberikan
kontribusi dalam penerimaan sebesar Rp. 349.477,30 miliar atau sekitar 36% dari
total penerimaan Negara, Sedang lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak
langsung, vang bisa disediakan mencapai 1.752.956 pekerja."™"

4.5. Kesejahieraan dan Kemakmuran Rakyat

Sehuruh kegiatan pertambangan adalah untuk demi kemakmuran rakyat dan
kesejahteraan rakyat. Istilah kescizhteraan rakyat vang dikaitkaa dengan tujuan
pengusaan negara atas kekayaan alam nasional, bersumber dani kalimat sebesar-
hesarnya kemakmuran rakyat Kemakmuran rakyat mempunyal pengertian vang
lebil sempit dibandingkan dengan kesejahiteraan rakyat, sebab kemakrouran rakyat
lebih berorientasi kepada kemampuan ekonomi rgkyat. Artinya ukuran
kemakmiuran rakyat atay sustu kelompok masyarakat selalu yang menjadi tolok
ukurnya adalah kemampuan ekonomi (penghasilan dan kebutuhan hidup). Xamus
Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata makmur: serba kecukupan, tidak
kekurangan. Dan kata kemakmuran: keadaan makmur. Kata sejabtera berarti- aman
sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran,
serfangkan  kata kescizhteraan: keadaan sejahtera, kearanan, keselamatan,
ketentraman dan ketenangan hidup.

Berdasarkan perbedaan pengertian antara kata kemakmuran dan kesejahtergan,
maka penulis akan mengpunakan kata kesejahteraan dengan asumsiéahwa makne
kesejahteraan di dalamnya terkandung pengertian kemskmuran, Pengertian

tersebut scjelan dengan kongep Kesejahteraan yang diajukan oleh Jeremy Bentham

Y pumomo Yusgiantoro, AR Prediksi Pertumbuhorn Flonomi Indonesia 3,5%,
Departessen Eoergl dan Sumber Daya Mineral. < www.esdm go.id>
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vang mengatakan: “Kesejahteraan adalah kebabagiaan yang diukur dengan
hanyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan”"”' Dalam kaitannya dengan
kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat, Bentham wmenyebutkan untuk
mencapal  kesempurnaan kenikmatan yang akan memperbesar kescluruhan
kebahagiaan sosial, ada empat syarat vaitu: (1) tersediannya bahan-bahan
kebutuhan pokok, (2) menghasilkan kelimpahan/ kekayaan, {3) diusahakannya
kesamaan dan {4} terfaminnya keamanan,

Pengertian demikian berbeda dengan kesejahteraan rakyat, mesurut Agus

Sumule'?

yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat dalam arti pengakuan
atas hak-haknya, pelibatan masyarakat sebagal mitra sejajar di dalam berbagai
pembicaraan vang menyangkut kepentingannva. Berdasarkan kedua pengertian
kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dan opiik pengakuan atas hak-haknya dan
perlindungan keamanannya serta dilibatkan dalam setiap pembicaraan yang
menyangkut kepentingannya.

Akan tetapi melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa dipersiapkan
dan diberdayakan lebih dahulu, sering berujung pada bencana ketimbang manfaat.
Dazlam rangka memberdayakan masvarakal, maka hasil pembangunan harus
memberikan manfaat terutama kepada rakyat kebanyakan, Sebab pembangunan
apapun vang dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan manfaat kepada
rakyat adalah pembangunan yang gagal. Sejalan deocgan itu, Proklamator Bung
Hatta jauk sebelumnya pernah berkata, "Kemerdekaan Indonesia tidak akan ada
artinya, nka rakyat tetap menderita.

Berdasarkan pengertian-pengertian terscboi diatas, vang dikaitkan dengan
kontribusi perusabaan pertambangan, maka dapat ditack beberapa makng darst
sebesar-besarmnya kesejahteraan rakyat sebagat berikut,

1. Dari aspek hukum berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalam
pengusahaan pertambangan; bentuk keterlibatan itu berupa pengakuan atas
hak-hak adat masyarakat atas lahan dan sumber daya alam (semacam
pemegang saham), sehingga rakyat berbak mendapatkan manfaat jangka
panjang atas {iigunakam;% lahan dan sumber daya alam mereka,

" Macpheeson, CB. {ed), Pemikiran Dosor feniong Hak Milik (alih bahasa: C.
Woekirisari dan Haryono), (Jakaria: YLBHE, 1949) bim. 50,

% Apus Sumule, Restrafdurisusi don Reorientasi Perekonomion Irian Java, (Timiky: PT
Fregport Tndonesia, 1998) him. 15,

Paradigma Baru..., Viktor | Suripatty, FH UI, 2bdiversitas indonesia



107

Konsekuensi atas pengakuan atas hak-hak mereka, rakyat dilibatkan dalam
setiap pembicaraan yang menyangkut pemanfaatan lahan dan sumber daya
alam vang mereka telah kuasai secars turun menurun

2. Dari aspek fisik berarti rakyat berhak menikmati sarana dan prasarana/
fasilitas vang dibangun oleh perusahaan pertambangan.

3. dari aspek non fisik berarti perusahaan pertambangan menciptakan
lapangan kerja dan memajukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan hidup masyarakat;

4. dari aspek ekonomi berarti  meningkatkan  dan  menumbubkan
perekonomian rakyat dan memberikan kontnbusi, bak langsung maupun
tidak langsung bagi perekonomian negara.

Kontribusi perusahaan pertambangan terhadap kesejahteraan rakeyst, secara umum
dapat dibagi menfadi dua yaitu: kontribusi langsung dan kontribusi tidak fangsung.
Kontribusi langsung sektor ini pada umumnya dirgsakan atau dinikmati oleh
masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan, '™ tetapi juga dapst merasakan
langsung dapat negatif yang skan timbul akibat pengusahaan pertambangan
Misalnya dari aspek hukum, mereka yang memenuhi syarat dapat terlibat langsung
dengan menjadh karyawan pada perusahaan pertambangan aten mendapatkan dana
recognisi karena tanahnya dimanfasatkan oleh pengusahaan pertambangan. Dard
aspek ¢konomi masyarzkat dapat menjadi milra usaha dengan menyediakan
kebutuhan primer atau sekunder perusghaan atan karvawan  perusghaan
pertambngan. Semestara iy, kontribusi tidak langsung terhadap kesejahteraan
rakyat adalah melalui penerimaan niegara baik luran pertainbangan, pajak maupun
non-pajak serta pungutan lain. Pencrimaan negara tersebut digunakan oleh
Pemerintah untuk membiayaai pelaksanaan pembangunan bagi sefurub rakyat
indonesia. Karena begitu dekainya hubungan manfaat pertambangan bagi
kemakmuran rakyat maka pengaturan perundamg-undangan yang mengatur
pertambangan akan sangat berpengaruh bagt kemakrmuran rakyat.

—
Y

'3 K ontribusi Iangsung pengusalaan pertambanganierhadap keseinhiorann rakyat selompat
tercalup dalam program focal and community development yang dikembangkan oleh sctiap
perusahaan ckstraktif' sumbcr daya alam, tenmasuk pengusahaan pettatmbambangan. Program
tersebul, merupaksy invesltasi sosial wang secara fidak iangsung skan meningkatkan kineds
produlksi perusabaan, scbab investasi sosial dapat menghiiangkan atan mengurang] konflik aniara
perusabaan dengan masyaraka? sekilar pengusaiaan pertambangan.
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Suatu hukum pertambangan yang tidak meseiptakan iklim investasi pertambangan
vang baik, menyebabkan kurangnya kemakmuran rakyat yang sebenarnya dapat
diciptakan.

4.7. Analisa Perbandingan Konirak Karva dan Izin Usaha

Pertambangan

Hukum pertambangan baru datam UU Pertambangan Mineral dan Batubara
mengganti gistem Kontrak Karya dengsn Izin Usaha Pertambangan Beberapa
perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut antara fain adalah:

Pertama dari segi istilah, Kontrak Karya sesuai dengan Pasal 8 ayat {1)
Undang-undang Nemeor 1 Tahua 1967, dan Izin Usaha Pertambangan sesuai
dengan Pasal 1T ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20609 Keduanya
mempunyal fujuan yang sama yaitu mengatur dan memberikan izin dalam
pengusahaan pertambangan mineral.

Kedua, dari segi prinsipal atau pemberian izin; pada pola Kontrak Karya,
Pemerintah Republik Indonesiz adalah sebagar prinsipalnyy, dan sebelum disetujul
oleh Presiden, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pewakilun Rakyat.
Dalar sistem Izin Usaha Pertambangan tidak disebutkan persetujuan Presiden atau
DPR dan hanya disebutkan bahwa Tzin Ussia Pertmbangan (IUP) diberikan oleh
bupati/walikota apabila wilayah IUP (WIUP) berada di dalam satu wilayah
kabupaten/kota; gubernur  apabifa WIUP  berada pada  lintas  wilayzh
kabupaten/kota dalam 1 {satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dani
bupatifzalikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinst satefah
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikots setempat sesusi
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan. Nyhart dalam  teorinya
menyatakan pentingnya pendekatan hukum sebagat dasar pembangunan yaitu
adanya unsur stabilitas (stability) sebagaimans diuraitkan di muka. Sepertt yvang
telah dijabarkan dalam BAR I, bahwa umur dari tambang ustuk mendapatkan
suafu temuan dalam eksplorasi dan produksi adalah sangat lama, sedangkan posisi
kepala dasrah, dan menteri yang telah memberikan izin terbatas. Karena TUP tidak

memberikan faminan yang fetap, unsur stabilitag pun sangat kurang. Namun jika
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kita melibat teori Posper, IUP telah memenuhln persvaratan nilai den efistensi
karena TUP jauh lebih sederhana dan efisien dari sisi administrasi dibanding
dengan Kontrak Karys, meskipun memiliki banyak kelemahan dalam hal kepastian
hukum dan hal penyelesaian sengketa yang timbul.
Ketiga, para pthak; pada pola kontrak karya, perjanjian atau kontrak pengusahaan
pertambangan terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dart dua pihak vaitu
kehendak Pemerintah dan kehendak pengusaha pertambangan. Perverintah dalam
hal ini bertindak sebaga) regulator sekaligus pihak yang setara dalam konteak, Hal
ini sebenarnya yang menjadi dasar utama dalam penysunan UU Pertambangan
Mineral dan Batubara dengan sistem Jzin Usaha Pertambangan. Pada sistem TUP,
hanya ada satu pihak, yakni pthak pemben izin adalah Pemerintah yaitu bupati/
walikota, gubernur atau menteri, tergantung dari keberadaan lokass WIUP.
Jika kita kembali ke teori yang dijabarkan diatas, dalam IUP yang berpsran
memberikan izin adalah satu pihak yaitu pihak pemerintah sehingga hukum kurang
dapat berperan dalam menciptakan kescimbangan (balance} dalam pembangunzn
ekonomi antara pemerintah dan pengusaha khususnya keseimbangan dalam
menyelesaikan sengketa sebagal salal satu fungsi dari sistem hukum, dan hal inx
akan berkaitan dengan irnisiatif pembangunan ekonomi demi kemakmuran rakyat,
Keempat, caloupan, Kontrak Karva mencakup kegiatan eksplorasi
sekalizus kegiatan eksploitasi atau produkst. TUP diberikan secara terpisah dengan
memisahkan kedua fase kegiatan pertambangan yakni IUP Eksploragi dan [UP
Produksi. Denpan dipisahkannya IUP dalam dua tahap diatas, maka hukem kurang
dapat membuat prediksi (predictability}, yailu gpakah hukum itu dapat
memberikan jaminan dan kepastias hukum bags pelaku usaha pertambangan dalam
mermpredikst dan merencanakan langkah-langkabh usaha dan kegistan-kegiatan
ekonomi yang harus dan akan dilskukan untuk  proyeksi pengusshaan
pertambangan, Apakah dengan biaya eksplorasi yang besar dan resiko kegagalan
sangat tinggi pemilik [UP Eksplorasi mendapatkan kepastian TUP Produksi? Dalam
hal ini budaya bukum sangatlah berperan dalam menentukan kepastian hukum.

s
Bagaimana jika TUP Eksplorast telah didapatkan, pengusaha melakukan eksplorasi

dengan biaya besar, dan ternyata pada saat akan mengajekan IUP Produks: kepala
daerah telsh diganti? Adakah suatu jamuinan hukum? Jika UU Pertambangan
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Mineral dan Batubara menjamin bahwa pemilik IUP Eksplorasi akan mendapatkan
1UP Produksi, lalu mengapa kedua izin ini dilakukan secara terpisah?

Kelima, pihak pensonam modal; Kontrak Karya hanya diperuntukan bagi

penanaman modal asing, sedangkan TUP berlaku baik bagt penanam medal asing
dan juga bagi penanam modal dalam negeri tanpa ada perbedaan.
Dalam hal ini terdapat aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama bagi
semua orang atau pihak di depan bubum, perlakuan yang sama kepada semua
orang dan adanva standar pols perilaku pemerintah, oleh banyak ahli ditekankan
sebagal syarat untuk berjalannya menjaga mekanisme pasar dan mencegah
birokrasi yang berlebthan. Dalam kaitannya dengan aspek keadilan disini, maka
faktor aceewntabilily dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta
perbaikan sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam
rangka menarik Investor

Weenam, hukum dasar; Kontrak Karyz memiliki dasar hukum perjanjian.
IUP bedasarkan hukum administrasi negara {HAN) sehingga Kontrak Karya
berdasarkan asas kesepakatan sedang dalam Izin Usaha Pertambangan hanya ada
satu pihak yaitu Pemerintah sebagal pomberi izin,

Ketujuh, penyelesaian sengketa; Kontrak Karya mengatur dengan jelas hal
penyelesalan sengketa, dan biasanya melalui arbitrase luar negerd atau dalam
negeri sesuar kesepakatan pengusaha pertambangan dan Pemerinteh. Sedangkan
TUP tidak mengatur penyelesaian sengketa. Pasal 154 UU Pertambangan Mmeral
dan Batubara menyebutkan bahwa Setiap sengketa yang muncul dalam
pelaksanzan IUP diselesaikan melalut pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-updangan. Kata 'dan’ dalam ketentuan
‘pengadilan dan arbitrase’ dapat diartikan bahwa penyelesatan sengketa harus
dilakukan dalam dua lembaga, yaitu di pengadilan dalam negeri dan juga harus
melalui arbitrase di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang belaku, Dan kembali ke teort hukum kemampusan prosedural
(procedural capability) dilihat dari kemampuan prosedur yang diciptakan oleh
suatu sistem hukum dalam menyelesaikan masaﬁh yang dibawa kepadanya. IUP
tidak mengatur peradilan tribunal (cowrt of adminisiratif tribunal), penyelesaian

sengketa di luar pengadilan {alternative dispute resolution), dan tidak mengatur
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penunjukan arbiter konsiliasi {cencifiation) serta lembaga-lembaga vang berfungsi
sama dalam penyelesaian sengketa. Seluruhnya dikembalikan pada pengadilan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat berlakunya IUP. Pada dasarnya
investor tidak akan fertarik jika prosedural hukum tidak dapat ditegakkan secara
pasti, Berkaitan dengan hubungan antara definisi-arbitrase diatas definisi yang juga
telal dijabarkan; izin adalah sebapai perbuatan hukum bersegi satu vang dilakukan
oleh permerintah, dan dalam hal ini izin tidak mungkin diadakan suatu persesuaian
kehendak, dan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari penjabaran ini dapat disimpulkan
bahwa karena {zin adalah suatan perbuatan hukum sepihak dari pemerintah, maka
penyelesaian sengketea melalui arbitrase tidak dapat dilakukan pada sistem
perizinan.'** Di Indonesia keadaan ini sangat lemah dalam rangka upaya menarik
investor. Selain tidak adanya kepastian dalam pengaruran penyelesatan senghketa
dalam UU ini, secara budaya hukum juga putusan-putusan badan peradilan yang
tidak tferprediksi, termasuk prosedur penyelesaian sengketa perburghan yang
kurang efekiif dapat mengurangi kepercayaan investor. Prof Hikmahanto Juwana
mengatakan bahwa kelemahan utania dars UXJ Pertambangan Mineral dan Batubara
adalah adalah belum terujinya {iested) undang-undang ini dalam prakiek, Hal int
mengingat berbagai ketentuan dibuat tanpa memperhatikan secara akurat kondist
vang ada. Para pembentuk UU diduga lebth banyak menggunskan perasaan
(feeling} dan keputusas politik daripads fzkta yang ada di lapangan Pemetaan
yang seharusnya ada dalam Naskah Akademik kemungkinan tidak terungkap. Atau
bila telah terungkap dengan baik besar kemungkinan terabaikan oleh pembentuk
U karena dominannya unsur politis. Terlepas dari itu, sekarang vang harus
dilakukan adalah memantau pemberlakuan undang-undang ini. Semua pihak yang
terkait harus mengawal penyusunan PP sebagai pelaksana UUJ tersebut yang harus
dibuat pemerintah dalam satu tahun.

s
98 Kecuali dibnat kembali suatu perjanjian Acbitrase tersendiri, vang dibuat secara tertulis
oleh para pibgk yvang horsengkela yaitn pernerinish dan pengnam meadal pertambungan setelah
timbal sengkefa {Akta Kompromis). Namun pengecualian inf juga skan mengembalikan posisi
negara menfadi seiajur dengan penanam modal atay pengusahz, dengan dibuatnya soaty kontrak/
petianjian arbitrase yaag ssbenarnya telah dihindari dengan divbahaye sistem Kontrak Karys
menjadi sistem lzin Usaha Pentambangan.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian distas, dapat ditarik kesimpulan babwa dari segi
kesetaraan antars penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam
usaha pertambangan, sistem Izin Usaha Pertambangan atay TUP ini febih baik,
karena tidak adanya pembedaan. Demikian juga dari segi efisiensi hokum. [UP
jauh lebih efisien dari segi birokrasi kepengurusan administrasinya. Dari segi
struktur hukurn, UU Pertambangan Mineral dan Batobara telah mengatur
kewenangan-kewenangan yang terkait dalam pembenan [UP, namun dalam hal
penetapan wilayah ussha pertambangan, undang-undang inl behwn memiliki
pengaturan yang telas sehingga adanya peraturan pemerintah yang melengkapinya
dengan jelas sangat diperiukan.

Penanaman modal dalam pengusahaan pertambangan, memeriukan hukum
dan institusi hukum vang kondusif. Dalam bal ini, kepastian hukom merapakan
unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi,
Sisi yang paling lemah dalam menjamin kepastian hukum dagi struktur dan
substansi UU Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah tidak adanya
pengaturan penyelesaian sengketa yang baik. Undang-undang ini menetapkan
bahwa setiap sengketa harug diselessikan melalal pengadilan dan arbitrase dalam
negeri, namun perizinan adalah suaty perbuatan hulomm septhak dari pemerintah,
sehinggs penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan pada
sistern perizinan. Izin Usaha Pertambangan tidak dapat mengstur penyelesaian
sengketa di lvar pengadilan {(alteranative dispuie resolution), dan tidak mengatur
penunjukan arbiter konsiliasi {(conciliation) serta lembaga-lembaga yang berfungsi
sama dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua yaitu hanya ada satu cara yaitu
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat dikasasi. Sehingga
keputusan mengganti sistem Kontrak Karya dengan sistem Perizinan dengan tidak
adanya penyelesaian sengketa belum dapat memberikan kepastian hukum dalam
bidang pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini juga menyimpulkan
bahiwa koniribusi pertambangan ferhadap kesejahteraan rakyat adalah sangat besar.
Dan hasilnya juga digunaken untuk pelaksanaan pembangunan bagt selaruh rakyat
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indonesia. Karena begitu dekatnya hubungan manfaat pertambangan  bagi
kemakmuran rakyat maka pengatoran perundang-undangan yang mengatur
pertambangan akan sangat berpengaruh bagi kemakmuran rakyat. Suatu hukum
pertambangan vang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menciptakan iklim
investasi pertambangan vang batk, menyebabkan penggunasn sumber daya
pertambangan mineral dan batubara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak
maksimal dari yang sebenarnya dapat diciptakan.

5.2. Saran

Dengan digantinya suatu sistem Kontrak karya menjadi Izin Usaba
Pertambangan, maka terjadi perubahan mendasar dari hukum dalam pengaturan
pertambangan. Secara teori, negara dapat mengintervensi kebebasan berkontrak
dari para pihak. Namun seharusnys, perumus Undang-Undang dapat berpikic dan
berbuat sesuai kondisi dan konteks di Indonesia. Mengutip pernvataan Hikmahanto
Juwana'?; “Sekarang siapa yang bufuh investasi, Indonesia atau Investor. Jika
Indonesia masth membutuhkan investor, ketentuan itu JUP) membuat jovestor
tidak mau datang ke Indonesia,”, Hal ini juga terkait ketiadasn prediktibilitas dan
kepastian dalam hukum pertambangan Indonssia,

Karena dalam usaha pertambangan membutubkan dana yang sangat besar
dan tenaga dengan keahlian tnggi, negara masih memiliki keterbatasan sumber
daya dan dana untuk mengelola secara langsung sumber bahan tambang vang
terkandung di wilayah Indonesia ini. Untuk ite masib diperlukan modal asing
unfuk membantu Indonesia dalam memanfaatkan sumber-surnber bahan galian
dalam rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat. Modal pertambangan akan datang
ke Indonesia jika ada svatu iklim hukum pertambangan yang kondusif. Dalam
pembahasan di atas, JUP belum memberikan kepastian hukum yang lebih baik
daripada Kontrak Karya schingga sulit bagi penanam modal besar pertambangan
untuk memutuskan antak menanam modal di Indonesia dengan sistem IUP ini
Namun memang dari sisi efisiensi birokeasi, IUP adalah yang lebih efisien,

3 http-fhukamonline.com, Tutup Pinty drbitrase Internasional, 26 November 2007,
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Uniuk memperbaiki kepastian hukumn dalam bidang pertambuangan mineral
dan batubara perlu adanya perubaban Ul Pertambangan Mineral dan Batubara
khususnya yang dapat mengakomodasi fungsi hukum penyelesaian sengketa dan
mekanisme pernberian wewenang vang lebth mengakomodasi  kepentingan
nasionat dengan harus adanya fungsi hukum sebagat kontrol sosial yang lebih baik
dan tetap mempertahankan suatu sistem hukum yang efisien dan ekonomis.

IUP diberikan dengan semangat desentralisasi yaitu oleh kepala daerah.
Tidak sedikit, efek samping dari desentralisasi justru bertolak belakeng dengan
tujuannya, seperti kurangnya kualites pelavanan publik di daerah. Mendapati
realitas demikian  penelitian ind dapat menyimpulkan bahwa kebijakan
desentralisasi pemberian 1zin usaha pertambangan iu perlu ditkutt kebijakan-
kebijakan lain beseria penguatan dan pendidikan hukcam bagi masyarakat {civil
society).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia,
Baban tambang atau bahan galian itu diknasal oleh negara dan hak penguasaan
negara barisi wewenang untuk mengatur, mepgurus dan mengawasi pengelolaan
atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya
dernt sebesar-besarnya kemaksmman rakyaf, Usaha pertambangan ini roemberikan
manfaat ekonomi langsung dan tidak Jangsung yang besar bagi Bangsa Indonesia,
yang mempunyal peranan penting dalam memberikan mlal tambah sccara nyata
kepada pertumbuban ekonomi nasional dan  pembangunan daerah  secara
berkelanjutan, Hukum pertambangan merupakan cerminan kebijakan suatu negara,
konteks politis dan ckonomi svatu negara akan sangat menentukan bagaiiana
rekonsiliasi kepentingan ekploitasi sumber daya mineral dilekukan, apakah
menekankan pada sekior investor swasta afau menekankan pada negara dalam
pengembangan sumber daya mineral ini, sehingpa perbaikan hukum pertambangan
mineral dan batubara perlu dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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